KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK







CEALARR
MAHIR

PAJAR







SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Seperti kita ketahui bersama dewasa ini peranan pajak sangat
besar dalam penerimaan negara. Ini tercermin di dalam APBN,
dimana setiap tahun konftribusi pajak selalu meningkat. Pada tahun
2011 ini peranan pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak
direncanakan sebesar 70% dari APBN.

Dalom rangka peningkatan penerimaan negara, Direktorat
Jenderal Pajak telah melakukan segala upaya agar penerimaan dari
sektor pajak semakin meningkat. Salah satunya adalah dengan
mengoptimalkan peran bendahara sebagai ujung tfombak dan mitra
Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan negara.
Oleh karena itu, perlu diterbitkan buku Bendahara Mahir Pajak agar
bendahara mendapat informasi yang benar tentang kewajibannya
sebagai Pemotong/Pemungut Pajak sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dengan penerbitan buku panduan dengan judul “Bendahara
Mahir Pajak” ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi
bendahara pemerintah dalam memahami ketentuan dan tata cara
kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan
pajak yang fimbul dari berbagai transaksi pengeluaran yang terjadi di
masing-masing unit ataupun satuan kerja.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi bendahara pemerintah
dalam melaksanakan tugasnya dan tak lupa kami sampaikan ucapan
ferima kasih kepada bendahara pemerintfah yang telah turut
membantu Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat sadar dan
peduli pajak.

Jakarta, Juli 2011
Direktur Jenderal Pajak

W

Ahmad Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001







KATA PENGANTAR

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa ketentuan peraturan
perundang-undangan di  bidang perpajakan  selalu  dinamis  dan
berkembang menyesuaikan dengan  perubahan  Undang-Undang.
Perkembangan ketentuan tersebut membuat sebagian Wajib Pajak,
khususnya Waijib Pajak bendahara pemerintah, mengalami kendala dalam
memenuhi  kewgjiban perpajakannya. Hal ini tentu akan memberikan
dampak bagi penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak telah berupaya
membuka berbagai saluran atau media agar Wajib Pajak semakin mudah
memahami  ketentuan peraturan  perundang-undangan di bidang
perpajakan, di antaranya melalui sosialisasi secara langsung kepada Waijib
Pajak, konsultasi melalui Account Representative, dan juga Kring Pajak
500200.

Untuk lebih mendukung upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam
memberikan pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan, kami memandang perlu untuk membuat suatu
pedoman secara tertulis khususnya bagi Wajib Pajak bendahara pemerintah.
Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi bendahara
pemerintah dalam memahami peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan, terutama mengenai tata cara kewajiban
pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajok yang timbul
dari berbagai transaksi pengeluaran yang terjadi di masing-masing unit
ataupun satuan kerja.

Pedoman tersebut disusun dalam bentuk buku yang kami beri judul
“Bendahara Mahir Pajak” yang memuat antara lain mengenai penjelasan
umum tentang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan
Bea Meterai, simulasi penghitungan pajak, sampai dengan cara pengisian
berbagai formulir administrasi perpajakan.

Harapan kami dengan diterbitkannya buku ini, bendahara pemerintah
dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan benar
sehingga dengan demikian bendahara pemerintah akan turut membantu
Direktorat Jenderal Pajak dalom mengamankan penerimaan negara.

Penghargaan saya sampaikan kepada segenap pegawai Direktorat
Peraturan Perpajakan Il  dan pihak lain yang terlibat dalaom penyusunan
buku ini, semoga panduan yang disajikan dalam buku ini dapat memberikan
manfaat khususnya bagi bendahara pemerintah.

Jakarta,  Juli 2011
Direktur Peraturan Perpajakan I

poecferdX

A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664
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CARA MUDAH MEMAHAMI BUKU

mengidentifikasi
pengeluarah anggaran
sesuai dengan Kode Mata
Anggaran Kegiatan/Proyek

Belanja
GajifHonorarium

-

Belanja P
Jasa
=

Belanja
Barang
/Modal

‘Penjelasan umum pajak yang terkait
denganh pengeluarah tersebut:

PPh Pasal 21

PPh Pasal 22

PPh Pasal 23

PPh Pasal ¢ (2)

PPN

Bea Meterai

0

Bagaimana Cara menghitung pemotongan dan
pemungutah pajaknya? -1| Lihat Bab Il
T1* : Bendahara Kantor Imigrasi Medan ......

J1™ : Atas pembayarah gaji ......

hoaooe

W Lihat Bab !

L

[ Bagaimana Cara pengisian formulirnya?

-1| Lihat Bab 11l

~——

* T1 : Pertanyaan nomor 1
™ J1: Jawaban atas pertanyaan nomor 1




I. PENJELASAN UMUM

Pokok Penbahasan: esuai dengan ketentuan yang berlaku di
Sbidong perpajakan, pihak yang melakukan

pemotongan dan pemungutan pajak atfas
pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah

e ‘Tata Cara pendaftaran untuk
memperoleh NPWP

#”_Pemotongan PPh Pasal 21 bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian
s 5h Pasel 22 bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan
pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
#”_Pemotongan PPh Pasai 23 Sebagai pihak yang melaokukan pemotongan dan
# pemoronganipemuneueanepn | PEMUNGQUTAN  pajak, bendahara pemerintah  harus
OGRS mengetahui aspek-aspek perpajokan terutama yang
berkaitan dengan kewdqjiban untuk  melakukan
Ldh. RN pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan
#° Pengenaan Bea Meteral serta Pajak Pertambahan Nilai.
#” Penyetoran dan peaporan pajlak Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan
TGRS dengan Pajak Penghasilon dan Pajak Perfambahan

Nilai antara lain adalah pemotongan dan/atau
pemungutan Pajak Penghasilon Pasal 21, Pajok
Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan
Nilai.

A. Pemotongan PPh Pasal 21

m Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21
adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui
pemotongan pajok atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh Waijib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Bendahara pemerintah
yang membayar gaji, upah, honorarium, funjangan, dan

pembayaran lainnya sehubungan dengan
pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemofongan PPh
Pasal 21.

Pembayaran Penghasilan yang waijib dipotong PPh Pasal 21 oleh
bendahara pemerintah antara lain adalah pembayaran atas
gaqji, tunjangan, honorarium, upah, uang makan dan




pembayaran lainnya (tidak termasuk pembayaran biaya
perjalanan dinas), baik kepada pegawai maupun bukan
pegawai.

Berikut skema pemotongan PPh Pasal 21 oleh bendahara:

( Sumber Dana: APBN/APBD )
= [
[ Penghasilar} tetap dan teratur ] [ Penghasilan lainnya ]
setiap bulan
~
[ Diterima oleh ]

o R —

Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya

T L 1
oL .

Ditanggung Pemerintah,
KECUALLI atas PPh Pasal 21 [ Tidak Ditanggung ]

atas tambahan tarif 20% Pemerintah
karena belum punya NPWP
s —
[ Tidak Bersifat Final ] [ Bersifat Final ]

Gambar 1. Skema Pemotongan PPh Pasal 21 oleh Bendahara

Catatan: apabila penerima penghasilan adalah selain Pejabat
Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya,
pemotongan PPh Pasal 21 mengacu pada ketentuan
umum pemotongan PPh Pasal 21.

Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:
1. Pasal 21 Undang-undang PPh;

. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010;

. Peraturan Direktur Jenderal Pajaok Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009.

oM W N

B. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungutan Pajok Penghasilon Pasal 22 atau PPh Pasal 22
dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian
barang seperti: komputer, meubeler, mobil dinas, ATK dan barang
lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia barang.
Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh:




# bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembagao-
lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas
pembelian barang;

# bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan
dengan mekanisme uang persediaan (UP);

# Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat
Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk
pembayaran kepada pihak ketfiga yang dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS).

Besarnya PPh Pasal 22 yang waijib dipungut adalah:
# 1,5% x harga beli (tidak termasuk PPN)

Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan
apabila:
a. pembelian barang dengan  nilai  maksimal
Tidak dipungue PPh Pasal 22: pembelian Rp2.000.000,00 dengan fidak dipecah-
pecah dalam beberapa faktur;
b. pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas,
air minum/PDAM dan benda-benda pos; dan
c. pembayaran unfuk pembelian barang sehubungan
dengan penggunaan dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS).

Pembelian barang <
‘RP2.000.000,00

Pembelian BBM, listrik,
gas, pelumas, air
minum/PDAM dan
benda pos

Pembelian barang Peraturan terkait pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 adalah:
dengan dana BOS 1. Pasal 22 Undang-Undang PPh

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010;

3. Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  PER-57/PJ/2010
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-15/PJ/2011.

C. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh Pasal 23
adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui
pemotongan pajok atas penghasilan yang dibayarkan oleh
bendahara kepada pihak lain. Penghasilan yang dibayarkan
tersebut antara lain:

@ sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta, royalti, hadiah/penghargaan.

@ imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen,
jasa konsultan dan jasa lain.




Jasa lain tersebut yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23

antara lain:

1. Jasa penilai (appraisal);

2. Jasa aktuaris;

3 Jasa akuntansi, pembukuan, dan

| atestasi laporan keuangan;

{4. Jasa perancang (design);

15. Jasa penunjang di bidang

| penerbangan dan bandar udara;

6 Jasa penebangan hutan;

{7. Jasa pengolahan limbah;

8 Jasa penyedia tenaga kerja

: (outsourcing services)

9 Jasa perantara dan/atau keagenan;

110. Jasa
kustodian/penyimpanan/penitipan kec

| uali yang dilakukan oleh KSEI;

11. Jasa sehubungan dengan software

| computer, termasuk perawatan,
pemeliharaan dan perbaikan;

. Jasa instalasi/pemasangan mesin,
peralatan, listrik, felepon, air, gas, AC,
dan/atau TV kabel, selain yang
dilakukan oleh Waijib Pajak yang ruang
lingkupnya di bidang konstruksi dan
mempunyai izin dan/atau sertifikasi
sebagai pengusaha konstruksi;

13

14
115,

116.
117.

8.
9.

{20,

Jasa Perawatan/perbaikan/
pemeliharaan mesin, peralatan,
listrik, telepon, air, gas, AC,

TV kabel, alat transportasi/
kendaraan dan/atau bangunan, |
selain yang dilakukan oleh Waijib
Pajak yang ruang lingkupnya di
bidang konstruksi dan mempu-
nyai izin dan/atau sertifikasi seba- |
gai pengusaha konstruksi; ‘

. Jasa maklon;

Jasa penyelenggara kegiatan
atau event organizer;

Jasa pengepakan;

Jasa penyediaan tempat
dan/atau waktu dalam media
masa, media luar ruang atau
media lain untuk penyampaian
informasi;

Jasa pembasmian hama;
Jasa kebersihan atau cleaning
service;

Jasa catering atau tata boga.

Peraturan terkait pelaksanaan pemotongcln PPh Pasal 23 adalah:

# Pasal 23 Undang-Undang PPh

# Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008

D. Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4
ayat (2) atau PPh Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak

dalam fahun berjalan antara

lain - melalui

pemotongan atau

pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
a. Objek PPh Final adalah sewa tanah dan/atau bangunan

berupa tanah, rumah,

rumah

susun, apartemen,

kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung
pertemuan fermasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah

toko, gudang, bangunan industri.




b. Besarnya PPh Final yang dipotong adalah 10% dari jumlah
bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan Wajib Pajak
Orang Pribadi maupun Badan.

c. Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang
dibayarkan/terutang oleh penyewa termasuk biaya
perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan
service charge (baik perjanjiannya dibuat secara terpisah
maupun disatukan).

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

a. Objek PPh final adalah penghasilan dari pengalihan hak
atas fanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-
menukar, perjanjion pemindahan hak, pelepasan hak,
penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang
disepakati.

b. Besarnya PPh Final yang dipungut adalah 5% dari jumlah
bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

c. Pembebasan PPh Final dapat diberikan atas pengalihan
hak atas fanah dan/atau bangunan kepada:

1) Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di
bawah PTKP yang jumlah bruto pengalihan hak atas
fanah  dan/atau bangunannya kurang  dari
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan
merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

# Pembebasan diberikan melalui penerbitan Surat
Keterangan Bebas (SKB) oleh Kepala KPP tempat
Waijib Pajak terdaftar.

2) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
kepada pemerintah guna pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum yang
memerlukan persyaratan khusus yaitu pembebasan
tanah oleh pemerintah untuk proyek-proyek jalan
umum, saluran pembuangan air, waduk, bendungan
dan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi,
pelabuhan laut, bandar udara, fasilitas keselamatan
umum seperti  fanggul penanggulangan bahaya
banijir, lahar dan bencana lainnya, dan fasilitas
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

3) pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang fidak
fermasuk subjek pajak (seperfi: pemerintah dan
perwakilan negara asing).




# Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam
angka 2) dan 3) diberikan tanpa melalui
penerbitan SKB.

JASA KONSTRUKSI

a. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan
beserta pengawasan  yang mencakup  pekerjaan
arsitektural, sipil, mekanikal, elekirikal, dan tata lingkungan
masing-masing beserta kelengkapannya untuk
mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

b. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang
pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional
di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu
mewujudkan  pekerjoan  dalam  bentuk  dokumen
perencanaan bangunan fisik lain.

c. Pelaoksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang
pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional
di bidang pelaoksanaan jasa konstruksi yang mampu
menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu
hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk
fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi
terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam
model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan
pembangunan (engineering, procurement and
construction) serta model penggabungan perencanaan
dan pembangunan (design and build).

d. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang
pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang
profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang
mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejaok awal
pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan
diserahterimakan.

e. Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Final:




__ JASA KONSTRUKSI
p— —

‘ PPh bersifat final ‘

Pelaksana 4—"—> Perencana/Pengawas

Konstruksi Konstruksi
mempunyai Tidak Dengan tanpa
kualifikasi mempunyai kualifikasi kualifikasi

usaha kualifikasi usaha usaha

’_I_; usaha
kecil Selain kecil I
u (]
TARIF
= . 4 <4 ~ ~
2% 3% 4% 4% 6%

Gambar 2. Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Final atas Jasa Konstruksi

Peraturan-peraturan perpajakan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan
pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

1.
2o

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh;

PP Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 71
Tahun 2008;

PP Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2002;
PP Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 40 Tahun
2009;

Keputusan Menteri Keuangan 635/KMK.04/1994 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009;

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002.



E. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan
pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian
barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misal pembelian alat
tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian

Tidak dipungut PPN:

AR}

pembayarah <
"Rp1.000.000,00
pembayarah untuk
pembebasan tanah
pembayaran
BKP/JKP vang PPN
tidak dipungut
dan/atau dibebaskan
pembayarah BBM dan
bukan BBM oleh
‘Pertamina
pembayaran rekening
telepon

pembayaran jasa
angkutan udara
pembayarah barang
Yang tidak dikenakah
PPN

komputer, pembelian mesin absensi pegawai, perolehan
jasa konstruksi, perolehan jasa pemasangan mesin
absensi, perolehan jasa perawatan AC kantfor, dan
perolehan jasa atas fenaga keamanan.

Secara umum atfas sefiap fransaksi pembelian
barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga/rekanan
yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN.
Namun  demikian, terdapat beberapa transaksi
pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga
yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu:

a. pembayaran  yang jumlahnya paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
pembayaran untuk pembebasan tanah;

c. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, mendapat
fasilitas Pajak Pertambahan Nilai fidak dipungut
dan/atau  dibebaskan dari pengenaan Pajok

Pertambahan Nilai;

d. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan
Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero);

e. pembayaran atas rekening telepon;

f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh
perusahaan penerbangan;

pembayaran lainnya unfuk penyerahan barang atau jasa yang

menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Peraturan-peraturan perpajakan yang menjadi dasar hukum
dalam pelaksanaan pemungutan PPN adalah antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010;

e

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2010;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003.



F. Bea Meterai

Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen
yang menurut Undang-Undang Bea Meterai menjadi objek Bea
Meterai. Dokumen yang dikenai bea meterai antara lain adalah
dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang,
dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang dapat
digunakan di muka pengadilan misalnya dokumen kontrak
pengadaan meja kursi kantor, dokumen perjanjian pembangunan
gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi, dan dokumen
konfrak pengadaan jasa tenaga kebersihan.

Peraturan-peraturan perpajakan yang menjadi dasar hukum
dalam pelaksanaan Bea Meterai adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ/2003.

G. Kewajiban Mendaftarkan Diri

Bendahara pemerintah  yang mengelola dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib mendaftarkan
diri untfuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang
merupakan identitas bendahara sebagai Wajib Pajok dalam
melaksanakan  pemotfongan/pemungutan,  penyetoran, dan
pelaporan PPh dan/atau PPN.

1. Tempat Pendaftaran

Bendahara pemerintah wajib mendaftarkan diri ke Kantfor

Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerja yang sesuai dengan

tempat kedudukan unit kerja.

2. Tata Cara Pendaftaran

a. mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak untuk Waijib Pajok
bendahara yang tersedia di KPP dengan melampirkan
fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara dan Kartu
Tanda Penduduk bendahara tersebut;

b. KPP menerbitkan NPWP yang ferdiri dari 15 digit dan Surat
Keterangan Terdaftar paling lama 1 (satu) hari kerja sejak
permohonan diterima secara lengkap;

c. NPWP akan diterbitkan oleh KPP dengan nama bendahara
unit/satuan kerja, misal Bendahara SD Negeri 1 Kalifinggar
dengan NPWP 00.031.557.0-529.000.




H. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

Untuk kewaijiban penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan
serta Pajok Pertambaohan Nilai, Menteri Keuangan telah
menetapkan batas wakiu penyetoran PPh dan/atau PPN ke Bank
Persepsi/Kantor Pos penerima pembayaran serta batas waktu
pelaporan SPT Masa PPh dan/atau PPN ke KPP tempat Waijib Pajak
bendahara terdaftar yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang
Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran
Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara
Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara
Pengangsuran dan Penundaaan Pembayaran Pajak.

Batas wakiu pembayaran/penyetoran pajak yang sudah

dipotong dan/atau dipungut oleh bendahara pemerintah serta
tanggal pelaporan Surat Pemberitahuan Masa adalah sebagai

berikut:
I Tanggal Penyetoran I Tanggal Pelaporan
1 1
PPh Pasal 21 Paling lama tanggal 10 bulan| Paling lama 20 hari
I berikutnya setelah Masa Paojak; setelah Masa  Pajak
berakhir berakhir
1 PPh Pasal 22 Disetor pada hari yang sama y Pdling lama 14 hari
dengan pelaksanaan seteloh  Masa  Pajak
I pembayaran I berakhir I
lPPh Pasal 23 Paling lama tanggal 10 bulc:mI Paling lama 20 hc:riI
I berikutnya setelah Masa Pajak I setelaoh  Masa Pajak I
i berakhir 1 berakhir 1
I PPh Pasal 4| Paling lama tanggal 10 bulan | Paling lama 20 hari |
1 berikutnya setelah Masa Pajoky setelah Masa Pajak g
i ayat (2) berakhir | berakhir |
1 PPN a. Untuk bendahara pengeluaran,  a. Paling lama  akhir,
| sebagai Pemungut PPN, | bulan berikutnya |
paling lama tanggal 7 (tujuh) setelah Masa Pajak
1

bulan berikutnya setelah I berakhir;
Masa Pajak berakhir; | |

b. Untuk Pejabat Penandatangant 1
Surat Perintah Membayar b. Paling lama  akhir
sebagai Pemungut PPN, harus bulan berikutnya
disetor pada hari yang sama sefelah Masa Pajak !
dengan pelaksanaan berakhir.
pembayaran kepada
Pengusaha Kena Pajak
Rekanan Pemerintah melalui
KPPN.



Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan
kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan
pajak-pajak yang telah dipotong/dipungut antara lain :

1. apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran
pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari
libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat
dilakukan pada hari kerja berikutnya;

2. pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau
bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain
yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak;

3. dalam hal pencairan anggaran dengan mekanisme LS maka
pemindahbukuan pajak yang dilakukan oleh KPPN merupakan
pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang, namun Surat
Setoran Pajak tetap dipersiapkan oleh bendahara yang
bersangkutan;

4. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain dianggap sah
apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan
Pajak (NTPN);

5. bendahara sebagai Pemotong atau Pemungut PPh memberikan
fanda bukfi pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada
orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut PPh
setiap melakukan pemotongan atau pemungutan;

6. bendahara sebagai Pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan
PNS di satuan kerjanya, memberikan tanda bukti pemotongan
paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir;

7. bendahara sebagai Pemungut PPN melakukan validasi Faktur
Pajak yang diterbitkan oleh rekanan.

Untuk lebih memudahkan bendahara dalam melakukan
kewdqjiban pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajaok Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea
Meterai, pada Bab |l akan diberikan simulasi contoh-contoh
penghitungan pemotongan/pemungutan  pajak  sesuai  jenis
fransaksi pengeluaran bendahara.




SIMULASI

PENGHITUNGAN
PEMOTONGAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK
OLEH BENDAHARA

A. Belanja Gdiji, Tunjangan dan Honorarium

1. Belanja Gadiji dan Tunjangan (T1 dan T2)

=

J1

Bendahara Kantor

Imigrasi

Medan Rahmat Widodo

(NPWP

00.030.485.6-122.000) melakukan pembayaran gaji kepada para

No.

Nama
(NPWP)

! Rifki Zain

i (02.777.440.5-122.000)
i Rahmat Widodo
 (07.777.444.5-122.000)
i Dody

i (07.777.454.5-122.000)
! Heri

| (07.777.441.5-122.000)
i Nasrun

i (loelum ber-NPWP) |

Gaiji

(Rp)

2.870.000 |
2240600
2.570.700
2.750.500

2.035.500 |

pegawai dengan daftar penghasilan sebagai berikut:

Tunjangan
Jabatan

(Rp)
540.000

440.000

520.000

Status

! Kawin, 3

i Anak

i Kawin, 2

i Anak

Tidak Kawin

i Kawin, 1
i Anak
i Kawin, 1
i Anak

Tabel 1. Daftar Penghasilan Pegawai Kantor Imigrasi Medan

Pengajuan daftar pembayaran gaji bulan Maret ke KPPN dilakukan
pada tfanggal 10 Februari 2011. Bagaimana perlaokuan perpajakan
berkenaan dengan pembayaran gaiji bulan Maret 20112

Atas pembayaran gaji bulan Maret 2011 tersebut ferutang PPh

Pasal 21 dengan penghitungan sebagai berikut:



_ Rifki Zain_| RahmatW. | Dody K Heri T Nasrun
T 11Gaji pokok T 2,870,000 T 2,240,000 T 2,570,700 | 2,750,500 1 2,035,500
i iTunjangan istri i 287,000 | 224,000 | 5 | 275,050 | 203,550
! !Tunjangan anak 114,800 ! 89,600 } - -4 -
I ITunjangan jabatan | 540,000 | 440,000 | -1 520,000 | -
i Tunjangan beras i 198,000 ¢ 198,000 ¢ 49,500 ¢ 99,000 ; 99,000
L 1Ppembulatan i . ' i h
| IPenghasilan bruto l 4,009,800 | 3,191,600 | 2,620,200 | 3,644,550 | 2,338,050
I 2lpengurang J J j ! i
| |Biaya jabatan 5%] 200,490 | 159,580 | 131,010 | 182,228 | 116,903
iTuran pensiun 4.75%) 155411 121,296 122,108 143,714 106,355
[ i 355,901 280,876 253,118 325,941 223.257]
i 3{Penghasilan neto i 3,653,900 2,910,724 2,367,082 3,318,609 2,114,793
i 1Penghasilan neto disctahunkan : 43,846,794 1 34,928,688 ! 28,404,981 ! 39,823,307 1 25,377,512
| 4IPTKP | | | | |
! 1Untuk Wajib Pajak ' 15,840,000 + 15,840,000 15,840,000 + 15,840,000 ¢ 15,840,000
S acus WP Kawin J 1,320,000 | 1,320,000 | J 1,320,000 | 1,320,000
| |Tanggungan 3,960,000 | 2,640,000 | 1 |
8 21,120,000 : 19,800,000 1 15,840,000 | 17,160,000 & 17,160,000
I slpkp 22,726,794 1 15,128,688 | 12,564,981 1 22,663,307 | 8,217,512
| |Pembulatan i 22,726,000 | 15,128,000 | 12,564,000 | 22,663,000 | 8,217,000
i 6)PPh Pasal 21 setahun 5% 1,136,300 ¢ 756,400 628,200 1,133,150 § 410,850
! !PPh Pasal 21 sebulan ! 94,692 ! 63,033 ! 52,350 [ 94,429 ! 34,238
i {Tambahan 20% lebih tinggi : B = B =1 6,848
+Bagi yang belum ber-NPWP H . | f 1
| Total PPh Pasal 21 1 94,692 | 63,033 | 52,350 94,429 | 41,085

Tabel 2. Daftar Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Maret 2011

Kewdijiban bendahara atas pembayaran gaiji bulan Maret

2011 adalah:

1. memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran gaiji;

2. menyetorkan PPh Pasal 21 paling lama tanggal 11 April
2011;

3. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lama tanggal 20
April 2011.

12 ) Rifki Zain pada bulan April ditugaskan di Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sehingga Rifki
mendapatkan tunjangan jabatan dari Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Sumatera Utara dan dibayarkan tunjangan
jabatan sebesar Rp3.000.000,00 per bulan sedangkan dari Kantor
Imigrasi Medan hanya mendapat gagji dan funjangan selain
tunjangan jabatan.

Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 mulai Masa Pajak April
2011 di Kantor Imigrasi Medan dan di Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Sumatera Utara?

j2  Penghitungan PPh Pasal 21 di Kantor Imigrasi Medan dan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah :
a. Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak April sampai dengan
November 2011 di Kantor Imigrasi Medan



Pc
Line


Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Masa Pajak April s.d.

828.500 : 12

*sejak bulan April tidak menerima tunjangan jabatan

November 2011
1 gaji pokok 2,870,000
‘Tunjangan istri 287,000
Tunjangan anak 114,800
Tunjangan jabatan* -
‘Tunjangan beras 198,000
Pembulatan
Penghasilan bruto 3,469,800
2 Pengurang
a. biaya jabatan 173,490
5% x 3.469.800
b. Turan pensiun 155,411
4,75% x 3.271.800 328,901
3 Penghasilan neto 3,140,900
Penghasilan neto disetahunkan 37,690,794
4 PTKP (K/3)
Untuk Wajib Pajak 15,840,000
Status WP Kawin 1,320,000
Tanggungan 3,960,000
21,120,000
5 Penghasilan Kena Pajak (PKP) 16,570,794
Pembulatan 16,570,000
6 PPh Pasal 21 setahun 828,500
5% x 16.570.000
7 PPh Pasal 21 sebulan 69,042

Tabel 3. Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak April s.d. November 2011




b. Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember 2011 di Kantor
Imigrasi Medan

Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Masa Pajak Desember 2011

1 Penghasilan Bruto Januari sampai Maret 12,029,400
Penghasilan Bruto April sampai Desember 31,228,200
Pembulatan -

Total Penghasilan Bruto setahun 43,257,600
2 Pengurang
a. biaya jabatan
5% x 43.257.600 2,162,880
b. iuran pensiun 1,864,926
4,75% x 39.261.600 4,027,806

3 Penghasilan neto setahun 39,229,794
4 PTKP
untuk Wajib Pajak 15,840,000
status WP Kawin 1,320,000
tanggungan 3,960,000
21,120,000
5 Penghasilan Kena Pajak (PKP) 18,109,794
pembulatan 18,109,000
6 PPh Pasal 21 setahun 905,450
5% x 18.109.000
PPh Pasal 21 terutang (Jan s.d Nov)
a. PPh Pasal 21 Januari sampai Maret 284,075
3 x 94.692
b. PPh Pasal 21 April sampai November 552,336
8x69.042
836,411
7 PPh Pasal 21 Bulan Desember 69,039

Tabel 4. Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2011

Perhitungan PPh Pasal 21 Masa April sampai November di Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dilakukan
dengan cara:

A. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari
Kantor Imigrasi Medan.

B. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari
Kantor Imigrasi Medan dan Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Sumatera Utara.

C. PPh Pasal 21 yang ferutang atas tunjangan jabatan yang
dibayarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Sumatera Utara adalaoh PPh Pasal 21 pada huruf B dikurangi
dengan PPh Pasal 21 pada huruf A.

Dengan memperhatikan cara penghitungan tersebut maka
Penghitungan PPh Pasal 21 untuk huruf A, B, dan huruf C adalah
sebagai berikut:

» Penghitungan PPh Pasal 21 untuk huruf A adalah sebagaimana




dimaksud pada J2 huruf a;
» Penghitungan PPh Pasal 21 untuk huruf B adalah:

1] Penghasilan dari Kantor Imigrasi Medan
Gaiji pokok 2,870,000
‘Tunjangan istri 287,000
‘Tunjangan anak 114,800
‘Tunjangan jabatan -
‘Tunjangan beras 198,000
Pembulatan
Jumlah 3,469,800
2|Penghasilan dari Kantor Wilayah Agama Medan
‘Tunjangan Jabatan 3,000,000
Jumlah Penghasilan Bruto 6,469,800
3| Pengurang
a. Biaya jabatan 323,490
5% x 6.469.800
b.  Iuran pensiun 155411
4,75% x 3.271.800 478,901
4| Penghasilan neto 5,990,900
Penghasilan neto disetahunkan 71,890,794
5|PTKP
Untuk Wajib Pajak 15,840,000
Status WP Kawin 1,320,000
‘Tanggungan 3,960,000
21,120,000
6| Penghasilan Kena Pajak (PKP) 50,770,794
Pembulatan 50,770,000
7|PPh Pasal 21 setahun 2,538,500
5% x 50.000.000 2,500,000
15 % x 770.000 115,500
2,615,500
8| PPh Pasal 21 sebulan 217,958
2.615.500: 12
PPh Pasa 21 sebulan di Kantor Imigrasi Medan 69,042
9 | PPh Pasa 21 sebulan di Kanwil Agama Medan 148,916

Tabel 5. PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan
dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

» PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong oleh bendahara
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
adalah sebesar Rp217.958,00 — Rpé69.042,00 = Rp148.916,00

Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember di Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara:




Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Masa Pajak Desember 2011
f

Penghasilan Bruto April sampai Desember I 27,000,000

Penghasilan di Kantor Imigrasi Medan (Jan-Des) 43,257,600

Pembulatan -

70,257,600

-

‘Total Penghasilan Bruto setahun
Pengurang
a. biaya jabatan

5% x 70.257.600
b. iuran pensiun

4,75% x 39.261.600

N

3,512,880
1,864,926

5,377,806

=

Penghasilan neto setahun
4|PTKP

untuk Wajib Pajak

status WP Kawin
tanggungan

64,879,794

15,840,000
1,320,000
3,960,000

21,120,000
43,759,794
43,759,000

2,187,950

ul

Penghasilan Kena Pajak (PKP)
pembulatan
PPh Pasal 21 setahun
5% x 43.759.000
PPh Pasal 21 terutang di kantor imigrasi Medan
a. PPh Pasal 21 Januari sampai Maret
3 x 94.692
b. PPh Pasal 21 April sampai November
8 x 69.042
c. PPh Pasal 21 Desember 69,063
PPh Pasal 21 April sampai November
8 x 148.917

=

284,075

552,336

1,191,333

2,096,807

7|PPh Pasal 21 Masa Desember 91,143

Tabel 6. Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2011 di Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

2. Belanja Honorarium (T3 dan T4)

13 ) Kantor Imigrasi Medan membentuk tim Peningkatan Mutu
Pelayanan yang anggotanya terdiri dari beberapa orang PNS.
Bendahara Kantor Imigrasi Medan membayar honorarium tim pada
tanggal 25 Maret 2011, dengan perincian sebagai berikut:

Nama Golongan Jabatan Honorarium
Rifki Zain IV/a Ketua Rp1.200,000,00
Dody ll/c Wakil Ketua Rp1.000,000,00
Heri l/d Sekretaris Rp 900,000,00
Nasrun Il/d An%o’ro Rp 900,000,00

Tabel 7. Daftar Honorarium Tim pada Kantor Imigrasi Medan

Bagaimanakah pemotongan pajak atas
diterima oleh anggota fim tersebut?

honorarium yang

J3  Penghitungan PPh Pasal 21 atas honor anggota tim Peningkatan
Mutu Pelayanan melihat pada golongan dari penerima honor




T4

J4

sebagai berikut :

Nama | Golongan Honorarium Tarif | PPh terutang
Rifki Zain IV/a Rp1.200,000,00 | 15% ' Rp 180.000,00
Dody ll/c Rp1.000,000,00 5% | Rp 50.000,00
Heri l/d Rp 200,000,00 5% | Rp 45.000,00
Nasrun Il/d Rp 900,000,00 0% Rp 0,00
Jumlah Rp4.000.000,00 Rp 275.000,00

Tabel 8. Daftar Penghitungan PPh Pasal 21 atas Honorarium Tim pada Kantor Imigrasi
Medan

Kewajiban bendahara atas pembayaran honor tersebut :

1. memotong PPh Pasal 21 Final atas pembayaran honor;

2. membuat bukti potong PPh Pasal 21 Final atas pembayaran
honor;

3. menyetorkan PPh Pasal 21 Final paling lama tanggal 11 April
2011;

4. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lama tanggal 20 April

2011.

Untuk melaksanakan kegiatan tim tersebut, Kantor Imigrasi Medan
mengadakan workshop tentang Pelayanan Publik untuk anggota
Tim pada tanggal 28 Maret 2011 dengan mengundang Jason

Pasaribu, NPWP: 06.575.248.8-122.000 seorang ahli di bidang
pelayanan  publik  (obukan PNS) dengan honor sebesar
Rp5.000.000,00.

Bagaimanakah pemotongan pajak atas honorarium yang diterima
oleh Jason Pasaribu tersebut?

Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima oleh
Jason Pasaribu sebagai berikut:

Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium tersebut yaitu :

5% x 50 % x Rp5.000.000,00 = Rp125.000,00

(apabila Jason Pasaribu, S.H.,M.H. tidak mempunyai NPWP maka
penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas honor menjadi 5% x 120% x
50% Rp5.000.000,00 = Rp150.000,00).



Kewaijiban bendahara atas pembayaran honor tersebut :

1. memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium sebesar
jumlah tersebut;

2. membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran
honorarium;

3. menyetorkan PPh Pasal 21 paling lama tanggal 11 April 2011;

4. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lama tanggal 20 April
2011.

B. Belanja Barang, Modal, dan Jasa

1. Belanja Barang (T5)

T5 ) Taufik Hidayat yang merupakan bendahara satker Madrasah Aliyah
Negeri (MAN) Purbalingga yang beralamatkan di JI. Letnan Jenderal S.
Parman Kabupaten Purbalingga dengan NPWP 00.321.675.3-529.000
melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut:

Pada tanggal 2 Februari 2011, membeli secara tunai makanan
siap saji dari sebuah restoran untuk keperluan rapat dari sebuah
restauran seharga Rp800.000,00.

T5-1

152 » Pada tanggal 4 Februari 2011, membeli secara tunai alat-alat
tulis  kantor Rp1.100.000,00 dan buku pelajaran  umum
Rp1.500.000,00 dari sebuah toko buku PERWIRA yang dimiliki oleh
Tuan Joko yang mempunyai Nomor Pokok Waijib Pajak / Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 06.325.456.3-529.000.

T15-3 ) Pada tanggal 15 Februari 2011, membeli bensin dari SPBU
Pertamina untuk keperluan kendaraan dinas seharga
Rp500.000,00, membayar tagihan rekening listrik sebesar
Rp1.000.000,00 kepada PLN, serta membeli benda-benda pos
sebesar Rp500.000,00 di sebuah kantor pos.

T5-4 ) Pada tanggal 18 Februari 2011, membeli secara tunai buku
pelajaran umum sebesar Rp2.500.000,00, pakaian seragam jadi
sebesar Rp3.000.000,00, pengadaan formulir dan kertas untuk
ujian sekolah sebesar Rp2.000.000,00 dari sebuah toko
pedagang eceran atas nama fuan Bagus yang mempunyai
Nomor Pokok Waijib Pajak / Nomor Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak 06.456.321-2-529.000. Pembelian tersebut dananya
bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah.

Atas  pembelian-pembelian  fersebut, bagaimana  kewajiban

perpajakannya?




j5-1 Pemungutan PPh

Pembelian makanan siap saji di restoran pada dasarnya harus dipungut
PPh Pasal 22 akan fetapi karena nilai pembeliannya di bawah
Rp2.000.000,00 maka atas pembelian tersebut tidak dipungut PPh Pasal
22.

Pemungutan PPN

Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah
makan, warung, dan sejenisnya merupakan jenis barang yang tidak
dikenai Pajak Pertambahan Nilai sehingga atas pembelian tersebut
fidak dipungut PPN.

js-2  Pemungutan PPh

Pembelian alat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00, dan buku pelajaran
umum Rp1.500.000,00 dari toko PERWIRA dipungut PPh Pasal 22 karena
total pembelian tersebut telah melebihi nilai Rp2.000.000,00.

PPh Pasal 22 ( 1,5% x Rp2.600.000,00 )......cevvnivuneinnnnnnn. Rp39.000,00

Pemungutan PPN

Buku pelajaran umum merupakan salah satu jenis barang kena pajak
yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga bendahara hanya
memungut PPN atas pembelian alat-alat tulis kantor sebesar:

PPN (10% x Rp1.100.000,00) ... .ueunieniiniiieineiiiieineieiieeens Rp110.000,00




Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Taufik hidayat

sebagai bendahara MAN Purbalingga adalah:

1. melakukan validasi faktur pajak yang telah diisi dengan data Waijib
Pajak Tuan Joko dengan cara membubuhi cap "disetor tanggal 7
Maret 2011"” dan ditandatangani oleh bendahara

2. menyetorkan PPh Pasal 22 tersebut pada tanggal 4 Februari 2011
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Tuan
Joko dan ditandatangani oleh bendahara ke kas negara melalui
Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;

3. menyetorkan PPN tersebut paling lambat pada tanggal 7 Maret 2011
dengan menggunakan Surat Seftoran Pajak (SSP) atas nama Tuan
Joko dan ditandatangani oleh bendahara ke kas negara melalui
Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;

4. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 selambat-lambatnya tanggal 14
Maret 2011 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga;

5. melaporkan SPT Masa PPN selambat-lambatnya tanggal 31 Maret
2011 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga;

6. memberikan SSP PPh Pasal 22 dan SSP PPN lembar ke-1 dan faktur
pajak lembar ke-2 kepada Tuan Joko (Toko PERWIRA).

J5-3 Pemungutan PPh

Atas pembelian bahan bakar minyak, listrik, dan benda-benda pos
fidak dipungut PPh Pasal 22.

Pemungutan PPN

Terkait dengan PPN, dalam hal bahan bakar minyak dibeli dari
Perfamina maka fidak dilakukan pemungutan PPN. Selain itu, listrik
ditetapkan sebagai barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari
pemungutan PPN sehingga atas pembayaran tagihan listrik fidak perlu
dipungut PPN. Sedangkan atas pembelian benda-benda pos karena
nilai pembelian di bawah Rp1.000.000,00 maka tidak dipungut PPN.




J5-4  Pemungutan PPh

Atas pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana
Bantuan Operasional Sekolah tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal
22.

Pemungutan PPN

Buku pelajaran umum merupakan salah satu barang kena pajak yang
dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga atas pembelian barang
tersebut fidak perlu dipungut PPN. Atas pembelian pakaian seragam
dan pengadaan kertas dipungut PPN sebagai berikut:

- Pakaian seragam ( 10% x Rp3.000.000,00 ).....ccccevveenrveennee. Rp300.000,00
- Formulir dan kertas ujian ( 10% x Rp2.000.000,00 ).............. Rp200.000,00
= JUMION. e Rp500.000,00

Kewaijiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Taufik Hidayat
sebagai bendahara MAN Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. melakukan validasi faktur pajak yang telah diisi dengan data Waijib
Pajak Tuan Bagus dengan cara membubuhi cap "disetor tanggal 7
Maret 2011"” dan ditandatangani oleh bendahara;

2. menyetorkan PPN fersebut selambat-lombatnya pada tanggal 7
Maret 2011 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas
nama Tuan Bagus dan ditandatangani oleh bendahara ke kas
negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;

3. melaporkan SPT Masa PPN selambat-lambatnya tanggal 31 Maret
2011 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga;

4. memberikan faktur pajok lembar ke-2 dan SSP lembar ke-1 kepada
Tuan Bagus.

Bea Meterai

Dalom setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara

sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai fransaksinya
di antara Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;

b. Rp6.000,00 di sefiap bukti pembayaran yang nilai tfransaksinya
di atas Rp1.000.000,00




2. Belanja Modal (T6, 77, 18, T? dan T10)

16 © Pada Tanggal 21 Februari 2011 bendahara satker Madrasah Aliyah
Negeri (MAN) Purbalingga melakukan pembelian 4 (empat) buah
printer kepada CV Susanto (NPWP/NPPKP 01.222.355.5-529.000)
seharga Rp20.000.000,00. SP2D diterbitkan KPPN pada tanggal 23
Februari 2011. Bagaimana pengenaan pajaknya?

16 Pemungutan PPh

Atas pembayaran printer kepada CV  Susanto  sebesar
Rp20.000.000,00 dipungut PPh Pasal 22 sebagai berikut:

Pembelian printer :

- Harga pembelian.........coooiiiiii Rp 20.000.000,00
- PPh Pasal 22 (1.5% x Rp 20.000.000,00 ).......uveen.n. Ro  300.000,00

Pemungutan PPN

Atas pembayaran printer kepada CV  Susanto  sebesar
Rp20.000.000,00 dipungut PPN sebagai berikut:
- PPN ( 10% x Rp20.000.000,00) ... ccuivueieeniniinannnnn. Rp 2.000.000,00
Kewajiban selanjutnya yang harus dilokukan oleh Taufik Hidayat
sebagai bendahara MAN Purbalingga adalah sebagai berikut:
1. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi
dengan data Waijib Pajak CV Susanto;
2. menyetorkan PPh Pasal 22 dan PPN dengan cara:
a. membuat SSP PPh Pasal 22 dan SSP PPN atas nama CV
Susanto dan ditandatangani oleh bendahara;
b. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan
Faktur Pajak ke KPPN;
c. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
1) SSP PPh Pasal 22 dan SSP PPN lembar ke-1 yang telah
disahkan oleh KPPN; dan
2) Faktur pajak lembar ke-2,
kepada CV Susanto.
3. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 selambat-lambatnya tanggal
14 Maret 2011 ke KPP Pratama Purbalingga;
4. melaporkan SPT Masa PPN selambat-lambatnya tanggal 31
Maret 2011 ke KPP Pratama Purbalingga.

T7 ) Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2011, Taufik Hidayat yang
merupakan bendahara satker Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
Purbalingga melakukan pembelian komputer kepada CV Wijaya
dengan harga pembelion Rp11.000.000,00, (sudah termasuk PPN).




CV Wijaya mempunyai NPWP/NPPKP 01.562.358.3-529.000 yang
beralomatkan di JI. Jenderal Sudirman No. 99 Purbalingga. CV
Wijaya kemudian menerbitkan faktur/tagihan pada tanggal yang
sama, yaitu tanggal 22 Februari 2011. Berdasarkan tagihan tersebut
diterbitkan SPM oleh satker MAN yang diajukan kepada KPPN untuk
membayar ftagihan tersebut. SP2D diterbitkan oleh KPPN pada
tanggal 28 Februari 2011. Bagaimana kewajiban perpajakan yang
harus dilakukan oleh Bendahara dari mulai memungut pajak sampai
dengan melaporkan pajak yang dipungut tersebut?2

j7  Pemungutan PPh

Atas pembayaran komputer tersebut dipungut PPh Pasal 22 dengan
perincian sebagai berikut:

- Nilai pembelian sudah termasuk PPN.......................Rp11.000.000,00
- PPh Pasal 22 [1,5% x (100/110 x Rp11.000.000,00)]..Rp  150.000,00

Pemungutan PPN

- Nilai pembelian sudah termasuk PPN......... Rp11.000.000,00
- PPN (10/110x Rp 11.000.000,00)................Rp 1.000.000,00

Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Taufik hidayat
sebagai bendahara MAN Purbalingga adalah sebagai berikut:
1. melakukan pengecekan keabsahan Fakfur Pajak yang telah diisi
dengan data Waijib Pajak CV Wijaya;
2. membuat SSP atas nama CV Wijaya dan ditandatangani oleh
Taufik Hidayarf;
3. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Fakfur
Pajak ke KPPN;
4. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
1) SSP PPh Pasal 22 dan PPN lembar ke-1 yang telah disahkan oleh
KPPN; dan
2) Faktur pajak lembar ke-2,
kepada CV Wijaya;
5. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 selambat-lambatnya tanggal
14 Maret 2011 ke KPP Pratama Purbalingga;
6. melaporkan SPT Masa PPN selaombat-lambatnya tanggal 31 Maret
2011 ke KPP Pratama Purbalingga;

18 , Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop) Jombi akan melakukan
pembangunan gedung Inspektorat Wilayah, adapun yg menjadi
pemenang tender adaloh PT Jaya Karya sebagai pelaksana
konstruksi dan Tuan Zaky, seorang PKP, sebagai perencana




konstruksi. PT Jaya Karya, perusahaan konstruksi yang memiliki
kualifikasi  usaha menengah (dibukfikan dengan sertifikasi
pelaksana konstruksi  dari  Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi) dan Tuan Zaky seorang konsultan sipil (memiliki sertifikasi
untuk perencanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil). Nilai
proyek berdasarkan Kontrak adalah sebesar Rp5.000.000.000,00.
Pembayaran dilakukan sesuai dengan progress pembangunan
yang dilaporkan. Di tahun 2011, dilakukan pembayaran tanggal 21
Juni sebesar Rp1.500.000.000,00 atas tagihan ftanggal 15 Juni.
Pembayaran atas kontrak perencanaan konstruksi tersebut pada
tanggal 6 Juni 2011 adalah  sebesar  Rp50.000.000,00.
Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan?2

j8 = Pemotongan/Pemungutan PPh

Penghitungan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa
konstruksi tersebut, yaitu:

Bendahara Inspektorat Wilayah Propinsi memotong PPh Final atas
jasa konstruksi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Konstruksi oleh PT Jaya Karya

Tanggal 21 Juni 2011

= Rp1.500.000.000,00 x 3% = Rp45.000.000,00

b. Perencanaan Konstruksi oleh Tuan Zaky dibayar pada tanggal 6
Juni 2011
= Rp50.000.000,00 x 4% = Rp2.000.000,00
PPh Final tersebut dipotong dari pembayaran kepada PT Jaya
Karya dan Tuan Zaky.

Pemungutan PPN

Bendahara Inspektorat  Wilayah Propinsi memungut Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari transaksi jasa konstruksi
tersebut.

a. Pelaksanaan Konstruksi oleh PT Jaya Karya
Tanggal 21 Juni 2011
= Rp1.500.000.000,00 x 10% = Rp150.000.000,00
b. Perencanaan Konstruksi oleh Tuan Zaky Dibayar pada tanggal 6

Juni 2011
= Rp50.000.000,00 x 10% = Rp5.000.000,00




Kewajiban bendahara atas pembayaran jasa konstruksi tersebut
adalah:

1. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi
dengan data Waijib Pajak PT Jaya Karya dan Tuan Zaky.

2. membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa
konstruksi paling lambat 30 Juni 2011:

a. untuk PT Jaya Karya sebesar Rp45.000.000,00; dan
b. untuk Tuan Zaky sebesar Rp2.000.000,00.

3. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur
Pajak ke KPPN;

4. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan SSP PPN lembar ke-1 yang
telah disahkan oleh KPPN;

a. Faktur pajak lembar ke-2; dan
b. bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2), kepada PT Jaya
Karya dan Tuan Zaky.
5. melakukan pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) paling
lambat tanggal 20 Juli 2011, ke KPP Pratama Jambi;
6. melakukan pelaporan SPT Masa PPN paling lama tanggal 1
Agustus 2011 ke KPP Pratama Jambi;

T9 \ Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
(00.695.754.0-721.000) akan membangun gedung kantfor yang
baru. Untuk keperluan gedung tersebut kantor Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan melakukan pembebasan
tanah seluas 2.000 m2 yang dimiliki oleh Bapak Nasrun (14.495.723.0-
721.000) seluas 800 m2 (NOP 63.07.040.005.451.0010.0) dan Ibu Mega
(08.614.284.0-721.000) seluas 1200 m2 (NOP 63.07.040.005.451.
0054.0).

NJOP Tahun 2011 atas tanah tersebut adalah Rp400.000,00/m?2
untuk tanah Bapak Nasrun dan Ibu Mega. Atas pembebasan lahan
tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
menetapkan ganti rugi sebesar Rp400.000,00/m2.

Bendahara Pemda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Wahyono,
mengajukan SPM kepada KPPN untuk membayar ganti rugi
pembebasan lahan kepada Bapak Nasrun dan lbu Mega. SP2D
diterbitkan KPPN pada tanggal 25 Maret 2011. Bagaimanakah
kewaijiban perpajakan yang harus dilakukan?

j9 Pemotongan/Pemungutan PPh

Atas Pembayaran pembebasan tanah untuk pembangunan
Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut




Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
Wahyono, memungut PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan
dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari jumlah
bruto nilai pengalihan haok atas tanah dan/atau bangunan
sebelum melakukan pembayaran ganti rugi.

Atas pembelian tanah dan/atau bangunan bendahara tidak
memungut PPh Pasal 22.

Penghitungan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atfas
penghasilan dari ganti rugi pembebasan tanah yang dilakukan
Wahyono tersebut, sebagai berikut:
Nilai sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang adalah
sebesar nilai yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten
Hulu Sungai Tengah yaitu sebesar Rp400.000,00/m?2 sehingga atas
pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut Wahyono
sebagai Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah harus melakukan pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2)
atas penghasilon dari pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan sebagai berikut:
a. untuk Penghasilan yang diberikan kepada Bapak Nasrun:

= (800m x Rp400.000,00) x 5% = Rp16.000.000,00
b. untuk Penghasilan yang diberikan kepada lbu Mega:

= (1.200m x Rp400.000,00) x 5% = Rp24.000.000,00

Kewajiban Wahyono, sebagai Bendahara Pemda Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, atas pembayaran ganti rugi pembebasan fanah
tersebut adalah:

1. membuat SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas nama Bapak Nasrun

dan Ibu Mega dan ditandatangani oleh Wahyono;

2. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP ke KPPN;

3. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan SSP PPh Final Pasal

4 ayat (2) yang telah disahkan oleh KPPN.

4. melaporkan  pemungutan  sebesar Rp16.000.000,00 dan
Rp24.000.000,00 tersebut paling lama tanggal 20 April 2011
dengan menggunakan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) ke
KPP Pratama Barabai;

. memberikan SSP lembar 1 kepada Bapak Nasrun dan Ibu Mega;

. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) paling lama tanggal
20 April 2011 ke KPP Pratama Barabai.

o~ On

Pemungutan PPN

PPN fidak dipungut oleh bendahara pemerintah dalom hal
pembayaran untuk pembebasan tanah.




=\
T10

J10

Bendahara Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan pembayaran
ganti rugi pembebasan tanah untuk pembuatan saluran irigasi
kepada Tuan Moelyana sebesar Rp75.000.000,00. Bagaimanakah
perlakuan pajaknya?

Pemotongan/Pemungutan PPh

Pembayaran pembebasan tanah kepada pemerintah untuk
kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus yaitu
pembebasan tanah oleh pemerintah untuk proyek-proyek jalan
umum, saluran pembuangan air, waduk, bendungan dan
bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut,
bandar udara, fasilitas keselomatan umum  seperti  tanggul
penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya, dan
fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dikecualikan dari
kewajiban pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan
dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Atas pembayaran ganti rugi pembebasan tanah kepada Tuan
Moelyana sebesar Rp75.000.000,00 fidak dipungut PPh Final Pasal 4
ayat (2).

Pemungutan PPN

PPN tidak dipungut oleh bendahara pemerintah dalam hal
pembayaran untuk pembebasan tanah.

Bea Meterai

Dalom sefiop pembuatan bukti pembayaran, bendahara

sebagai pihak penerima kuitansi ferutang bea meterai sebesar:

a.Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya
di antara Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;

b.Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai fransaksinya
di atas Rp1.000.000,00.

3. Belanja Jasa (T11, T12 dan T13)

—\
T11

Untuk acara rapat koordinasi daerah, Bendahara Pemda
Kabupaten Gorontalo (00.875.469.0-822.000) menunjuk CV Sedap
(02.425.743.2-822.000) yang bergerak di bidang jasa catering untuk
menyediakan konsumsi rapat fersebut. Kontrak yang disepakati
untuk jasa catering tersebut adalah Rp3.500.000,00. Bendahara
Pemda Kabupaten Gorontalo, Bagus, membayar tagihan catering
tersebut pada tanggal 25 Februari 2011.



Bagaimanakah kewaijiban perpajakan yang harus dilokukan?2

Ji1  Pemotongan/Pemungutan PPh

Terhadap jumlah bruto tagihan sebesar Rp3.500.000,00 atas jasa
catering dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebagai berikut:
=2% x Rp3.500.000,00 = Rp70.000,00

Pemungutan PPN

Bendahara tidak memungut PPN atas jasa catering karena
penyerahan jasa catering tersebut tidak dikenai PPN.

Kewajiban Bagus sebagai Bendahara Pemda Kabupaten

Gorontalo atas pembayaran jasa catering tersebut adalah:

1. memotong PPh Pasal 23 atas jasa catering sebesar Rp70.000,00;

2. menyetorkan PPh Pasal 23 yang dipotong paling lambat tanggal
10 Maret 2011 menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas
negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;

3. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 21
Maret 2011 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo;

4. memberikan bukti pemotongan PPh pasal 23.

T12 Dalam rangka ikut melestarikan warisan budaya negara maka
Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali membuat baju seragam
dengan corak batik untuk seluruh pegawainya dan untuk seluruh
guru yang berada di bawah wilayah kerjanya sejumlah 2000
potong. Pada tanggal 5 Januari 2011 telah disepakati kontrak
pengerjaan tersebut dengan PT Garmindo (02.425.347.2-527.000),
sebuah perusachaan garmen di Kabupaten Boyolali. Kontrak
ditandatangani oleh direktur PT Garmindo, Sdr. Budiman.

Spesifikasi, model ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten
Boyolali serta bahan baku utama berupa kain batik yang dibeli
pada tahun sebelumnya dari PT Batikindo.

PT Garmindo sebagai pihak yang mengerjakan pembuatan baju
seragam tersebut menyediakan bahan tambahan yang diperlukan.
Atas pekerjaan ini disepakati biaya pengerjaan sebesar
Rp60.000.000,00 tidak termasuk biaya untuk bahan tambahan
sebesar Rp10.000.000,00 yang dikeluarkan PT Garmindo.

Rincian tagihan PT Garmindo kepada Dinas Pendidikan Kabupaten

Boyolali:
Biaya untuk bahan tambahan ............. Rp10.000.000,00
Biaya pembuatan baju seragam ..........Rp60.000.000,00




J12

Handayani, Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali
(NPWP 00.875.964.0-527.000), menerima tagihan atas pengerjaan
baju seragam tersebut pada tanggal 21 Februari 2011 dan melunasi
pembayarannya pada tanggal 23 Februari 2011.

Pemotongan/pemungutan PPh

Atas pembayaran ongkos pembuatan baju seragam kepada PT
Garmindo dipotong PPh Pasal 23 atas jasa maklon sebesar:

= 2% x Rp60.000.000,00 = Rp1.200.000,00

Atas pembayaran bahan tambahan kepada PT Garmindo
dipungut PPh Pasal 22 atas belanja barang sebesar:

=1,5% x Rp.10.000.000,00 = Rp150.000,00

Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas
maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23
adalah sebesar Rp.70.000.000,00 sehingga PPh Pasal 23 yang harus
dipotong atas pembayaran kepada PT Garmindo adalah sebesar :

= 2% x Rp70.000.000,00 = Rp1.400.000,00

Pemungutan PPN

Atas penyerahan jasa maklon dan bahan tambahan tersebut,
Handayani sebagai Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten
Boyolali, memungut PPN sebesar:

= 10% x Rp70.000.000,00 = Rp7.000.000,00

Kewajiban Handayani sebagai Bendahara Dinas Pendidikan

Kabupaten Boyolali atas pembayaran jasa maklon tersebut adalah:

1. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi
dengan data Wajib Pajak PT Garmindo;

2. membuat SSP PPh Pasal 22 dan PPN atas nama PT Garmindo
dan ditandatangani oleh Handayani;

3. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur
Pajak ke KPPN;

4. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:

a. SSP PPh Pasal 22 dan PPN lembar ke-1 yang telah disahkan
oleh KPPN;

b. Faktur pajak lembar ke-2; dan

c. Bukti pemotongan PPh Pasal 23,

kepada PT Garmindo;

5. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama tanggal 14
Maret 2011 ke KPP tempat Bendahara Dinas Pendidikan
Kabupaten Boyolali terdaftar;

6. melaporkan SPT Masa PPN paling lambat tanggal 31 Maret 2011;

7. membuat bukti potong PPh Pasal 23 atas nama PT Garmindo;



8. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 (yang telah dilengkapi
dengan SSP PPh Pasal 23 atas nama bendahara) paling lambat
tanggal 21 Maret 2011 ke KPP Pratama Boyolali.

T3 » Pada tanggal 5 Januari 2011, Prabu Wijaya, Bendahara Dinas Tata
Ruang Pemerintah Kota Manado (NPWP 00.799.100.0-821.000)
membayar sewa rukan untuk tahun 2011 sebesar Rp50.000.000,00
dan biaya service charge dan fasilitas lainnya sebesar
Rp12.000.000,00 kepada PT Maju Hidayat (NPWP/NPPKP
02.003.457.0-821.000). Bagaimanakah perlakuan pajaknya?

J13 Pemotongan/pemungutan PPh

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan
tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun,
apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor,
tfoko, rumah foko, gedung, wajib dibayar PPh yang bersifat final
dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan.

Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang
dibayarkan oleh penyewa yang berkaitan dengan tanah dan/atau
bangunan yang disewa tfermasuk biaya perawatan, biaya
pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan “service
charge” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun
yang disatukan.

Atas pembayaran fersebut bendahara membuat perhitungan
sebagai berikut:

Besarnya PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong atas
pembayaran sewa dan service charge rukan = 10% x
Rp62.000.000,00 = Rp6.200.000,00.

Pemungutan PPN

Atas pembayaran sewa dan service charge rukan wajib dipungut
PPN oleh bendahara dengan tarif 10% x Rp62.000.000,00 =
Rp6.200.000,00

Kewajiban bendahara Dinas Tata Ruang adalah:

1. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi
dengan data Waijib Pajak PT Maju Hidayat;

2. membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas nama PT
Maiju Hidayat;

3. membuat SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan SSP PPN atas nama
PT Maju Hidayat dan ditandatangani oleh Prabu Wijaya;

4. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Fakfur
Pajak ke KPPN;




5. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:

a. SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN lembar ke-1 yang telah
disahkan oleh KPPN;

b. Faktur pajak lembar ke-2; dan
c. bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2),
kepada PT Maju Hidayat;

6. melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) ke KPP Pratama
Manado paling lambat tanggal 21 Februari 2011;

7. melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Manado paling
lambat tanggal 28 Februari 2011.

Bea Meterai

Dalam sefiop pembuatan bukti pembayaran, bendahara

sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai fransaksinya
di antara Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;

b. Rp6.000,00 di sefiap bukti pembayaran yang nilai fransaksinya
di atas Rp1.000.000,00.

C. Belanja Hibah (T14)

T14 , Kementerian Pekerjaan Umum (NPWP:00.849.100.0-012.000)

melaksanakan proyek Pemerinfah pembangunan jalan lintas
Kalimantan dengan menggunakan dana yang berasal dari Hibah
Luar Negeri dari Asia Foundation sebesar US$ 100.000.000,00
(Rp850.000.000.000,00 dengan kurs Menteri Keuangan pada saat
ditandatanganinya kontrak sebesar Rp8.500,00/US$) yang telah
tercantum dalom DIPA Kementerian Pekerjoan Umum. Proyek
Pemerintah tersebut dilaksanakan selama jangka waktu 3 tahun yaitu
dari tahun 2009 sampai dengan 2011. Untuk tahun 2011 sisa anggaran
yang belum dicairkan adalah  Rp340.000.000.000,00. Proyek
Pemerintah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor utama PT Andang
Konstruksi NPWP/NPPKP: 02.668.854.2-012.000, yang memiiliki kualifikasi
usaha besar yang dibuktikan dengan sertifikasi pelaksana konstruksi
dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh
Syarif selaku bendahara Kementerian Pekerjaan Umum, apabila
pada bulan Mei 2011, Syarif mencairkan sisa anggaran untuk
membayar jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh PT
Andang Konstruksie




J14 Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar Isian
Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP,
termasuk proyek yang dibiayai dengan Perjanjian Penerusan
Pinjaman (PPP)/Subsidiary Loan Agreement (SLA).

Pemotongan/pemungutan PPh

Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh konfraktor, konsultan dan pemasok (supplier) utama
dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-
proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan/atau
dana pinjaman luar negeri, ditfanggung oleh Pemerintah.
PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang ditanggung oleh Pemerintah adalah
sebesar:

3% x Rp340.000.000.000,00 = Rp10.200.000.000,00
Pemungutan PPN

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
yang terutang atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam
rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah
atau dana pinjaman luar negeri, fidak dipungut.

Kewajiban Syarif sebagai bendahara Kementerian Pekerjaan Umum:

1. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah
dibubuhi cap “PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT” yang telah dibuat oleh PT
Andang Konstruksi;

2. membuat SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan dibubuhi cap
"PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH" serta
menandatanganinya;

3. membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan
dari usaha Jasa Konstruksi atas nama PT Andang Konstruksi;

4. menyerahkan dokumen SPM yang dilengkapi dengan SSP dan
Faktur Pajak ke KPPN;

5. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:

a. SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) lembar ke-1 yang telah disahkan
oleh KPPN;

b. Faktur pajak lembar ke-2; dan

c. bukiti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari
usaha Jasa Konstruksi,

kepada PT Andang Konstruksi;

6. melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) ke KPP Pratama
Jakarta Kebayoran Baru Satu paling lambat 20 Juni 2011.




I1l. PENGISIAN FORMULIR BUKTI
PEMOTONGAN, SURAT
SETORAN PAJAK, FAKTUR
PAJAK, DAN SURAT
PEMBERITAHUAN MASA

Setelah dalam Bab Il dijelaskan mengenai simulasi Pengisian Formulir
penghitungan pemotongan dan pemungutan pajok oleh T3
bendahara, dalam Bab Il ini akan dijelaskan mengenai  # A pembavaran aii
pengisian formulir Bukti Pemotongan, Surat Setoran Pajaok, bulan Maret 2022 (T1
Faktur Pajak, dan Surat Pemberitahuan Masa. #” Atas pembayaran

honorarium tim (T3)
A. Belanja Gadiji, Tunjangan dan Honorarium A B AERGES

. o . 3 Doddy Rp1.000.000
Pengisian formulir untuk T1, T2, T3 dan T4 o
Heri Rp900.000

Pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 bersifat Final F5 Nasrtn Rosoo 000

# Atas pembayaran
— . — N
Lomterie Lk Wy Pt honorarium kepada
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA { "
@ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Jason Pasaaribu
KANTOR PELAYANAN PAJAK .
PRATAMA MEDAN KOTA - RP5.000.000 (T4)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 7
(FINAL) E *

NOMOR : 01/TIM PMP/IV2011
— : ‘Pemotongan PPh Pasal 21

NPWP o]=] [T-17]-[+T<]> <| - [+]2]z] - [e]e]o]~ ]
Nama Wajib Pajak s r[ o [F] ] zlali [~ l l I l | | - *
Alamat plo[n]ofo[ k| [u]a[v[a] [n[o] Ti]z] [m[e[e]a]n] T T ] - Metnbuat bukti
No.. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh yang dipotong
= pemotongan PPh Pasal 21
1. | Uang Pesangon, Uang i
Tebusan Pensiun, Tunjangan - final / non final
Hari Tua/Jaminan Hari Tua ]
yang dibayarkan g *
2| Honor & Imbalan lain yang
dibebankan kepada APBN _
atau APBD yang diterima 1,200,000 15% 180.000 Menyetorkan PPh Pasal 21
oleh PNS, Anggota TN/ -
POLRI dan Pensi : Yyang dipotong dengan SSP
JUMLAH _ 180,000 - *
Terbilang : Seratus delapan puluh ribu rupiah -

) Lihat petunyuk pengisian Melaporkan dalam SPT
Medan, 26 Maret 2011 1
Pemotong Pajak

Masa PPh Pasal 21/26

NPWP TT -|lo|3|o|-|4|8]|5]- ? -11|2]2]|-|ojo|0O ," *
Nama B [EIN|D|A|H|A R |A K |A N |T |O|R . .
Tl lelRl~lch e lolaln . Melengkapi lampiran SPT
Perhatian : i
e e enghasion pases 1 g Fand tamgan, mama dan cap . Masa PPh Pasal 22/26
dipotong di atas bukan merupakan Kredit ) ‘
pajak datam Surat Pemberitahuan (SPT) QO dengan lampiran:
Tahunan PPk Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap san :
apabila diisi ..::-.. :......',':.'.. Sewar. RAHMAT WIDODO E - Bukti Pemotongan
NIP 197308061998011001 o
F.1.1.33.02 E - r
- . Daftar Bukti
‘Pemotongan
SSP

34




: i - |
‘Pengisian formulir Lembar ke-1 uniuk : Wajib Pajak

Lembar ke-2 untuk - Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
& Atas Pembayaran gaji

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN KOTA

bulan Maret 2011 (T1

# Atas pembayaran
honorarium tim (T3) BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
rarl 1]
(FINAL)
O Rifki 2 Rp1.200.000
[0 DoddyRp2.000.000 NOMOR : 02/TIM PMP/I11/2011
EHeri‘Rp%o.ooo NPWP 102 TITL7]-4)5]4 Sl-jrp2fzf-fofojofm
Nasrun Rp900.000 — =
& Atas pembayaran Nama Wajib Pajak ¢ |DfO]|D]Y
honorarium kepada Alamat [ S{A|RIM[T|L|IT P{E|R|M]A] I B{L|O|K| |G]|3] [M[D|N
Jason Pasaaribu
RP5.000.000(T4) No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh yang dipotong
(0 2] B 2] ]
v 1. | Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan
Pemotongan PPh Pasal 22 Hari Tua/Jaminan Hari Tua
yang dibayarkan sekaligus.
7 .| Honor & Imbalan lain yang
P —— dibebankan kepada APBN
atau APBD yang diterima 1,000,000 5% 50,000
PR A ALE e oleh PNS, Anggota TNI/
final / non final POLRI dan Pensiunan.
v —
- —— Terbilang : Lima Puluh ribu rupiah
enyetorkan asal 21

#) Lihat petunjuk pengisian
yang dipotong dengan SSP e pee

Medan, 25 Maret 2011

v

Melaporkan dalam SPT

Pemotong Pajak s

Masa PPh Pasal 21/26 NPWP :|0]O|-|Of3|0]-|4]8]5|-]6]-11|2[2|-|0]0]0
Nama :[BIEINIDJA|H|A|RIA KIAINIT [O]R
* I Ml [GIRIA|S|I MIE ID [A N
Melengkapi SPT Masa PPh
Perhatian :
Pasal 21/26 dengan 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tanda tangan, nama dan cap
lampiran: dipotong di atas bukan merupakan kredit -~ pﬁ‘
i pajak dalam Swrat Pemberitahuan (SPT) ! —
= TN R Tahunan PPh Orang Pribadi.
- Daftar Bukti 2. Bukii Pemotongan ini dianggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar. RAHMAT WIDODO
‘Pemotongan
oo NIP 197308061998011001

F.1.1.33.02
L]




| ]
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Tembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN KOTA
BUKTIPEMOTONGAN PPh PASAL 21
(FINAL)
NOMOR : 03/TIM PMP/II/2011
NPWP ofz |717]7 Al =522 -Qofofofe
Nama Wajib Pajak HIE|R| I
Alamat PJO|N|D|O|K SIA[FIA|R] I N|1O[1]3 M{E|D N
No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh yang dipotong
1] 2 G 2] 5]
1. | Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan
Hari Tua/Jaminan Hari Tua
yang dibayarkan sekaligus.
2. | Honor & Imbalan lain yang
dibebankan kepada APBN
atau APBD yang diterima 900,000 % 45,000
oleh PNS, Anggota TNI/
POLRI dan Pensiunan.
Terbilang : Empat Puluh Lima Ribu Rupiah
*) Lihat petunjuk pengisian
Medan, 25 Maret 2011
Pemotong Pajak
NPWP ofo Of3(0|-|4]8|5[-[6]-|1]2]2|-|0 0
Nama BIEINIDJA[HIARIA KJAINIT [O]|R
I (M) [GIRIAS I ME |D [AIN
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tanda tangan, nama dan cap
dipotong di atas bukan merupakan kredit - ’,ﬁ‘
pajak dalam Surat Pemberitahuean (SPT) k -
Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sal
apabila diisi dengan lengkap dan benar. RAHMAT WIDODO
NIP 197308061998011001
F.1.1.33.02
]

‘Pengisian formulir
T3

& Atas Pembayaran gaji
bulah Maret 2011 (T
& Atas pembayaran
honorarium tim (T3)
Rifki 2 Rp1.200.000
Doddy Rp1.000.000
Heri Rp900.000
[ Nasrun Rp900.000
# Atas petmbayaran
honorarium kepada
Jason Pasaaribu

TRP5.000.000(TH

v

‘Pemotongan PPh Pasal 21

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal 21

final / non final

v

Menyetorkan PPh Pasal 21

yang dipotong dengan SSP

v

Melaporkah dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26

v

Melengkapi SPT Masa PPh
‘Pasal 21/26 dengan
lampiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti
‘Pemotongan

-SSP
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‘Pengisian fortmulir
T3

& Atas Pembayaran gaji
bulan Maret 2011 (T1
& Atas pembayaran
honorarium tim (T3)
D Rpifki2
"Rp1.200.000
Doddy Rp1.000.000

Heri Rp900.000

B BB

Nasrun Rp900.000

& Atas pembayaran

honorarium kepada
Jason Pasaaribu

RP5.000.000(T#)

v

‘Pemotongan PPh Pasal 21

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal 21

final / non final

v

Menyetorkan PPh Pasal
21 Yang dipotohg dengan
SSP

v

Melaporkan dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26
Vv
Melengkapi SPT Masa
‘PPh Pasal 21/26 dengan
lampiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti

‘Pemotongan

-SSP

-
Lembar ke-1 uatuk : Wayid Pajak
Lembar ke-2 uatuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN KOTA
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(FINAL)
NOMOR : 04/TIM PMP/III/2011
NPWP : . . . @
Nama Wajib Pajak : [N S(RIUIN
Alamat : |A|L[AIM| [S|U|T[R|A| [B|L|O[K|-|G|8]| [M|E|D|A|N
No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh yang dipotong
) Bl ] @ ]
1. | Uang Pesangon, Uang

Tebusan Pensiun, Tunjangan

Hari Tua/Jaminan Hari Tua

yang dibayarkan sekali

2. [ Honor & Imbalan lain yang

dibebankan kepada APBN

atau APBD yang diterima 900,000 0% -

oleh PNS, Anggota TNI/

POLRI dan Pensiunan.
Terbilang : -

*) Lihat petunjuk pengisian

Medan, 25 Maret 2011

Pemotong Pajak s
NPWP :|0|0|-|0)|3|0|-|4|8|5|-|6]-[1]2]2[-|0|0f0
Nama :|B[(E|N|D[A[H|A[R[A| [K[A|IN|T[O(R
I|M| I [G|R|A|S]|I M|E|D|A[N
Perhatian : Tanda tangan, nama dan cap
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang - 2
dipotong di atas bukan merupakan kredit - d"i‘
pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) -
Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah RAHMAT WIDODO
apabila diisi dengan lengkap dan benar, NIP 197308061998011001

F.1.1.33.02




DEPARTEMEN KEUANGAN

@&

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN KOTA

Lesbar ke-1 vk - Wagb Pyjak
Lessbar ke-2 conik - Pessctceg Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

NOMOR : 05/TIM PMPAIV2011

NPWP TT- 57|56/ -|2(4|8 -T- 1122 0/0|0|3)
Nama Wajib Pajak J|A[S|ON P|A|S|A|R|I|B|U
Alamat s [J|L D(I|P|O|N[E|G|O|R|O N|O 2 M(E|D|A|N
Tant
No. SR Jumlah Penghasilan Bruto g Tarif PPh yang Terutang
(Rp) Tak )
Ber-
@ o - ©
1. |Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga D
Kerja Lepas
2. |tmbalan Distributor MLM L]
3. |Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi ‘_J
4. |Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan U
5. |Imbalan Kepada Tenaga Ahli u
6. |Honorarium atau Imbalan kepada Anggota
Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang OJ
tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
7. |Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan D
Lain kepada Mantan Pegawai
8. |Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai u
9. |Imbalan kepada Peserta Kegiatan L]
10. [Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
bersifat berkesinambungan D
11. |Imbalan kepada Bukan Pegawai yang 5,000,000 D x5 125,000
tidak bersifat berkesinambungan
12. |Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi
Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
Jumlah 125,000
Terbilang : Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

*) Lihat petunjuk pengisian

Perharian

1. Jumlah Pajak Peaghasilan Pasal 21 yang
dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak
Peaghasilan yaag terutang uaruk tabua pajak

yang Sumpalah
i bauk-bak untuk diperhitungkan sebagai kredit
pajak dalam Surat Pemberitabuan (SPT)
Tabuasn PPh Orang Pribadi.

Bulti Pemotongan ios dianggap sah apabila

diiss dengan leagkap dan beaar

"

F.1.1.33.01

Medan, 28 Maret 2011

Pemotong Pajak

NPWP

[o[o] - [o]3]o] - [«]e]5] - [6] - [*T2[2] - [o[ o] o]

‘Pengisian formulir
T4

# Atas Pembayaran gaji
bulan Maret 2011 (T2
# Atas pembayaran
honorarium tim (T3)
Rifki Z Rp1.200.000
Doddy Rp1.000.000

Heri Rp900.000

BBBB

Nasrunh Rp900.000

# Atas pembayaran

honorarium kepada
Jason Pasaaribu

RP5.000.000(T4)

v

‘Pemotongan PPh Pasal 21

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal 21

final / non final

v

Menyetorkan PPh Pasal 21

Yang dipotong dengah SSP

v

Melaporkan dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26

v

Nama : [B[ENDJAlHARIA] [K[AIN[TIO[R] [ [ ]

(M Je[Rlals[ [ mlefp]aN[ T T [T 1]

Tanda tangan, nama dan cap

’S\M

RAHMAT WIDODO
NIP 197308061998011001

\] i SPT Masa PPh
‘Pasal 21/26 dengah
lampiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti

‘Pemotongan

-SSP
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‘Pengisian formulir
T2, T3, dan T%

& Atas Pembayaran gaji
bulah Maret 2011 (T1
& Atas pembayaran

honorarium tim (T3)

TRifKki Z Rp1.200.000

[ poddy Rp1.000.000

3 Heri TRp900.000

[ Nasrun Rp900.000
& Atas pembayaran

honorarium kepada

Jason Pasaaribu (T4

v

‘Pemotongan PPh Pasal 21

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal 21

final dan non final

v

Menyetorkan PPh Pasal 21

yang dipotong dengan SSP

v

Melaporkah dalatm SPT
Masa PPh Pasal 21/26

v

Melengkapi SPT Masa PPh
‘Pasal 21/26 dengan
lampiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti
‘Pemotongan

-SSP

Pengisian SPT Masa Maret 2011

-
SPT Masa - SPT Normal
Pajak Penghasilan
Pasal 21 dan/atau Pasal 26 - SPT Pembetulan Ke-__ -
Formuli ini digunakan untuk melaporkan Tahun Kalender Formulir
kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal
pripiemiymliye 20 11 1721
(Buton/Tohun)
Masa Pajak [o[3]/[2]0]1]1]
Bagian A - Informasi Identitas Wa_ﬂ: Pajak
Bendahara Kantor Imigrasi Medan
Jalan Gatot Subroto No 268 Medan
061:452100 [s[=]
Baglan B - Objek Pajak
" Sotongen Peseine penerins Proghontan o [
Pergranean Penghaetan ) e
= B z
6 Pegawai Tetap 5 15,804,200 345,589
7 Penerima Pensiun Berkala
B Pegawal Tidak Tetap atou Tenaga Kerja Lepas.
9 Distrioutor MUM
10| Petugas Dinas Luar Asurans!
11| Penisia Borang Degangan
12| Tenaga Ani
1 Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yong
tdak Merangkap sebagal Pegawal Tetap
14 Mantan Pegawan yang Menenma Jasa Produks.,
Tantiem, Bonus atau Imbalan Lan
15 Pegawal yang Melakukan Penarkan Dana Pensiun
16 Peserta Kegatan
17 | Bukan Pegawal yang Menerima Penghastan yeng
Bersta Berkesnamoungon
Bukan Pegawa: yang Menerima Penghasian yong Tdsk Bersfal
" | eeesmamcorgan 1 5,000,000 125,000
1o | Peomwa atauPemben Jasa sebagal Warb Pajek Luar
Jumiah Bagian B
20 [ e e essd 19 6 20,804,200 470,589
21 FPPh Pasal 21 danvatau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajok Januan s d. November
- (Dasi hanya poda Maso Desember)
22 | STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanys Pokok Pajok)
Kelebhan setor PPh Pasal 21 dar/atau Pasal 26 cari Tahun Kalender
" | (61 (21 (51 (50 (51 (53 %1 (51 (50 (] (] ()| o ’
24 Jumiah (angha 21 ¢ ang) angha 23) -
—
25| PP Pasal 21 can/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebin) Disetor (angia 20 — angha 470,589
25a. Penyetoran dengan 559 PP Pasal 21 Oitanggung Pemerintan | 338.742-
250 Panyetoran dengan S5P. | 131,848 merupakan hasil
s SPT Pombetitan, maks Sianjutian ke angks 26 dan 27 penjumlahan PPh yang
25 | 70 Paselalcan/atau Pasal Pren SPT [ ditanggung Pemerintah
- (merupskan pindshan dari Bagian B Angks 25 dari SPT yang Dibetulkan) dari 5 pegawai tidak
27 | PP Pasal 21 an/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebin) Disetor karena pembetuian (angha 25 ~ angha 26} termasuk kenaikan 20 %
2 Pada angha 25 2 ¥a Masa Pajek - Tahun - bagi yang belum ber-
{ NPWP
Catatan:
Khusus Untuk Masa Pajok Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumiah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka
6 sampai d ingka 20 diisi j Kkumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.
L
|
B:ﬂl:m C — Objek Pajak ~ Final
Tonn
Perghaetan Penghastan Bruto Pagen Terutang
‘Golongan Panerima () ()
" g
[0} 0] 7} (7]
” oo 0ng AT
29 Han Tua atau Jamnan Has Tua, dan Pembayaran Lan -
Sejeris yong Dibayarkan Sebalgus
Peabot Hegara. Pegawa: Neger Sl Anggcts THIPOLRI
30 | can Pensunan yang Meneama Honorarm dan imbatan Lan 4 4,000,000 275,000
~ X oo
o Puryomansoga 3 1330) 4,000,000 275,000




Bagian D - Lampiran

1 1 1
3) b) Surat Setoran Pajak PP Pasal 21 <) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan
- Surat Setoran Pajak __2_ lembar . Py . Kematian
. &) Daftar Bukti Pemotongan Pajak . &) Daftar Bukti Pemotongan Pajak . ) Formulir 1721 -1
Penghasilan Tidak Final Penghasian Final (Disampaikan hanya pada Masa
Pajak Desember]
- ) Formulir 1721 -1 . 1) Daftar Biaya untuk Waiib Pajak yang . i
(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Tidak Wajlb Menyampaikan SPT
terjadi perubahan Pegawai Tetap) Tahunan PPh Badan (Disampaikan

hanya pada Masa Pajak Desember)

Bagian E - Pernyataan dan Tanda Tangan

Dengan menyadan sepenunnya akan segala akIoatnya teMmasuk sanks: - sanksl sestal dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang tefah saya bertahukan di atas beserta
Iampiran-lampirannya adalsh benar, lengkap dan jeias.

. PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN] . Kuasa Wajib Pajak

fema _

Tanda Tangan —- ‘E Tanggal (dd/mm/yyyyl Tanggal isammiyyyy) Tanda Tangan

—

u/ s/ am I

TARIF PPh PASAL 21 MENGGUMAKAR TARIF PASAL 17 UU PPh

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PP Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima olen:
1. Pegawai tetap.

Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.

Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.

Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan wang saku harian yang tidak
dibayarkan secarz bulanan.

Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.

Peserts kegiztan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.

Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungsn

Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidsk merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau
imbalan yang bersifat tidsk teratur

9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lzin yang bersifat tidak teratur.

10, Peserts program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melskukan panarikan Dana Penciun.

(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK 03/2008)

- U R A

PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai separti petugas dinas luar asuransi yang tidzk barstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau diract selling, penjsja barang dagangan
‘yang tidak berstatus pagawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima pengh

Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki
NPWP {untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPW

BIAYA JABATAN
Biaya Jabatan ditatapkan sebesar 5% dari panghasilan Jumiah ingginya Rp 6.000.000,00 setah Rp 500.000,00 sebulan.
Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan brute dengan jumizh i-tingginya Rp 2.400.000,00 setah Rp 200.000,00 sebulan.

(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)
BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumiah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong
PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebin

PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP
Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memilii NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebin tinggi 20%

daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumiah PPh yang dipotong tariinya
{Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).

‘Pengisiah fortmulir

T2, T3, dan T¢

& Atas Pembayaran gaji
bulan Maret 2011 (T1
#” Atas pembayaran
honorarium tim (T3)
TRifki 2 Rp1.200.000
Doddy Rp1.000.000

Heri Rp900.000

BEBB

Nasrun Rp900.000
# Atas pembayaran
honorarium kepada

Jason Pasaaribu (T4

v

‘Pemotongan PPh Pasal 21

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal 21

final dan non final

v

Menyetorkan PPh Pasal 21

yang dipotong dengah SSP

v

Melaporkan dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26

v

Melengkapi SPT Masa PPh
‘Pasal 21/26 dengan
lampiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti

‘Pemotongan

-SSP
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‘Pengisian formulir
T1, T3, dan T¢

#” Atas Pembayaran gaji
bulah Maret 2011 (T

& Atas pembayaran
honorarium tim (T3)
L Rifki 2 Rp1.200.000

Doddy Rp1.000.000
Heri Rp900.000

Nasrun Rp900.000
& Atas pembayaran
honorarium kepada

Jason Pasaaribu (T4

v

‘Pemotongan PPh Pasal 21

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal 21

final dan non final

v

Menyetorkan PPh Pasal 21

yang dipotong dengan SSP

v

Melaporkan dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26

v

Melengkapi SPT Masa PPh
‘Pasal 21/26 dengan
lampiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti

‘Pemotongan

-SSP

Pembuatan SSP PPh Pasal 21 yang tidak bersifat Final untuk
Masa Pajok Maret 2011

SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.l. LEMBAR

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SS P)
Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP o lolol Lolszlol lelels] Lel [alz]: olo]o

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP

Bendahara Kantor Imigrasi Medan

ALAMAT WP Jalan Gatot Subroto No 268 Medan

NOP =|||||||1||||||||||||||||_l

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajok

ALAMAT OP
X Uraian Pembay
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran PPh Pasal 21

[efa]afa]2]s]  [1]o]o]
Masa Pajak Tehun Peiak

Jan | Feb | Mar | Apr [ Mei | Jun Jul Ags | Sep | Okt | Nov | Des il e

X Llols]4]
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetap S IR RN A BN A B 2 T A

Diisi sesuoi Nomor Ketetapan : STP, SKPK8, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp131.848
Terbilang: seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah

Diisi dengan rupih penuh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ..o Medan , Tanggal 8 April 2011
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
s
Nama Jelas : Nama Jelas:  Rahmat Widodo

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01




Pembuatan SSP PPh Pasal 21 yang bersifat Final untuk Masa

Pajak Maret 2011
SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP)
Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP clolo) Lolslol [elels] Lel lal2l2] Lelo]o]
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajok yang dimiliki
NAMA WP Bendahara Kantor Imigrasi Medan

ALAMAT WP Jalan Gatot Subroto No 268 Medan

NoP O I I I e T I I O TR B T A |

Diisi sesuoi dengan Nomor Objek Pajok

ALAMAT OP
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembay
PPh Pasal 21 final

Lelafaa]afa]  [4]o]2]

Masa Pajak Tohun Palak
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des ahun Peja

X Lafo]s]]
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pojok

Nomor Ketetapan S NN v R A B 2 T VA

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

: Rp275.000
Terbilang: dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupioh penuh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal

Wajib Pajak/Penyetor

Medan , Tanggal 8 April 2011
Cap dan tanda tangan

s

Cap dan tanda tangan

-
Nama Jelas : NamaJelas:  Rahmat Widodo
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01

‘Pengisian formulir
T2, T3, dan T%

#” Atas Pembayaran gaji
bulah Maret 2011 (T2
# Atas pembayaran
honorarium tim (T3)
Rifki 2 Rp1.200.000
Doddy Rp1.000.000
Heri Rp9oo.000
Nasrun Rp900.000
# Atas pembayaran
honorarium kepada

Jason Pasaaribu (T4

v

‘Pemotongan PPh Pasal 21

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal 21

final dan non final

v

Menyetorkan PPh Pasal 21

yang dipotong dengah SSP

v

Melaporkan dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26

v

Melengkapi SPT Masa
PPh Pasal 21/26 dengan
lampiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti

‘Pemotongan

-SSP

42




‘Pengisian formulir
T1, T3, dan T¢

#” Atas Pembayaran gaji
bulan Maret 2011 (T2
& Atas pembayaran
honorarium tim (T3)
Rifki 2 Rp1.200.000
Doddy Rp1.000.000

Heri Rp9oo.000

Nasrun Rp900.000
& Atas pembayaran
honorariut kepada

Jason Pasaaribu (T4

v

‘Pemotongan PPh Pasal 21

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal 21

final dan non final

v

Menyetorkah PPh Pasal 21

yang dipotong dengan SSP

v

Melaporkan dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26

v

Melengkapi SPT Masa PPh
‘Pasal 21/26 dengan
lampiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti
‘Pemotongan

-SSP

Pembuatan SSP PPh Pasal 21 DTP untuk Masa Pajak Maret 2011

SURAT SETORAN PAJAK m
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK lSS P\
N A Untuk Arsip Wajib Pajak
NPWP o lolof lolsfof [alels] [ef [zlal2] [ofo]o]
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP Bendahara Kantor Imigrasi Medan
ALAMAT WP Jalan Gatot Subroto No 268 Medan

NOP :|1||||||1|||1||11||1||||_]

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajok

ALAMAT OP

Kode Akun Pajak Kode Jenis Set Uraian Pembay

ode Alun Paja o Jenis seforan PPh Pasal 21
[a]2]a]a]2]1]  [2]o]o]

Masa Pajak Tabun Paiak
Jan | Feb | Mar | Apr [ Mei | Jun [ sul | Ags | Sep | okt | Nov | Des ahun Pajal
bl o]
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesual dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Disi Tahan terutangnya Pojak

T T I e 2 e | 171 |
P CI N N A N N AN NN N 0 NN NN AN NN N N |
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Rp338.742 Diisi dengan rupiah penuh
2 nuluh delanan ribu tuiuh ratus emnat nuluh dua runiah
2 puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
TaNGEAl oo Medan , Tanggal Februari 2011
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
N TR
?§”2~
Nama Jelas : NamaJelas:  Rahmat Widodo

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01




Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26 (TIDAK FINAL)

DAFTAR BUKTI
PEMOTONGAN

MASA PAJAK

(Bulan/Tahun))

!

4
S

NPWP*

Nama Wajib Pajak

Bukti Potong

Nomor Tanggal

—
Jumlah Objek PPh Pasal

PPh Pasal 21 (21dan/atau Pasal

dan/atau 26

yang

Pasal 26 Dipotong

(2)

(3)
—

(4) (5)
—

(6)

(7)

06.575.248.8-122.000

Jason Pasaribu

l
PMPMIV2011 25/03/2011

—
5,000,000 125,000

@ IN|o &=

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Jumlah

5,000,000 125,000

Halaman ke - dari -Halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

‘Pengisian formulir
T1, T3, dan T¢

& Atas Pembayaran gaji
bulan Maret 2021 (T2
& Atas pembayaran
honorarium titm (T3)
Rifki 2 Rp1.200.000
Doddy Rp1.000.000

Heri Rp900.000

BEBBBDB

Nasrun Rp900.000
/ Agtas pembayaran
honorarium kepada

Jason Pasaaribu (T4

v

‘Pemotongan PPh Pasal 21

v

Membuat bukti
pemotongah PPh Pasal 21

final dan non final

v

Menyetorkan PPh Pasal 21

yang dipotong dengan SSP

v

Melaporkah dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26

v

Melengkapi SPT Masa PPh
‘Pasal 21/26 dengan
latpiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti

‘Pemotongan

-SSP

44




‘Pengisian formulir SAFTAR BUKTI
MASA PAJAK
Fr]ﬂ T3$ dan T‘f PEMOTONGAN (Bulan/Tahun)
PAJAK PENGHASILAN
# Atas Pembayaran gaji PASAL 21 DAN/ATAU - !
PASAL 26 (FINAL)
bulan Maret 2011 (T1
/Atas pembayarah Bukti Potong Jumlah Objek PPh Pasal
o . . PPh Pasal 21 21dan/atau
honorarium tim (T3) No NPWP Nama Wajib Pajak Nomor Tanggal dan/atau Pasal 26 yang
TRifki 2 Rp1.200.000 Pasal 26 Dipotong
(1) (2) (3) @ _ (5) (6) {
(DR e 1. | 02.777.4405-122.000 Rifki Zain oot | 25/03/2011 1,200,000 180,000
(] REEeDEED 2. | 07.777.454.5-122.000 Dody vy | 25/03/2011 1,000,000 50,000
N EEDETD 3. | 07.777.4415-122.000 Heri ovpmion | 25/03/2011 900,000 45,000
#” Atas pembayaran 4. - Nasrun ovpmaon | 25/03/2011 900,000 0
honorarium kepada 5.
Jason Pasaaribu (T4 6.
7.
* 8.
9.
‘Pemotongan PPh Pasal 21
10.
* 11,
12.
Membuat bukti 13
pemotongan PPh Pasal 21 14.
final dan non final 15.
16.
W 17.
Menyetorkan PPh Pasal 21 18.
Yang dipotong dengan SSP 1.
20.
¥ 21.
22.
Melaporkan dalam SPT 3
Masa PPh Pasal 21/26 24
25.
v 26.
Melengkapi SPT Masa PPh 21
Pasal 21/26 dengan 28.
lampiran: 2.
) 30.
- Bukti Pemotongan
4,000,000 275,000
Daftar Bukti Jumlah ,000, ;
R — Halaman ke [J0| dari  [Jl|Halaman
. 5P JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI




DAFTAR BUKTI
PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26 (TIDAK FINAL)

MASA PAJAK

(Bulan/Tahun)

/

NPWP*

Nama Wajib Pajak

Bukti Potong

Nomor Tanggal

Jumlah Objek
PPh Pasal 21
dan/atau
Pasal 26

PPh Pasal
21dan/atau
Pasal 26 yang
Dipotong

2)

0) () )

£)

(U]

06.575.248.8-122.000

oI
Jason Pasaribu | o0 o0, | 25032011

5,000,000

125,000

Ll Bl Il Bl Bl Il ol ol

=
o

ke
e

ok
n

5
o«

o
s

15.

Jumlah

125,000

‘Pengisian formulir

T1, T3, dan T¢

& Atas Pembayaran gaji
bulan Maret 2011 (T1
e Atas pembayaran
honorarium tit (T3)
TRifki 2 Rp1.200.000
Doddy Rp1.000.000

Heri Rp900.000

BEBB

Nasrun Rp900.000
& Atas pembayaran
honorariutm kepada

Jason Pasaaribu (T4

v

‘Pemotongan PPh Pasal 21

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal 21

final dan non final

v

Menyetorkan PPh Pasal 21

yang dipotong dengan SSP

v

Melaporkan dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26

v

Melengkapi SPT Masa PPh
‘Pasal 21/26 dengan
lampiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti

‘Pemotongan

-SSP




‘Pengisian formulir

Rifki 2ain ditugaskan di
Kahwil Kemenag Sumut
dan mendapatian
tunjangan RPp3.000.000
sedangkan di Kantor
Imigrasi Medanh tidak lagi
mendapatkan tuhjangan

Jjabatan

v

‘Pemotongah PPh Pasal 21

Menyetorkan PPh Pasal
21 yang dipotong dengan
SSP

v

Melaporkan dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26

Pengisian SPT Masa April 2011

SPT Masa
Pajak Penghasilan

Pasal 21 dan/atau Pasal 26

- SPT Normal
- SPT Pembetulan Ke-__-

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal

21 dan/atau Pasal 26

Tahun Kalender
20 11

Formulir

1721

Masa Pajak

(Bulan/Tahun)

[0[4]/[2]0T1[1]

Bagian A - Informasi Identitas Wajib Pajak

Bendahara Kantor Imigrasi Medan

Jalan Gatot Subroto No 268 Medan

061-452100

Bagian B — Objek Pajak

Golongan Penerima
Penghasian

Jumiah
Ponarima
Penghauian

Peaghauian Bruto
®o)

m— m—

Jamiah Sumiah

Pajak Terviang
(k)

)

o)

) o)

Pegowa Teap

15,264,200 319.939 |

Penerima Pensiun Berkala

Pegawa Tidak Tetap atau Tenaga Kerp Lepas

Distributor MM

Potugas Dinas Luar Asurans.

Peryaa Barang Dagangan

Tenaga Ank

"AnQgota Dewan Kom sars au Dewan Pengawas yang
tdak Merangkap sebaga Pegawa Tetap

Mantan Pegawal yang Menerma Jasa Produks:.
Tantem Bonus atau Imbalan Lain

Pogawa yang Meakukan Penankan Dana Pensiun

Poserta Kegatan

Bukan Pegawa yang Menerima Penghasian yang
Bersifat Berkes namoungan

Bukan Pegawa yang Menerima Penghasian yang Tidak Borsfat

Berkesinambungan

Pegawa atau Pemberi Jasa sebagar Wajb Pagk Luar
Negeri

—
Jurrian Bagian B

(Disi hanya pada Masa Pajak Desember)

(Pvnwmthngassd 19)
‘asal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januan $.d. November

5

15,264,200 319,939

STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)

Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari

AEGEEEED

(o] [o] [31] [12]

Tahun Kalender

Jumlsh (angka 21 + angka 22 + angka 23)

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 ~ angka 24)

319.939

25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah |

313,092

25b. Penyetoran dengan SSP

6.848

Jika SPT Pombetuian maka claryutkan ko angka 26 cn 27

26

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan
(merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)

27

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 ~ angka 26)

28

Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak

Catatan:

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka
6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.




p— ‘Pengisian formulir

Blﬂiln C - Ohl'ek Pailk — Final

T2

Rifki 2ain ditugaskan di

T
Pengrasian Penghasian Buio PajakTervang

Golongan Penerma ~ ~

No. Penghasian

o 2 ) [ )

a angon Ueng N Tunangan
29 | Han Tuaatau Jaminan Han Tua dan Pembayaran Lan . -
Sqens yang Ddayarian Sekagus

Kahwil Kemenag Sumut

Pamat egara Pegana Negen Sl Angga TNIPOLRI

dan mendapatkah

31 Poryrian g 23630 - tunjangan Rp3.000.000
Baﬂian D Lamginn sedangkan di Kantor
?) b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 ) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan . . . .
B sumtsenran ok _1__temter s W oo Imigrasi Medan tidak lagi
d) Daftar Buks Pemotongan Pajak - ) Daftar Buld Pemotongan Pajask - 1) Formulie 1721 - | mendapatkah tunjangan
Penghasian Tidak Final Penghasian Final (Disampaikan hanya pada Masa
Pajsk Desember) jabatan
) Formuir 1721 =11 ) Daftar Baya untuk Wajb Pajak yang - [}
(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Tidak Wajb Meny ampakan SPT
terjack perubahan Pegawai Tetap) Tahunan PPh Badan (Disampailan
hanya paca Masa Pajak Desember) *

ian E - Pernyataan dan Tanda Tangan
NGAN MeNy adaN SEpeNuivlya akan SEQa ak DAty 3 1erMAsUK SHNKS: - SINKS SESUM JeNgan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, saya meny atakan bahwa ap yang telah saya beritahukan & atas beserta
lampran-ampiranny a adaleh benar, lengkap dan elas.

. PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN) . Kuasa Wajib Pajak

= | BTeINTol Te]v[r[ 1]l TeTwTaTs 1] Tw[o[n]]
- | [B16] . [SISTe] . [SISTS] . [<] - [E1=1E . [S]e]s)
Tonda Tangan N Tongaal 00/ vrvv)

A

g/

1

/ aom

s

‘Pemotongan PPh Pasal 21

v

Menyetorkah PPh Pasal 21

Yyang dipotong dengan SSP

v

Melaporkan dalam SPT

TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh

tarf 21adabah tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasian yang diterima oleh:
1 Pegawaitetap.
2. Penerima pensiun yang dbayarkan secard bulanan
3 Mautenags kerp oo
4 Pegawal kerp upah satuan, g tida
Gbayarkan secara bulanan

g bers:
Peserta kegatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah

o~

yang ndak gkap
imbalan yang bersifat tidakteratur.
9. Mantan pegawa yang menerima atau memperoleh jasa produks),tantiem, gratfkasi, bonus atau imbalan 13 yang bersifat tidak teratur.
10. Pes pega Pensiun
(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK 03/2008)

PTKP BAG! PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWA!

PTXP Bag) orang pribadch bukan Pegawal seperti petugas dinas huar asurans yang tidak berstatus sebagal pegawai, dstributor MUM atau direct selling, penjajd barang Gagangan yang

Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawal untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawal penerima penghasian tersebut harus memilii NPWP.
(untuk wanta kawin, maka suaminya harus memiliks NPWP) dan membenkan fotokop kartu NPW

BIAYA JABATAN

Baye 5

dari
dan

Rp 2.400.000,00 setahe R

(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)
BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAX DIPOTONG PPh PASAL 21

Batas penghasdan brto yang dterma atau Gperoleh pegawai hanan, mingguan dan pegawal tidak tetap lainaya sampai dengan umish Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh
Pasal 21 Namun ketentuan inf tidak berlaku jika penghasian bruto inf telah melebih

PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP
Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawal dan bukan pegawal yang tidok memilki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada

tarit Pasal 21, sehingga jur tariiny
(Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).

Masa PPh Pasal 21/26




‘Pengisian formulir

TRifki 2ain ditugaskan di
Kahwil Kemenag Sumut
dan mendapatkan
tunjangan Rp3.000.000
sedangkan di Kantor
Imigrasi Medan tidak
lagi mendapatian

tunjangan jabatan

v

‘Pemotongan PPh Pasal
2

v

Menyetorkan PPh Pasal
21 yang dipotong dengan
SSP

v

Melaporkan dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26

Pembuatan SSP Masa Pajak April 2011

SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SS P)
Untuk Arsip Wajib Pajak
NPWP : loJol [ofslo] [alels] Lel [xl2]2] |ofolo]
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP Bendahara Kantor Imigrasi Medan
ALAMAT WP Jalan Gatot Subroto No 268 Medan
NOP 1||||||||||||||[|||||||||_|
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajok
ALAMAT OP
N N Uraian Pembay
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran pPh Pasal 21
[alajafaj2ja]  [1]o]o]
Masa Pajak .
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei [ Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des Tahun Pajak
X L2lofs]1]
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya PnEk
Nomor Ketetapan 3 AN A IR A R VA T A
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran Rp313.092 Diisi dengan rupioh penuh
Terbilang :  tiga ratus tiga belas ribu sembilan puluh dua rupiah
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal Medan , Tanggal Maret 2011
Cap daon tanda tangan
S
Nama Jelas : Namalelas:  Rahmat Widodo
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01




SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.l. LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP)
Untuk Arsip Wajib Pajak
NPWP o |ofol [ofsfo] |elsls] |s] [zl2]2] [ofo]o]

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP Bendahara Kantor Imigrasi Medan
ALAMAT WP Jalan Gatot Subroto No 268 Medan
NOP ‘||||||||||||||||||||||||_|
Disi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
. . Uraian Pemb :
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran relan Femagyaran
PPh Pasal 21
Lelififejayef  |ifofo]
Masa Pajak .
Jan | Feb | Mar [ Apr | Mei | Jun Jul Ags | Sep | Okt | Nov | Des TahunEaiK
X | 2|0 | 1 | 1 |
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan o I RN ) B A I ) R )

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Rp6.848
Terbilang : enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah

Diisi dengan rupiah penuh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal Medan , Tanggal 9 Mei 2011
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
& —
Nama Jelas : Namalelas:  Rahmat Widodo
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01

‘Pengisian formulir

TRifKi Zain ditugaskan di
Kanhwil Kemenag Sumut
dah mendapatkah
‘tunjangan Rp3.000.000

sedangkan di Kantor

- Imigrasi Medan tidak lagi

mendapatkan tunjangan

Jjabatan

v

‘Pemotongan PPh Pasal 21

v

Menyetorkan PPh Pasal 21

yang dipotong dengah SSP

v

Melaporkan dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26

50




Pengisian SPT Masa Desember 2011

‘Pengisian formulir

Frl’ 1—2’ 1-3’ Pu]a::’:ms:sllan - SPT Normal
dan T4 1 Pasal 21 dan/atau Pasal 26 [ serpembetutan ke-_-
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Tahun Kalender Formulir
# Atas Pembayaran gaji e eamsa posze o ! 20 11 1721
(ButarvTanun )

bulan Maret s.d. Masa Pajak I

Bagian A - Informasi Identitas Wajib Pajak

Desember 2011 (T2, T2)

# Atas pembayaran

honorarium kepada
Jalan Gatot Subroto No 268 Medan

Jason Pasaaribu (T4

061-452100 5 =]

———————

* Bagian B — Objek Pajak
Gotongan Penerima R
- oot s Penghonain Srvte o Torwane
Pemotongan PPh Pasal 21 =% — r—
Pegmal Tetp 5 184,790,400 3.916.220

3
7_|_Penenma Pensiun Berkaia
8| Pegawal Tidak Tetap atau Tenaga Kena Lepas
9 | Oistroutor LM

10 | _Petugas Dinas Luar Asuransi

v

" 11| Perjor Bavang Dagangan
Membuat bukti AT

“Angoota Dewan Komsans atau Dewan Pengawas yang
pemotongan PPh Pasal 21 '3 | baak Merangkap sebagal Pegawa Tetap

o | antan Pegawar yang Menerima Jasa ProguRs!
Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain

15| Pegawal yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun

16 | Peseria Kegatan

17 | Bukan Pegawal yang Menenima Penghasitan yang
mbungan

final dan non final

Bersifat Berkesina
* o mm.wm Penghasiian yang Tidak 1 5,000,000 125,000

Bersifat Berkesinar
19 | Peoawal atau Pemben Jasa sebagal Wajb Pajak Luar

Menyetoriah PPh Pasal 21

™ | rmboet 6 189,790,400 4,041,220
Yang dipotong dengan SSP 7 g v Py v

21 | (pie naro pods Masa Pojak Desemoen S s 3,721,281

2 'STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya POKOK Pajak)

Wetbiman selor PP Pasal 21 Garvatas Pasa 26 oan T——
v S EGEEEE D G E G ‘
Melaporkan dalam SPT 24 Jumiah (angha 21 + angha 22 » angka 23) 3,721,281
25 | D7 Pasel 21 Gon/atou Patel 26 yang Kureng (LeDI) Disetor (32gha 20 — sngts 26) 310,030 |
Masa PPh Pasal 21/26 59, Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 DRanggUng Pemenintan

<
Bl B
oof
&
0|

255. Penyetoran dengan SSP

Ja SPT Pembetutan, maka dtanjutkan ke angka 26 dan 27

e | 77 Paso 21 Gan/ata Paral 2 yang urang (LebI) Disetor pod SPT yang DIbetuan
* {rerupakan pindahan dar Baglan 8 Angka 25 dar S9T yang Dibetuan)
27 PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 — angka 26) |
Melengkapi SPT Masa PPh 28 |  Kelebinan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak - Tahun _
‘Pasal 21/26 dengan —
lampiran: Khusus Untuk Masa Pajak Desember. Jumiah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumiah Pajak Terutang (kolom §) pada angka
* sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.
- Bukti Pemotongan - -
- -
R Bnilan C — Objek Pajak - Final
- Daftar Bukti T T
'h-.-:'- Bruto. ’l—:-—-
‘Pemotongan o, =
o = = =
m— —
-SSP 20 | Han Tua stau darinan an Tua, dan Pembayaran Lain - -

Seperss yang Ovbayarkan Sekaigus
oot Negaa. Pegawal Negen SIp. Anggota TRUPOURT
30 | aan Pensunan yang Menerima Honorarium dan mbaian Lain - -
s Dacan

(Peryurrianan Angka 29 5.6 30)
—_—




Bagian D - Lampiran

. a) Surat Setoran Pajak __1__lembar . b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 . ¢} Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan
DTP Kematian
d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak . ¢) Daftar Bukti Pemotongan Pajak . 7) Formulir 1721 -1
Penghasilan Tidak Final Penghasilan Final (Disampaikan hanya pada Masa

Pajak Desember)

g) Formuiir 172111 . h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang . i)
(Disampaikan hanya paca Masa Pajak Tidak Wajib Menyampaikan SPT
terjadi perubahan Pegawai Tetap) Tahunan PPh Badan (Disampaikan

hanya pada Masa Pajak Desember)

Bagian E — Pernyataan dan Tanda Tangan
Dengan menyadar sepenunnya akan segala akibatnya termasUk sanksi - sanksi sesual dengan Ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta
lampi adalah benar, P jelas.

. PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN)

. Kuasa Waijib Pajak

Narma _

e [00] . [o[3To] . [*TeTs] . [e] - [xTe]z] . [o]o]o]

Tangga (acimmyyy) Tanda Tangan

Tanda Tangan Q Tanggal (dd/mm/yyyy)

v

—

0 / 1/ 202 Il

TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotangan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilen yang diterima oleh:
Pegawai tetap.

2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.

3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarken secara bulanan,

4 Pegawal tidak tetap atau tenags kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak

dibayarkan secara bulanan,

Bukan pegawai yang menerima yang bersifat ticak ber

Peserta kegiatan setiap keli menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.

Bukan pegawai yang menerima imbzlan yang berkesinambungan.

Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau

imbalan yang bersifat tidak teratur.

9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur,

10, Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melzkukan penariken Dana Pensiun.

(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

PTKP BAGI PENERIVIA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai Seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang dagangan
yang ticak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima pengh

Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawal untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi buken pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki
NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminga harus memilici NPWP) dan memberikan fotokopt kartu NPW

BIAYA JABATAN

Biaya Jabatan ditetepkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlh setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setzhun atau Rp 500.000,00 sebulan.
Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.
(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21

8atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguzn dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlzh Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong
PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidzk berlaku jika panghasilan bruto ini telah melebin

PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP
Atas penghasilan yang dibayarken kepada pegawai dan bukan pegawa yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan Ph Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20%

daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya
(Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).

‘Pengisian formulir

T2, T2, T3,
dah T¢

#” Atas Pembayaran gaji
bulan Maret s.d.
Desember 2011 (T1, T2)
& Atas pembayaran
honorarium kepada

Jason Pasaaribu (T4

v

‘Pemotongan PPh Pasal 21

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal 21

final dan non final

v

Menyetorkan PPh Pasal 21

yang dipotong dengan SSP

v

Melaporkan dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26

v

Melengkapi SPT Masa PPh
‘Pasal 21/26 dengan
lampiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti

‘Pemotongan

Y




Lampiran SPT Masa Desember 2011
‘Pengisian formulir

T1, T2, T3,
dah T¢

Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 untuk Pegawai Tetap

#” Atas Pembaaran gai DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK 1 721 - I
bulan Maret s.d. PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Tahun Kalender
Desember 2011 (T2, T2) UNTUK PEGAWAI TETAP DAN
PENERIMA PENSIUN BERKALA
& Atas pembayaran
honorariutm kepada
A."| DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA
Jason Pasaaribu (T¢) MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
PPh Pasal 21
Penghasilan Bruto dan/atau Pasal 26
No NPWP Nama Wajib Pajak (Rupiah) Terutang
* (Rupiah)
(1)) 2 3) ) (5)
Pemotongan PPh Pasal 21 1. | 02777.4405-122.000 |riki zain 43,257,600 905,450
2. 07.777.444.5-122.000 rahmat widodo 38,299,200 756,400
* 3. 07.777.454.5-122.000 dody 31,442,400 628,200
(i s 4. | 07.777.4415122.000  |heri 43,734,600 1,133,150
CEECEI A R 5. nasrun 28,056,600 493,020
final dan non final s
* 7.
8.
Menyetorkah PPh Pasal 21 .
Yyang dipotong dengan SSP
10.
* 1.
12.
Melaporkan dalam SPT
13.
Masa PPh Pasal 21/26
14.
* 15.
. 16.
Melengkapi SPT Masa PPh
17.
‘Pasal 21/26 dengan
. 18.
lampiran:
- Bukti Pemotongan .
- Daftar Bukti 20.
A1. | Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang
Pemotongan Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20) 184,760,400 3916,220
- gsP B. | Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang
Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP . Orang -
c. Jumlah (A1 +B) 184,790,400 3,916,220
Halaman ke - dari -Halaman
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
-




Pembuatan SSP PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2011 yang

disetor sendiri oleh Bendahara

SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SS P)
Untuk Arsip Wajib Pajak
NPWP o Lolo] [ols]of [alels] Le] [ala2l2] [ofo]o]
Diisi sesuoi dengan Nomor Pokok Wajib Pajok yang dimiliki
NAMA WP : Bendahara Kantor Imigrasi Medan
ALAMAT WP : Jalan Gatot Subroto No 268 Medan
NoP :|||||||||||||||1||||1|||_|
Diisi sesuoi dengan Nomor Objek Pajok
ALAMAT OP
Uraian Pembay
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran PPh Pasal 21
Lelslefalals]  Lafofo]
Masa Pajak Tahun Paiak
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei [ Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des Shun Fae
X L2lol:]:]
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk mosa yang berkenaan Diisi Tohun terutangnya Pojok

Nomor K N RN 2 BN VA B V2 T b

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp6.848
Terbilang: enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah

Diisi dengan rupioh penuh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
LT

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
Medan , Tanggal 9 Januari 2012
Cap don tanda tangan

s

-

Nama Jelas : NamaJelas:  Rahmat Widodo
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa *
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01

‘Pengisian formulir

T2, T2, T3,
dan T¢

& Atas Pembayaran gaji
bulan Maret s.d.
Desember 2011 (T2,
T2)
# Atas pembayaran
honorarium kepada

Jason Pasaaribu (T4

v

‘Pemotongan PPh Pasal 21

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal 21

final dan non final

v

Menyetorkan PPh Pasal 21
yang dipotong dengah SSP

v

Melaporkan dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26

v

Melengkapi SPT Masa
‘PPh Pasal 21/26 dengan
lampiran:

- Bukti Pemotongah
- Daftar Bukti
‘Pemotongan

-SSP

54




‘Pengisian formulir

T2, T2, T3,
dan T¢

& Atas Pembayaran gaji
bulan Maret s.d.
Desetber 2011 (T,
T2)
& Atas pembayaran
honorarium kepada

Jason Pasaaribu (T4

v

‘Pemotongan PPh Pasal 21

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal 21

final dan non final

v

Menyetorkah PPh Pasal 21

yang dipotong dengan SSP

v

Melaporkan dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26

v

Melengkapi SPT Masa
‘PPh Pasal 21/26 dengan
lampiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti
‘Pemotongan

-SSP

Pembuatan SSP PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak Desember 2011

SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SS P)
Untuk Arsip Wajib Pajak
NPWP o lodof [olsfo] [elsls] Lef [el2l2] [olo]o]
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP Bendahara Kantor Imigrasi Medan
ALAMAT WP Jalan Gatot Subroto No 268 Medan
NoP |1||1||11||11|||1|[||11|_]
Diisi sesuoi dengan Nomor Objek Pajok
ALAMAT OP
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembay
i PPh Pasal 21
Lelslalalola]  [alo]o]
Masa Pajak Tohun Paiak
Jan | Feb | Mar | Apr [ Mei | Jun Jul Ags | Sep | Okt | Nov | Des ehin Faje
x Lalofs]4]

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yong berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pojok
Nomor Ketetap N TR VA B v T A T A
Dilsi sesuai Nomor Ketetopan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran : Rp313.092 Diisi dengan rupich penuh
Terbilang : tiga ratus tiga belas ribu sembilan puluh dua rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ..o sisissis Medan , Tanggal November 2011
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
e
Namalelas: .o Nama Jelas:  Rahmat Widodo
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01




Pembuatan Bukti Pemotongan

‘Pengisian fortulir
- p - T, T2, T3,
1 Lambar | Pagres
; 1721 - A2 BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 § e dan T“‘
NEGERI SPIL, ANGGOTA TENTARANASIONAL NDONESIAPOLIS | 3
E O —— REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA | Z 2/0(1/1 & Atas Petbayaran gaji
OREXTORAT JENCERA PAMK H £]
2
provion uRuT ofo]1 bulah Maret s.d.
fuasus msTanst aaoan am B[E[N]D K[A[N[T]O[R (M TG RTATST ] [m[o]N] ] Desember 2011 (T1, T2)
feoe seroaans [ofo] [o3To] [elels] [¢] [1]2 ofofo s
fusw serosana R[A[H[M[ATT] Tw]i]oJo]o]o [T TTT] A PR
buasw peaann pesuran RITF[&]1 Z[A 1 ]N TTTT1 honorariutm kepada
b e 1[o]7 oo [s[o[s[1[o[9[s o[ +[1]o]o]"
—— — [TTT] Jason Pasaaribu (T4
e peaann posiran [oT7] [#T717]) [elaTo] [] [0T2T2] [eJoJo
rssar peoama pesun plo[n[ofo[k][ Ta[a[Y[Aa] [n]o 1]2] TM[eJo]ATN] ]
M[EJo]A]N [TTT1 *
oot ocuomann (eTefwle Al P v[-Tal TT T T T T TTTTT]
Jussaran [k[aTsTule]e ATl TrTalv]al TulsTalw[al TTTTT] ‘Pemotongan PPh Pasal 21
ERTrp——— Gl [Jromwms  [xwowe [pomawun
v anooumaaN veLuARGA uTUX PV w [3] ™ w ]
s rerccpunn revoasuan » [1]7) v
—
A ANDAN PASAL 21 : | RUPIAH :
.?'Lrsua«swa BRUTO : Membuat bukti
1. GANPOKOK/PENSIUN ' 3A%0000 pemotongan PPh Pasal 22
3,444,000
* e : final dan non final
3 TUNJANGAN ANAX s 1.377.600)
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 14243 ) . 39,261,600
S TUNJANGAN PERBAIAN PENGMASILAN s - *
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL . 1,620,000 Menyetorkan PPh Pasal 21
7. TUNJANGAN BERAS ’ 2376,000)
yang dipotong dengan SSP
8. TUNJANGAN KMUSUS '
9 TUNJANGAN LAINAAN e
10, JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 5.0.9) ° 43,257 600| *
+ PENGURANGAN
11, BAYA JABATAN/ BIAYA PENSIN " 2,162,880 Melaporkan dalam SP
12, IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT ” 1,864,926/ Masa PPh Pasal 21/26
13 JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) ” 4,027,806
+ PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:
14 JUMLAK PENGHASILAN NETO (10 - 13) " 39229794 *
15 o AN PASAL 21 " 020794 Melengkapi SPT Masa PPh
16, PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) " 21,120,000 P /26 d
asal 21/26 dengan
17, PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN ! DISETAHUNKAN (15 - 16) " 18,109,000
18, PPh PASAL 21 TERUTANG " 905,450 lampiran:
19, PP PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DRUNASI " 905,450 - Bukti Pemotongan
20. JUMLAH PPh PASAL 21 n
[Jo  YANG KURANG DPOTONG (18- 19) IV[ ey - Daftar Bukti
[T vanc Lesm owotonc (19- 18) N Pemmotongan
B. + PEGAWA TERSEBUT [ Joemoneun [ Jrromas Cowe  [Jreswn -SSP
C. TANDA TANGAN BENDAHARA Moden 2o ]z
e S TmaTwemimc
[ ] )
[ Dis
NAMA [RTATHIMIATTT TwlioJofefo] T T T -
wne DDl
[ A FomMULR 74 TIAX WENCURUP DAPAT GRUAT SENRS SESUN DEWGAN DENT Pa ]
- -

56




‘Pengisian formulir

T2, T2, T3,
dan T¢

#” Atas Pembayaran gaji
bulan Maret s.d.
Desember 2011 (T1, T2)
# Atas pembayaran
honorarium kepada

Jason Pasaaribu (T4

v

‘Pemotongan PPh Pasal 21

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal 21

final dan non final

v

Menyetorkan PPh Pasal 21

yang dipotong dengah SSP

v

Melaporkan dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26

v

Melengkapi SPT Masa PPh
‘Pasal 21/26 dengan
lampiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti

‘Pemotongan

-SSP

BUKTI

s 1721-A2

PAJIAK AN PASAL 21

E OEPARTEMEN KEUAGAN R
OREXTORKT JENDERAL PAIK

, ANGGOTA
REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

TAHUN KALENDER

Jruansa pecawar peNSUNAN

fue 1mp.

uowe pEGAWA! PENSIANAN

hoasar pecawa /pensumAN

Jpanorat / GoLonaan

Jssaran

Js7ATUS DAN JENS KELAM

JuMAM TANGOUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

JMASA PEROLEMAN PENGHASLAN

|

z|[~

=
o
z

x
z| z||e|le
| =l|e|l=

~
w

a|[e]|ofo][«]o
o

of|~
m|[~|le]|]|>]>||«
z||~||e
o|[~|l«||=|=||=|z

o
S|EE[ElElE)
olle

DIA|N

A RINCIAN PENGHASILAN DAN
+ PENGHASILAN BRUTO :

1. GAJIPOKOK/ PENSIUN
2. TUNJANGAN ISTERI

3. TUNJANGAN ANAK

5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
6 TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL
7. TUNJANGAN BERAS
8. TUNJANGAN KHUSUS
9. TUNJANGAN LAINLAIN
10. JUMLAM PENGHASILAN BRUTO (4 5.0.9)
« PENGURANGAN
11, BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN

12. WRAN PENSIUN ATAU IURAN THT

13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)
+ PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :

14, JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)

4. JUMLAM GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 102¢3)

15, JUMLAY

16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

18. PPh PASAL 21 TERUTANG

20, JUMLAM PR PASAL 21
[Ja.  YANG KURANG DIPOTONG (18 -

PPRPASAL 21

17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN f DISETAMUNKAN (15 - 16)

19, PPN PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS!

19)

[Ib.  vaNG LEBM DIPOTONG (15 - 18)

26,880,000

Z‘W.ﬂﬂ

1,075,200)

30,643,200

5,280,000}

2,376,000}

38,299,200

1,914,960

1,455,552

3370512

34,928,688

34,928,688

19,800,000

15,128,000

756.400)

756,400

B. + PEGAWAITERSEBUT

[Jrevsn

C. TANDA TANGAN BENDAHARA

i 2[o] 1] 2
(Temoaty - Lo L

Tands Tangan dan Cao

NAMA [RIATHIMATT]

[w[i[oJofoJo] T T T]

[Tel-TaTeTe]e

NIPINRP

[e[+Jefefefo TeToTe]s

e

S oL P TR MR AT AT e e T e ]




‘Pengisiah fortulir

- E -
[ — '-'-1 'T2 1-3
5 1721 - A2 | suxmremoroncan PaaK PENGHASILAN PASAL 21 § P mem—— 1 U P U
ANGGOTA
s oeamTEEN rEUAGAN REPUBLIK NDONESIA PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA | 2 2/0/111 dan Tq‘
OREXTORAT JENCERAL PAIAX i e
2
— # Atas Pembayaran gaji
buassn s Tanst macav ame o[RrR VM Te[RTATST T Im[o]N] ] bulan Maret s.d.
howe oo 5] [6] [1]2 0 :
- 5ToTolo TTTT] E Desember 2011 (T, T2)
F—— [TT11] . # Atas pembayaran
" 9|9|3|1|2]|1]0]0]1 3
[ — 111 honorarium kepada
peoar PEGana  PRISINAN i_ 1122 0|0
fuawar pecamas revsIIAN E[RIM[AT] [8]c]olk[ [e[3] [ [ ] Jason Pasaaribu (T4)
[T 111
provoar i ouomom LTI TTTTTTT] ¥
rastan [TTTTTITITTITTTITTIT] ]
I EID - - Pemotongan PPh Pasal 21
v Tancounaan KeLUARGA UNTUK T ™ :
Jussa perocun peNGRASAN 3
—
A RINCIAN PENGHASILAN DAN 2 | RuPIAH *
+ PENGHASILAN BRUTO :
1. GAJIPOKOK/ PENSIN ' 30,848,400 Membuat bukti
2 TUNJANGAN ISTERI 2 0
pemotongan PPh Pasal 22
3 TUMJANGAN ANAK s o ;
4 JUMULAM GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 14243 ) “ 30,848,400 1 Finaldan nonﬁhal
S TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASLAN s - :
6 TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 0 0 *
7. TUNJANGAN BERAS 7 534,000
8 TUNJANGAN KHUSUS P Menyetorkan PPh Pasal 21
9 TUNJANGAN LANLAIN - Yyahg dipotong dengah SSP
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.0.9) " 31,442,400
+ PENGURANGAN 3
11, BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN " 1572120 3 *
12 RPN ATAU DA T - w2 L Mefaporkan dalam SPT
13, JUMLAK PENGURANGAN (11 + 12) o 3,037 419
+ PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : Masa PPh Pasal 21/26
14, JUMLAM PENGHASILAN NETO (10 - 13) " 28,404,981 1
15 2 TAHUNKAN) u 26.404.981 : *
16, PENGMASILAN TIDAX KENA PAJAK (PTKP) * 15,840,000 |
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16) ” 12,564,000 E Me'engKaDIS Masa an
18 PPRPASAL 21 TERUTANG " 628200 - ‘Pasal 21/26 dengan
19. PPN PASAL 21 YANG TELAM DIPOTONG DAN DLUNAS! ® 628200 EfEE:
20. JUMLAH PPR PASAL 21 E
[Ja  vANG KURANG DIPOTONG (18 - 19) l“l ey - Bukti Pemotongan
[b.  YANG LEBM DIPOTONG (19 - 18)
- Daftar Bukti
B. + PEGAWAITERSEBUT [ Jorronaan Elmm [ Joe Pemotongan
C. TANDA TANGAN BENDAHARA - - el 12 :
-~ E
v..v—‘-—c- E - Ssl
I I o)
|
ke
NawA [RIATHTMTATT] TwTiToJofoJo] T T T7] i =
wenwp o [1Jefr[aJefefofe] 1 Jefefefo] T Jo]e"

[ oromumm roaxwowomm owar ceuar sones sesumoca s |




‘Pengisian formulir

T2, T2, T3,
dah T¢

# Atas Pembayaran
gaji bulan Maret s.d.
Desember 2011 (T2,
T2)
& Atas pembayaran
honorarium kepada

Jason Pasaaribu (T4

v

‘Pemotongan PPh Pasal

21

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal

21 final dan non final

v

Menyetorkan PPh Pasal
21 yang dipotong dengan
SSP

v

Melaporkan dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26

v

Melengkapi SPT Masa
‘PPh Pasal 21/26 dengan
lampiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti

‘Pemotongan

-SSP

1721 - A2

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DREKTORAT JENDERAL PAJAX

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIAPOLISI
REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

TAHUN KALENDER

1. Lembor 1 urmk Pegoms
2 Lambar 2 i Pemctong Pajsk

poravr pecawa oSN

E
SRR EFRERERE

pEEEEEEE

Jrssar pecawar pexsIAN

S——
asran

E———
IO ——— vl =]

Junsa peroLEHAN PENGHASLAN

=
)
]
>

»

[mIo]n] ]

H B
w
Y
IS
®
o«

a
D

u~°
-
-
-
-
==

3 M[E[D[ATN

[PTeINTATTTAT T[] T0/]0

[ -Te]

[

[k[ATsTi]

[PTeInTcTATw[ATsTAIN] T ]

[o]ATN]
[T 11]
[T TTTT]
[TTTTT]

Clom  [rowams [ ]owewn

[

[o]1] s 1]2

[Jeerereuan

A RINCI

AN DAN
+ PENGHASILAN BRUTO :

PPh PASAL 21

1. GAJIPOKOK / PENSIUN
2. TUNJANGAN ISTERI
3 TUNJANGAN ANAK
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 142¢3)
S TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL
7. TUNJANGAN BERAS
8 TUNJANGAN KHUSUS
9 TUNJANGAN LAIN-LAIN
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.0.9)
+ PENGURANGAN
1. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN
12, IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT
13, JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:
14, JUMLAH PENGHASILAN NETO (10- 13)

&

JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
16 PENGHASILAN TIDAX KENA PAJAK (PTKP)

17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)

18 PPh PASAL 21 TERUTANG

19. PP PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS!

20, JUMLAN PPN PASAL 21
[la. YANG KURANG DIPOTONG (18 - 18)
Is vanc LesmowoTonG (18- 18)

33,006,000

J,W.ﬂﬂ

36,306,600

6.240.000

1.188.000|

43,734,600

2,186,730

1724564

3911294

39,823,307|

39,823,307|

17,160,000

22,663,000

1,133,150

1,133,150|

NIHL|

+ PEGAWAI TERSEBUT [ Joemonman [ Jrmonan [ Joarw

[ Jeensan

C.

TANDA TANGAN BENDAHARA [ Medan

Tempet)

] G GO GIELT:
v e w

Tands Tangan dan Cap

[ ]
[RTATHIMTATT] Tw[iJoJoJofo] T T T]
[ifefzTafofefofe] Tefeefo] TeTa]o]s

NAMA

NIPNRP

S

%w

[ A FORMULI 14 TIOAX MENCUKUPL DAPAT DIBUAT SENOWS SESUA DENGAN BENTUK P ]




&
3

1721 - A2

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI

DEPARTEMEN KEUANGAN R

DREXTORAT JENDERAL PAIAK

" TA
REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

rosson uruT

puasia misarest eacan

pewee pecawn pensnan

awar pecawar peNSLNAN

S—— [
-

SRE——
R————— « 1

Junsa PEROLENAN PENGHASLAN

=
o
o
>
»

=
o
z

z| =||eff=
-~

ofle|l>»||«

A RINC!

« PENGHASILAN BRUTO :

1

2

3

s

10,

GAJI POKOK / PENSIUN

TUNJANGAN ISTERI

TUNJANGAN ANAK

JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 142¢3 )

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL

TUNJANGAN BERAS

TUNJANGAN KHUSUS

TUNJANGAN LAIN-LAIN

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 $.0.9)

« PENGURANGAN

"

2

5}

BIAYA JABATAN / BAYA PENSIUN

IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT

JUMLAH PENGURANGAN (11 « 12)

« PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :

1"

15,

JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)

JUMLAH PENGHASIL

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)
PPh PASAL 21 TERUTANG

PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI

JUMLAH PPh PASAL 21
[Js.  YANG KURANG DIPOTONG (16 - 19)

YANG LEBM DIPOTONG (15 - 18)

PP PASAL 21

24,426,000

2442600

26,868,600

1,188,000

28,056,600

1,402,830

1,276,259

2,679,089

253717512

28311512

17,160,000

8,217,000

493,020

493,020

NHL|

+ PEGAWAI TERSEBUT

[ o [ Jroww [ o

[Jrevsan

C. TANDA TANGAN BENDAHARA

Tands Tangan dan Cap

I

NPNRP

[RIATH[M]ATT] [w[i]ofoJoJo] T |

L]

[fefs]oofefofef Jefefefo Te o e]x

J\h.:

[ A FORMULIR 18 TIOAX WENCUKUR, DAPAT DRBUAT SENOR SESUN DENGAN GENTUR 1. ]

Pengisiah formulir

TLT2, T3,
dan T¢

# Atas Pembayaran gaji
bulan Maret s.d.
Desember 2011 (T1, T2)
# Atas pembayaran
honorarium kepada

Jason Pasaaribu (T4

v

‘Pemotongan PPh Pasal 21

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal 21
final dan non final

v

Menyetorkah PPh Pasal 21

yang dipotong dengan SSP

v

Melaporkah dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26

v

Melengkapi SPT Masa PPh
‘Pasal 21/26 dengan
lampiran:

- Bukti Pemotongan
- Daftar Bukti

‘Pemotongan

-SSP




‘Pengisian formulir
T52
# Pembelian ATK dan
buku pelajaran

TRp2.600.000 kepada

tuan Joko

v

‘Pemungutan PPh Pasal

22 (1.5% % Rp2.600.000)

v

Pemungutan PPN

v

Membuat bukti
pemungutan PPh Pasal

22 berupa SSP

v

Validasi faktur pajak

dan pengisian SSP

v

Menyetorkan PPh Pasal
22/ PPN Yang dipotong
dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal
22 yang dipungut dalam

SPT Masa PPh Pasal 22

v

Melaporkan PPN yang
dipungut dalam SPT
Masa PPN

B. Belanja Barang, Modal, dan Jasa
1. Pengisian formulir untuk T5-2

Pembuatan SSP PPh Pasal 22

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

1]

Untuk Arsip Wajib Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP o lole] Lelals] Lelslel Lzl Lslaelsl [ololol
Dilsi sesuol dengan Nomor Pokok Wajib Pajok yang dimiliki
NAMA WP Joko
ALAMAT wWp JI. Jenderal Sudirman No. 90 Purbalingga
NOP :||||||||||||||||||||||||_|
Dilsi sesuol dengan Nomor Objek Pojok
ALAMAT OP

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran : Pemungut PPh Pasal 22
lllllllllllll I‘)lﬂlﬂl

Masa Pajak

Jan | Feb [ Mar [ Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | sep | okt | Nov [ Des Tahun Pajak

T T [T T T T T ] 1 Ldolo ]

Beri tanda slang (x) pado kolom bulan, sesuol dengon pembayaran untuk mase yong berkenoon

Nomor o IFETE RN v R 2 . YA

Diisi sesuoi Nomor Ketetopon : STP, SKPKB, SKPKBT

crla

Disi Tohun terutongnyo Pojok

Jumlah Pembayaran ¢ Rp39,000.00
Terbilang : tiga puluh sembilan ribu rupiah

Diisi dengon rupioh penuh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
LE T2 [— Purbalingga , Tanggal 04 Februari 2011
Cop don tanda tangan Cap don tonda tangon
Nama Jelas : NamaJelas:  Taufik Hidayat

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa *
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01




Pembuatan SSP PPN

)y DEPARTEMEN KEUANGANR.I.
./ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

LEMBAR

(1]

Untuk Arsip Wajib Pajak

(SSP)

NPWP

ole] |3lals] [alslel [2] [slzfe] [olo]o]

Diisi sesuai dengon Nomor Pokok Wajib Pojok yang dimiliki
NAMA WP Joko

ALAMAT WP

Jl. Jenderal Sudirman No. 90 Purbalingga

NoP o Lo Lo b b Lo b L

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajok

ALAMAT OP
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran:  Pemungut PPN Dalam Negeri
Ledolodelals] lslo]o]
Masa Pajak ]
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des Tahun Pajak

X

Llele ]

Beri tanda silang (x) poda kolom bulan, sesuai dengon pembayaran untuk masa yang berkenoon

Diisi Tohun terutongnya Pojok

Nomor Ketetapan

S IR b2 BNENE 1 B 2 N P

Diisi sesuai Nomor Ketetopon : STF, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp110,000.00
Terbilang: seratus sepuluh ribu rupiah

Diisi dengon rupich penuh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal
Cop dan tanda tangan

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor
Purbalingga , Tanggal 7 Maret 2011
Cop don tanda tangen

- 7
VA

%~ 1
70\
\Yﬂv

NamaJelas:  Taufik Hidayat

F.2.0.32.01

"Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

‘Pengisian fortulir
T52
& Pembelian ATK
RP1.100.000 dan buku

pelajaran Rp1.500.000

kepada tuan Joko

v

Pemungutan PPh Pasal 22

v

Pemungutan PPN

(10%XRp1.100.000)

v

Membuat bukti
pemungutan PPh Pasal 22
berupa SSP

v

Validasi faktur pajak dan

pengisiah SSP

v

Menyetorkan PPh Pasal 22
/ PPN yang dipotong
dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal 22
yang dipungut dalam SPT
Masa PPh Pasal 22

v

Melaporkan PPN yahg
dipungut dalam SPT Masa
PPN




Faktur Pajak

‘Pengisian formulir Lembarke-1:  Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP
sebagal bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK
# Pembelian ATK
RP1.100.000 dan buku Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-11.00000001
. Pengusaha Kena Pajak
pelajaran Rp1.500.000 Nama —
kepada tuan Joko Alamat JI. Jenderal Sudirman No. 90 Purbalingga
NPWP . 06.325.456.3-529.000
* Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak
Nama . Bendahara MAN Purbalingga
Pemungutan PPh Pasal 22 Alamat . JI. Let. Jen. S. Parman Purbalingga
NPWP :00.321.675.3-529.000
* No Harga Jual/Penggantian/Uang
Unt Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak Muka/Termin
Pemungutan PPN (Rp)
(109%%RP1.100.000) Alat tulis kantor 1,100,000.00
Membuat bukti
pemungutan PPh Pasal 22
berupa SSP
Validasi faktur pajak dan
pengisian SSP
* Harga JualRenggantian-angMukaTermin) 1,100,000.00
Menyetorikan PPh Pasal 22 Dikurangi Potongan Harga
) Dikurangi Uang Muka yang telah diterima -
/PPN Yang dipotong Dasar Pengenaan Pajak 1,100,000.00
dengan SSP PPN = 10% x Dasar f Pajak 110,000.00
* Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Tarif DPP PPn BM
Melaporkah PPh Pasal 22 % Rp. .. RP. oo Purbalingga |, 04 Februari 2011
yang dipungut dalam SPT % Rp. ...
...... % Rp. ... P
Masa PPh Pasal 22 s | o <0)
Jumlah Joko
Melaporkan PPN yang
dipungut dalam SPT Masa *) Coret yang tidak perlu

PPN




2. Pengisian formulir untuk T5-4

Pembuatan SSP PPN

SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGANR.I. LEMBAR

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP)

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP o lole] Lalslel Lelals] L2) Lslelel Lololo]
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pojok yang dimiliki

NAMA Wp : Bagus

ALAMAT WP JI. Jenderal Sudirman No. 90 Purbalingga

NoP O T O T I T B T B R B e e

Diisi sesuoi dengan Nomor Objek Pojok

ALAMAT OP
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran:  Pemungut PPN Dalam Negeri
Ledolalalo]s] [slolo]
Masa Pajak

Jan | Feb | Mar | Apr [ Mei | sun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des Tahun Pajak

1 1 [ 1 T T [ T T 1 Ldelel]

Beri tondo silong (x) poda kolom bulan, sesuai dengon pembayaran untuk mosa yong berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajok

Nomor Ketetapan S ENENETEEE vl BN VA B 2 B A
Diisi sesuai Nomor Ketetopan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp500,000.00
Terbilang : lima ratus ribu rupiah

Diisi dengan rupih penuh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal Purbalingga , Tanggal 7 Maret 2011
Cap dan tanda tangan Cap don tanda tangan

Nama Jelas : NamaJelas:  Taufik Hidayat
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01

‘Pengisian formulir
T5¢

& Pembelian buku
pelajaran umum
"Rp2.500.000,00,
pakaian seragam
"RpP3.000.000,00,

formulir dan kertas
"Rp2.000.000,00
Kkepada tuanh Bagus,

sumber dana dari BOS

v

Pemungutan PPN
(10%X(Rp3.000.000 +

TRp2.000.000)

v

Validasi faktur pajak dan
pengisian SSP

v

Melaporkan PPN yahg
dipungut dalam SPT Masa
PPN
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‘Pengisian formulir
T5¢

# Pembelian buku
pelajaran umum
Rp2.500.000,00,
pakaian seragam
Rp3.000.000,00,

formulir dan kertas
Rp2.000.000,00
kepada tuah Bagus,

sumber dana dari BOS

v

‘Pemungutan PPN
(10%%(RpP3.000.000 +

Rp2.000.000)

v

Validasi faktur pajak dan

pengisian SSP

v

Melaporkan PPN yang
dipungut dalam SPT Masa
PPN

Faktur Pajak

Lembarke-1:  Untuk Pembell BKP/Penerima JKP
sebagai bukti Pajak Masukan
FAKTUR PAJAK
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-11.00000002
Pengusaha Kena Pajak
Nama : Bagus
Alamat JI. Jenderal Katamso No. 1 Purbalingga
NPWP . 06.456.321.2-529.000
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak
Nama . Bendahara MAN Purbalingga
Alamat Jl Let. Jen. S. Parman Purbalingga
NPWP . 00.321.675.3-529.000
No Harga Jual/Penggantian/Uang
Unat Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak Muka/Termin
(Rp)
Pakaian seragam 3,000,000.00
Formulir dan kertas ujian 2,000,000.00
Harga JuakPenggantian‘ang-MukaFermmn-) 5,000,000.00
Dikurangi Potongan Harga -
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima -
Dasar F Pajak 5,000,000.00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 500,000.00
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Tarif DPP PPn BM
— Rp.. Purbalingga 18 Februari 2011
— Rp.. S
..... % Rp. . ng' 2
% Rp. ... E
Jumlah Bagus
*) Coret yang tidak perlu




3. Pengisian formulir untuk Té

Pembuatan SSP PPh Pasal 22

N, DEPARTEMEN KEUANGANR.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

LEMBAR

(]

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP clele) Lelele) Lelslsl Ls) Lslele] Lelole]
Disi sesuol dengon Nomor Pokok Wojib Pojok yong dimiliki
NAMA Wp CV Susanto
ALAMAT WP JI. Raya Bobotsari Purbalingga
NOP Sl d Lo Lo b b L 1
Dilsi sesuo dengon Nomor Objek Pojok
ALAMAT OP
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran : Pemungut PPh Pasal 22
Ledalolala]e] [elolol
Masa Pajak .
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des Tahun Pajak
.1 [ 1 [ [ 1 [ [ [ 1 Ldel ]
Beritonda siang (x) pado kolom bulon, sesuoi dengon pembayoran untuk maso yong berkenaon Disi Tohun terutongnyo Pojok

Nomor :||||||/

| T 2 T 2 BT A

Disi sesuoi Nomor Ketetopon : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Rp 300.000,00
Terbilang : tiga ratus ribu rupiah

Dilsi dengon rupich penuh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ... Purbalingga , Tanggal Februari 2011
Cop dan tondo tangon Cop don tando tangan

- ” T —/ |

AR

Nama Jelas : NamaJelas:  Taufik Hidayat
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01

‘Pengisian formulir
T6

rd ‘Pembelian ¢ printer
kepada CV Susanto

Rp20.000.000

v

‘Pemungutan PPh Pasal 22

v

‘Pemungutan PPN

(10%XRpP20.000.000)

v

Membuat bukti
pemungutan PPh Pasal 22

berupa SSP

v

‘Pengecekan keabsahan
faktur pajak dan pengisian
SSP

v

Menyetorian PPh Pasal 22
/ PPN yang dipotong
dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal 22
yang dipungut dalam SPT
Masa PPh Pasal 22

v

Melaporian PPN yang
dipungut dalam SPT Masa
PPN




‘Pengisian formulir
T6

e ‘Pembelian ¢ printer
kepada CV Susanto

Rp20.000.000

v

‘Pemungutan PPh Pasal 22

v

‘Pemungutan PPN

(10%XRpP20.000.000)

v

Membuat bukti
pemungutan PPh Pasal 22
berupa SSP

v

‘Pengecekan keabsahan
faktur pajak dan pengisian
SSP

v

Menyetorkan PPh Pasal 22
/PPN vang dipotong
dengah SSP

v

Melaporkan PPh Pasal 22
yang dipungut dalam SPT
Masa PPh Pasal 22

v

Melaporkan PPN yang
dipungut dalam SPT Masa
PPN

Pembuatan SSP PPN

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(]

Untuk Arsip Wajib Pajak

LEMBAR

NPWP Lolal ladalel Lelsls] Lsl Lslelel Lelolo]
Diisi sesuoi dengan Nomor Pokok Wajib Pojok yang dimiliki
NAMA WP CV Susanto
ALAMAT WP JI. Raya Bobotsari No. 1 Purbalingga
NoP O NI (N AT I IR I AT R SNSRI B R A A |
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajok
ALAMAT OP

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran:  Pemungut PPN Dalam Negeri
Lelolodolslds] Lelolol

Masa Pajak

Jan | Feb | Mar | Apr [ Mei | Jun T Jul | Ags [ Sep | okt | Nov | Des

Tahun Pajak

Pt T T T 1 T 1T 1 1]

Ldel ]

Beri tando silong (x) poda kolom bulon, sesuai dengon pembayaran untuk masa yang berkenoon

Diisi Tahun terutangnya Pojok

Nomor Ketetapan a7l b 7 I |
Diisi sesuoi Nomor Ketetopan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran Rp 2.000.000,00 Diisi dengon rupioh penuh
Terbilang : dua juta rupiah
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal Purbalingga , Tanggal Februari 2011
Cop dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
s i ’/'V’ f
2 \1'4-*4
Nama Jelas : Nama Jelas:  Taufik Hidayat
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01




Faktur Pajak

Lembarke-1:  Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP

sebagai bukti Pajak Masukan
FAKTUR PAJAK
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :  020.000-11.00000003
Pengusaha Kena Pajak
Nama CV Susanto
Alamat JI. Raya Bobotsari No. 1 Purbalingga
NPWP 01.222.355.5-529.000
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak
Nama - Bendahara MAN Purbalingga
Alamat :Jl.Let Jen. S. Parman Purbalingga
NPWP : 00.321.675.3-529.000
No. Harga Jual/Penggantian/Uang
U Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak Muka/Termin
rut
(Rp)
Printer 20,000,000.00
Harqa Jua-Repggantian-tandg iuka-T oy 20,000,000.00
Dikurangi Potongan Harga
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima -
Dasar P Pajak 20,000,000.00
PPN = 10% x Dasar Pajak 2,000,000.00
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Tarif DPP PPn BM
% Rp. o Rp.. Purbalingga 21 Februari 2011
% Rp. i, RP. i
PR ° =/
S - N _ <
% | Rp. Rp. .. —M_Q
Jumlah RP. oo Susanto

*) Coret yang tidak periu

‘Pengisian formulir
Té

#* Pembelian ¢ printer
kepada CV Susanto

Rp20.000.000

v

‘Pemungutan PPh Pasal
2

v

‘Pemungutan PPN
(10%XRp20.000.000)

v

Membuat bukti
pemungutan PPh Pasal
22 berupa SSP

v

‘Pengecekan keabsahan
faktur pajak dan
pengisian SSP

v

Menyetorkan PPh Pasal
22/ PPN vang dipotong
dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal
22 yang dipungut dalam

SPT Masa PPh Pasal 22

v

Melaporkan PPN yang
dipungut dalam SPT

Maga PPAI




‘Pengisian formulir

# Pembelian komputer
Kkepada CV Wijaya
"Rp11.000.000,00
(sudah termasuk
PPN
‘Pemungutan PPh Pasal 22
(1.5%X100/110X Rp
11.000.000)
‘Pemungutan PPN

(10/110XRp11.000.000)

v

Membuat bukti
pemungutan PPh Pasal 22
berupa SSP
‘Pengecekan keabsahan
faktur pajak dan pengisian
SeP
Menyetorkan PPh Pasal
22/ PPN Yang dipotong
dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal 22
yang dipungut dalam SPT
Masa PPh Pasal 22

v

Melaporkan PPN yang
dipungut dalam SPT Masa
PPN

4. Pengisian formulir untuk 77

Pembuatan SSP PPh Pasal 22

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

(1]

Untuk Arsip Wajib Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP o lols] Lslelel Lelslsl Ll Lslelol Lololo]
Diisi sesuoi dengan Nomor Pokok Wajib Pojok yong dimiiki

NAMA WP CV Wijaya

ALAMAT WP JI. Jenderal Sudirman No. 99 Purbalingga

NOP :||||||||||||||||||||||||_|

Disi sesuoi dengon Nomor Objek Pojok

ALAMAT OP
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran:  Pemungut PPh Pasal 22
|4|||||1|111| lqlolol
Masa Pajak

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei [ Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des Tahun Pajak

P 1 1 [ [ ¥ T T T 1] Llolols]

Beri tanda sdong (x) pada kolom bulan, sesuoi dengan untuk masa yong Diisi Tohun terutongnyo Pojok
Nomor o ENENEE T 2 BT 2 B A T b2
Disi sesuoi Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran Rp 150.000,00 Diisi dengan rupich penuh
Terbilang : seratus lima puluh ribu rupiah
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal Purbalingga , Tanggal Februari2011
Cop don tanda tangon Cop don tonda tangon
<__ 7
—
I
T
Nama Jelas : NamaJelas:  Taufik Hidayat
* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa *
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01




Pembuatan SSP PPN

SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SS P)
Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP o lole] Lslele] [alsls] L3l L[slalel| [elolol
Diisi sesuoi dengan Nomor Pokok Wajib Pojak yang dimiliki
NAMA WP CV Wijaya
ALAMAT WP JI. Jenderal Sudirman No. 99 Purbalingga

NOP 3||||||||||||||||||||l|||_|

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajok

ALAMAT OP
i : P PPN Dalam N
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran 'emungut Dalam Negeri
Lelolelolals]  Ledolof
Masa Pajak ]

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun Jul Ags | Sep | Okt | Nov | Des Tahun Pajak

x Ldelo ]

Beri tondo silong (x) podo kolom bulon, sesuai dengan pembayaron untuk moso yong berkenoon Diisi Tahun terutangnyo Pojok

Nomor Ketetapan o e e I e b e e I
Diisi sesuoi Nomor Ketetopon : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp 1.000.000,00 Diisi dengon rupioh penuh

Terbilang : satu juta rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal Purbalingga , Tanggal Februari 2011
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : NamaJelas:  Taufik Hidayat
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
|r2032.01

‘Pengisian formulir
T7

#” Pembelian komputer
kepada CV Wijaya
Rp11.000.000,00
(sudah termasuk
PPN)
‘Pemungutan PPh Pasal 22
(1.5%X100/110% Rp
11.000.000)
‘Pemungutan PPN (10/110
X Rp11.000.000)
Membuat bukti
pemungutan PPh Pasal 22
berupa SSP
‘Pengecekan keabsahan
faktur pajak dan

pengisian SSP

v

Menyetorkan PPh Pasal
22/ PPN vang dipotong
dengan SSP
Melaporkan PPh Pasal 22
yang dipungut dalam SPT
Masa PPh Pasal 22
Melaporkan PPN yang
dipungut dalam SPT
Masa PPN

70




Pengisian formulir Faktur Pajak

T7

& Pembelian komputer
Lembar ke-1 Untuk Pembel BKP/Penenma JKP
Kkepada CV Wijaya sebagal bukti Pajak Masukan
Rp11.000.000,00
FAKTUR PAJAK
(sudah termasuk PPN)
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :  020.000-11.00000005
* Pengusaha Kena Pajak
Nama CV Wijaya
‘Pemungutan PPh Pasal 22 Alamat JI. Jenderal Sudirman No. 99 Purbalingga
NPWP 01.562.358.3-529.000
(1.5%X100/110X Rp
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak
11.000.000) Nama Bendanara MAN Putbaingga
v Alamat Ji Let Jen. S. Parman Purbalingga
= NPWP 00.321.675.3-529.000
emungutan (10/120
g PPN (0r: " Harga Jual/Penggantan/Uang
X Rp11.000.000) U:n Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak Muka/Termin
* (Rp)
Komputer (100/110 x Rp 11.000.000,00} 10.000.000
Membuat bukti e ? :
pemungutan PPh Pasal 22
berupa SSP
‘Pengecekan keabsahan
faktur pajak dan pengisiah
SSP
Menyetorkan PPh Pasal 22
/PPN yang dipotong Harga Jang Mukalk 5 10.000.000
dengan SSP Dikurangi Potongan Harga
* Dikurangi Uang Muka yang telah diterima -
Dasar Pengenaan Pajak 10.000.000
Melaporkan PPh Pasal 22 PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 1.000.000
vang dipungut dalam SPT Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Masa PPh Pasal 22 Tanf DPP PP BM
Q % Rp Ro Purbalingga  , 22 Februar 2011
% Rp Rp.
Melaporkan PPN yang % Rp Ro > l
< 13
dipungut dalam SPT Masa % Rp. Rp <
Jumiah Rp. Budi Darmawan
PPN
*) Coret yang tidak perlu




Pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 untuk T5, T6 dan T7

DEPARTEMEN
KEUANGAN R.I.

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

SPT Normal

[ st Pembetutan ke __

/ DIREKTORAT
= |ENDERAL PAJAK

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22

Masa Pajak

[oT2] / [2To 1]

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAKIWAJIB PAJAK

1 NPWP 5] 715 s]e]a] [o] -[E1217 0]o]o
2. Nama D DI IIN]ATS PIE[N]D sJofYJoJLlaltT T T T T 1711
3. Alamat o[s[o[N]G]O B[O OJLJAJL]] T T T T TITITT1

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Badan Usaha Industri/Eksportir
Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah
Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan
Tertentu Yang Ditunjuk
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)
a. API
b Non API
5. Hasil Lelang (Ditjien Bea dan Cukai)

© N

6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha
Selain Pertamina
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)
b. Pihak lain (Tidak Final)

JUMLAH

Terbilang seratus lima puluh ribu rupiah

411122/100
411122/403

411122/100

411122/100

411122/100
411122/100

411122/401
411122/100

10000000

10,000,000 150,000

) Goret yang tidak perty
BAGIAN C. LAMPIRAN

Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).

3. [ ssp yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak:

- I:I Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).
. D Surat Kuasa Khusus.

@ N e oo oA

Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh impartir atau Pembeli Barang sebanyak
(Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Peftamina/Badan Usaha Selain Pertamina).

Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan

lembar

(Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu. Ditjen Bea dan Cukai)
5 I:I Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai)

. D Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjien Bea dan Cukai).
. [ paftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang beraku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya
beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

SPT Masa Diterima:
Langsung dan WP

[X] PEMUNGUT PAJAKIPIMPINAN

[ kuasawasie Pasak

l:l Melalui Pos

Nama BENlD D|I N
NPWP ET7I5] [ETsl+

Als PlEIN]D Bl Y
[ - E121~

0
tahun

anggal

L
ojojo =

tanggalj bulan

Tanda Tangan & Cap Tanggal

[1TaTofs]2To] 1 1]

tanggal | bulan

[Tanda Tangan
tahun

F.1.1.32.02

Lampiran lll.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJI2009

Pengisian formulir

TS, T6 dan
T7

# Pembelian ATK,
buku pelajaran,

printer, komputer

v

‘Pemungutan PPh Pasal
2

v

‘Pemungutan PPN

v

Membuat bukti
pemungutan PPh Pasal
22 berupa SSP

v

Validasi faktur pajak

dan pengisian SSP

Menyetorkah PPh Pasal

22/ PPN vang dipotong
dengan SSP

v

Melaporkah PPh Pasal
22 yang dipungut dalam
SPT Masa PPh Pasal 22

v

Melaporian PPN yang
dipungut dalam SPT
Masa PPN

72




‘Pengisian formulir
TS, T6 dah T7

#* Pembelian ATK, buku
pelajaran, printer,
komputer

v

‘Pemungutan PPh Pasal 22

‘Pemungutan PPN
Membuat bukti
pemungutan PPh Pasal 22
berupa SSP

v

Validasi faktur pajak dan
pengisian SSP

v

Menyetorkah PPh Pasal 22
/PPN yang dipotong
dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal 22
yang dipungut dalam SPT
Masa PPh Pasal 22

v

Melaporkan PPN yang
dipungut dalam SPT Masa
PPN

v

Melengkapi SPT Masa PPh
‘Pasal 22 dengan lampiran:
- Daftar Bukti

‘Pemungutan

-SSP

Lampiran SPT Masa PPh Pasal 22 Masa Pajak Februari 2011

- ]
DEPARTEMEN
KEUANGAN R.1. DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 22 Masa Pajak
omexronar ,
JENDERAL PAJAK
No. NPWP Nama Surat Setoran Pajak ‘Nilal o?::;‘ Pajak
4 06.325.456.3-520.000  |Joko 04 Fobruari 2011 2.600.000 39.000
2 01.222.3555-520000  |CV Susanto 23 Fobruari 2011 20.000.000 300.000)
3 01.562.358.3-520.000  |CV Wijaya 28 Fobruari 2011 10.000.000 150.000
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
a7
38
39
st
r— JUMLAH 32.600.000 489,000
E PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN : KUASA WAJIB PAJAK Tanggal 1 I 4 0] 3 2] 0] 1 I 1
nama [BEIN] O] - Tm[a]N] JrJulr[e]Aal ] InNclcIA T 1] tanggal| butan tahun
NPWP [a12]+] [eI7]s E -Lsl2]9] [e]o]o] Tanda Tangan & Cap
o Iv T

D.1.

1

.32.04

Lampiran 11L.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER. 5312009




Pengisian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN

DEPARTEMEN KEL

DIREKTORAT JENDERAL

yang sesuai

SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGIPEMUNGUT PPN

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN

K Beri tanda X dalam

FORMULIR

1107 PUT

[Nama Pemungut
Alamat
No. Telp

Usaha

Bendahara MAN Purbalingga

JI. Let. Jen. S. Parman Purbalingga

0281-658900

Sekolah Instansi Pemerintah

NPWP

-G - G -3 -G - fEm

Masa

Pembetulan Ke

HOnn

)

2

1 PPN yang dipungut olch Penerbit SPM melalui KPPN

PPn BM yang dipungut olch Penerbit SPM melalui KPPN

Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Pencrbit SPM melakii KPPN

PPN yang dipungut olch Bendahara Pengeluaran

PPn BM yang dipungut olch Bendahara Pengeluaran
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut olch Bendahara

Pengeluaran

Rp 3.000.000,00

Rp

A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

Rp 3.000.000,00

Rp

Rp

610.000,00

Rp

610.000,00

B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH

Pemungut
D Kuasa

Tanda tangan
Nama Jelas
Jabatan

Cap Perusahaan

PPN yang dipungut Rp @
PPn BM yang dipungut Rp
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut Rp
Lampiran : D Surat Kuasa Khusus
ssp
1 PPN sebanyak 4 Lembar Rp 3.610.000,00
2 PPn BM sebanyak Lembar RP coesrecas sososeassossss ssses
O
o Purbalingga, 31 Maret 2011
" " : ‘ ‘L 5 " HT : "t Kuasa Bendaharawan/Pengurus
benae fenghop, jlos don 1ol bersyorat 4

/1
S
Taufik Hidayat

Bendahara

F.123202

Pengisian formulir

TS, T6 dah
T7

& Pembelian ATK,
buku pelajaran,

printer, komputer

v

‘Pemungutan PPh Pasal
2

v

‘Pemungutan PPN

v

Membuat bukti
pemungutan PPh Pasal
22 berupa SSP

v

Validasi faktur pajak dan
pengisian SSP

v

Menyetorkan PPh Pasal
22/ PPN vang dipotong
dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal 22
Yyang dipungut dalam
SPT Masa PPh Pasal 22

v

Melaporkan PPN yang
dipungut dalam SPT
Masa PPN

74




PN LAMPIRAN 1 FORMULIR
DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH
Masa Pajak : E d E - E H H cﬂ
Pembe (I (R | wdq _
INAMA PEMUNGUT Bendahara MAN Purbalingga
INPWP Jl. Let. Jen. S. Parman Purbalingga
. FAKTUR PAJAK Kode dan Nomor Tanggal Bayar Tanggal Setor
. Nama Rekanan NPWP Rekanan Kode dan Nomor Sefi Tanggal moﬁw_mﬂl_“_o:c DPP (Rupiah) | PPN (Rupiah) |PPnBM (Rupiah)| Taghan PPN I_ oPn BM
A. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN
1 CV Susanto 01.2223555529.000 | 020.000-11.00000003 | 230222011 20000000 2000000 231022011 2022011
2 CV Wijaya 01.562.358.3-529.000 | 020.000-11.00000005 | 280272011 10.000.000 1000000 281022011 28022011
3
4
dst
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT Hv 3.000.000
|B. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
1 Joko 06.325456.3-529.000 |  020.000-11.00000001 | 0410272011 1.100.000 110.000 04/02:2011 07032011
2 Bagus 06456321-2520000 | 020.000-11.00000002 | 18722011 5.000.000 500.000 1810272011 07032011
3
4
5
dst
[JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT w 610.000
C. JUMLAH (A+B)
D.12.3203




5. Pengisian formulir untuk T8

Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

- -
Lombar ke-1 untuk - Wajb Pajak
Lombar ke-2 untuk  Kantor Pelayanan Pajak
Lombar ko-3 urtuk | Pamotong/Pemungut Pajak

D REPUBLIK

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA JAMBI (1)

NPWP : [o[1] - [2[314] - e[ 7 - (8] - (3301 - (o[ o[ 0] @
Nama CPIITPRANAT KARNMIAT T T T T T T T T T T T T TT1]
Alamat T PEMUPTAT NJol T3[sf PIAMIe[ T [ [ T [T 1]

Jasa oleh
dengan kualifikasi usaha kecil
2. |Jasa i oleh ia jasa
yang tidak memiliki kualifikasi usaha

3. |Jasa ioleh dia jasa
selain angka 1 dan angka 2 di atas

4. |Jasa atau

oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha
5. |Jasap atau

oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi
usaha

JUMLAH
Terbilang : Empat puluh lima juta rupiah

Jambi, 21 Juni 2011 (9
Pemotong/Pemungut Pajak L]

newe [ - [eT e[ 7 - [61 a4 - [3] - G2 - (oo
Nama BIEINPJATHIATRIAT T INIs [p [e T [ 7o [r at]
i Jejafvialv] fpIrfofe ] [y jafuieli [ | |

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa
Konstruksi yang dipotong/dipungut di
atas bukan merupakan kredit pajak
dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh.

Bukti Pemotongan/Pemungutan ini
dianggap sah apabila diisi dengan
lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap

Lok

Syam Nugroho (g

N

‘Pengisian formulir
T8

# Pembangunan gedung
pelaksana PT Jaya
Karya, perencana
konstruksi Tuan
2aky, nilai kontrak
TRP5.000.000.000
#* Pembayaran 21/6 2011
‘Pelaksana konstruksi
RP1.500.000.000
#° Pembayaran 6/6 2011
perencana Konstruksi

RP50.000.000

v

‘Pemotongan PPh Pasal ¢
ayat (2) pelaksana
konstruksi

(3%XRp1.500.000.000)

v

‘Pemungutan PPN

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal ¢
@

v

‘Pengecekan keabsahan
faktur pajak dan

pengisian SSP

v

Menyetorkan PPh Pasal ¢
(2)2/ PPN vang dipotong
dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal
4PPN yang
dipotong/dipungut dalam
SPT Masa PPh Pasal
H2ISPT Masa
PPN

76




‘Pengisian formulir

# Pembangunan gedung
pelaksana PT Jaya
Karya, perencana

Konstruksi Tuah Zaky,
hilai kontrak
TRP5.000.000.000
# Pembayaran 21/6 2011
Pelaksana Konstruksi
"Rp1.500.000.000

& Pembayaran 6/6 2011

perencana Konstruksi

"RP50.000.000

v

‘Pemotongan PPh Pasal ¢
ayat (2) perencana
konstruksi

(4%XRpP50.000.000)

v

‘Pemungutah PPN

v

Membuat bukti

pemotongan PPh Pasal ¢ (2)

v

‘Pengecekan keabsahan
faktur pajak dan pengisiah
SSP

v

Menyetorkah PPh Pasal ¢
(2)2/ PPN Yang dipotong
dengan SSP

v

Melaporiah PPh Pasal
“2)PPN Yang
dipotong/dipungut dalam
SPT Masa PPh Pasal
4ISPT Masa PPN

NPWP
Nama

Alamat

-
Lembar ke-1 untuk - Wajb Pajak
Lembar ke-2 untuk - Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk - Pemotong/Pemungut Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA JAMBI (1)

ArERrREREDEE

-3 3 1] - [of of of @

sz Ay |

[T TPt rrrrrd

: ERI FELRNEAT]

P RAT BRI W [ P rmMET]

dengan kualifikasi usaha kecil

2. |Jasa i oleh

Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa

yang tidak memiliki kualifikasi usaha

ia jasa

3. |Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa
selain angka 1 dan angka 2 di atas
4. [Jasap atau
oleh penyedia jasa yang memilii kualifikasi usaha
5. |Jasap atau i

usaha

oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi

JUMLAH

Terbilang : Dua juta rupiah

[N

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa

yang g/ di
atas bukan merupakan kredit pajak
dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh.

Bukti Pemotongan/Pemungutan ini
dianggap sah apabila diisi dengan
lengkap dan benar.

NPWP

Nama

Jambi, 6 Juni 2011 (¢
Pemotong/Pemungut Pajak (L]

o) - T - 61 ele] - 3] - BIe] - Col ol o
‘BleENppfafHlalrlal Tt INTs fp [€ Jk | 7o |r Jat]

Wl fejalyJalv] P[Rfofp [ [ofalmeli [ T ]

Tanda Tangan, Nama dan Cap

Lk

Syam Nugroho s




Pembuatan SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juni 2011

SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP)
Untuk Arsip Wajib Pajak
NPWP colodo) [edel7] Lelslel 3] Lelzle] [ofolof
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pojok yang dimiliki
NAMA WP Bendahara Inspektorat Wilayah Propinsi Jambi

ALAMAT WP JI. Veteran No.2-4, Jambi

NOP ¢|||||||||||||||1||||||||_|

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajok

ALAMAT OP
Uraian b :
Kode Akun Pajak Ki ni n y
ode Akun Paja ode Jenis Setora PPh Final atas Jasa Konstruksi
Lelalololols]  [alo]s]
Masa Pajak Tah ok
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun Jul Ags | Sep | Okt | Nov | Des ahun Paja
X L2lofs]s]
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai deng untuk masa yong Diisi Tahun terutangnya Pajok
Nomor o TR P RSN P B VA B v
Diisi sesuoi Nomor Ketetapon : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran : Rp47.000.000 Diisi dengan rupiah penuh
Terbilang : empat puluh tujuh juta rupiah
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
L1177 Jambi , Tanggal Juni2011
Cap dan tanda tangan Cop dan tanda tangan
Nama Jelas : NamalJelas:  Syam Nugroho
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01

‘Pengisiah formulir

T8

#” Pembangunan gedung
pelaksana PT Jaya
Karya, perencana

konstruksi Tuan
24Ky, hilai kontrak

RP5.000.000.000

v

‘Pemotongan PPh Pasal ¢

avat (2)

v

‘Pemungutan PPN

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal ¢

(¢)]

v

‘Pengecekan keabsahan
faktur pajak dan pengisian
SSP

v

Menyetorkan PPh Pasal ¢
(2)/ PPN Yang dipotong
dengan SSP (Rp¢5.000.000

+TRp2.000.000)

v

Melaporkan PPh Pasal #2)
yang dipungut dalam SPT
Masa PPh Pasal «2)

v

Melaporkan PPN Yang
dipungut dalam SPT Masa
PPN

78




‘Pengisian formulir

T8

# Pembangunan
gedung pelaksana PT
Java Karya,
perencana Konstruksi
Tuan 2aky, nilai
Kontrak

"Rp5.000.000.000

v

‘Pemotongah PPh Pasal ¢

ayat (2)

v

‘Pemungutan PPN

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal ¢
@)

v

‘Pengecekan keabsahan
faktur pajak dan

pengisian SSP

v

Menyetorkan PPh Pasal ¢
(2)2/ PPN Yang dipotong
dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal
«2)
yang dipotong dalam

SPT Masa PPh Pasal 4(2)

v

Melaporkan PPN yang
dipungut dalam SPT
Masa PPN

Pengisian SPT Masa PPh
2011

Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juni

DEPARTEMEN
KEUANGAN R

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)

D SPT Normal
[ sPT Pembetutanke-

DIREKTORAT Formulir

Masa Pajak

JENDERAL PAJAK

untuk
Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

| R P O

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

a. Bunga Deposito/Tabungan
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri
2) Yang ditempatkan di Luar Negen
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
c. JasaGiro
2. Transaksi Penjualan Saham
a. Saham Pendiri
b. Bukan Saham Pendiri
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara
4. Hadiah Undian
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh
6. Jasa Konstruksi
a. Perencana Konstruksi
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh
b. Pelaksana Konstruksi
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh
c. Pengawas Konstruksi
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh
7. Wajb Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas
Tanah/Bangunan

Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang
Diperdagangkan di Bursa

Dalam Negeri
11. Penghasilan Tertentu Lainnya
a
b.
c

1. NPWP Pl ElTlr] 1] E1-B T o Jo Jo ]
2. Nama HElND H A IR [A [ NSPlEKTORAT w i [ Ja v |8
3. Alamat b I T € [R [a In o 2 | I« mn B8 i

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro

8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada

10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi

411128/404
411128/404
411128/404
411128/404

411128/407
411128/407
411128/401
411128/405

411128/403
411128/403

411128/409
411128/409

411128/409
411128/409

1.500.000.000

411128/409
411128/409

411128/402

4111280417

411128/418

411128/419

JUMLAH

d 1.550.000.000 H 47.000.000

Terbilang : empat puluh tujuh juta rupiah

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. [X] surat Setoran Pajak
2. [X7] Dattar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final
3. [X7] Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal
4 Surat Kuasa Khusus

I 1 lembar.

Pasal 4 ayat (2).
4 ayat (2)

P

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadan sepenuhnya akan segala akbalnya (ermasuk Sanksr Sanks| sesual gengan Ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas beserta

lampiran-lampirannya adalah benar. lengkap dan jelas Langsung dari WP
[XT] PEMOTONG PAJAKPIMPINAN [ kuasa wasis PAIAK [ metatui pos
Nama EEIND A5 AR [A T wl IR b lamie 1 T ] [ T J2lo0] 1]
N EEL] EEE) G GEL] & lanooall o | tanamr |
Tanda Tangan & Cap ﬂ Tanggal [2_Jo Jo [7 T2Tof1 [1 | [randa Tangan
/{//’,, /;,/ tanggal| bulan tahun
7
F1.1.32.08 Tampiran 1.1 Peraturan DItektur Jenderal Pajak Nomor PER. SHPJ/2009
- -




Daftar Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

DEPARTEMEN
KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)

Masa Pajak

LTe]/ o]

No| NPWP

Nama

Bukti Pemotongan/Pemungutan

Nomor Tanggal

Nilai Obyek
Pajak (Rp)

PPh yang Dipotong
IDipungut (Rp)

w @

3

@ )

6)

@

09.573.882.9-331.000

Zaky

122/potput-final/2011

6 Juni 2011

50.000.000

2.000.000

01.234.567.8-331.000

PT. Jaya Karya

123/potput-finali201 1

21 Juni 2011

1.500.000.000

45.000.000

JUMLAH

1.550.000.000

47.000.000

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN

KUASA WAJIB PAJAK

Tanggal

Nama |a |E |N |D |A |H |A |R |A

s Tp Je fc o

Wl LT 11

e oo I

Lol T

bulan

tanggall

tahun

prp bl ] s

bl ]

bl

[Tanda Tangan & Cao

Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009

‘Pengisian formulir
T8

#° Pembangunan
gedung pelaksaha PT
Jaya Karya,
perencana
konstruksi Tuan
Zaky, nilai kontrak

"RP5.000.000.000

v

‘Pemotongan PPh Pasal ¢

ayat (2)

v

Pemungutan PPN

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal ¢
@

v

‘Pengecekan keabsahan
faktur pajak dan
pengisian SSP

v

Menyetorkan PPh Pasal
4(22/ PPN vang
dipotong dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal
4)
yang dipotong dalam
SPT Masa PPh Pasal #(2)

v

Melaporkan PPN yang
dipungut dalam SPT
Masa PPN




‘Pengisian formulir

T8

& Pembangunan gedung
pelaksana PT JaYa
Karya, perencana
Konstruksi Tuan
2aky, nilai kontrak

TRp5.000.000.000

v

‘Pemotongah PPh Pasal ¢

ayat (2

v

‘Pemungutan PPN

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal ¢
@

v

‘Pengecekan keabsahan
faktur pajak dan pengisian
SSP

v

Menyetorkan PPh Pasal ¢
(2)2/ PPN yang dipotong
dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal #(2)
yang dipotong dalam SPT
Masa PPh Pasal 42)

v

Melaporkan PPN Yang
dipungut dalam SPT Masa
PPN

Faktur Pajak

Lembarke-2:  Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP
sebagai bukti Pajak Keluaran
FAKTUR PAJAK
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-11.00000037
Pengusaha Kena Pajak
Nama PT. Jaya Karya
Alamat JI. Pemuda No. 35, Jambi
NPWP 01.234.567.8-331.000
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak
Nama Bendahara Itwilprop Jambi
Alamat JI. Veteran No.2-4, Jambi
NPWP 00.987.654.3-331.000
No Harga Jual/Penggantian/Uang
Um.l Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak Muka/Termin
(Rp)

1 |Jasa Pelaksanaan Konstruksi Temin | 1,500,000,000
Harga-JualRenggantianiang-MukalTermin 4 1,500,000,000
Dikurangi Potongan Harga -
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima -
Dasar Pengenaan Pajak 1,500,000,000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 150,000,000
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif DPP PPn BM
...... % Rp. oo Rp. oo Jambi , 15 Juni 2011
% Rp. ... R Rp. .o
i o Rp. . Rp. m
...... % Rp. .. R Rp. . ﬁ
Jumlah Rp. ...
Nama Ray Mulyana

*) Coret yang tidak periu




Lembarke-2:  Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP
sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :  020.000-11.00000002
Pengusaha Kena Pajak
Nama . Zaky
Alamat : Graha Telanai Pura Blok M No.7, Jambi
NPWP : 09.573.882.9-331.000
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak
Nama : Bendahara Itwilprop Jambi
Alamat : JI. Veteran No.2-4, Jambi
NPWP : 00.987.654.3-331.000
No Harga Jual/Penggantian/Uang
. Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak Muka/Termin
unt Rp)

1 |Jasa Perencanaan Konstruksi 50,000,000
Harga-dualPenggantianang-Mukadermn °) 50,000,000
Dikurangi Potongan Harga -
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima -
Dasar Pengenaan Pajak 50,000,000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 5,000,000
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif DPP PPn BM
% Rp. ... Rp. .. Jambi . 1Juni 2011
% Rp. . Rp.. -
% Rp Rp. ... . i
% Rp Rp
Jumlah Rp. oo 2

*) Coret yang tidak peru

“Pengisian formulir

#° Pembangunan
gedung pelaksana PT
Jaya Karya,
perencana
konstruksi Tuan
Zaky, nilai kontrak

Rp5.000.000.000

v

‘Pemotongan PPh Pasal ¢

ayat (2)

v

‘Pemungutan PPN

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal ¢
@

v

‘Pengecekah keabsahan
faktur pajak dan

pengisian SSP

v

Menyetorkan PPh Pasal
4(22/ PPN vang
dipotong dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal
%)
Yyahg dipotong dalam
SPT Masa PPh Pasal #2)

v

Melaporkan PPN Yang
dipungut dalam SPT
Masa PPN

82




‘Pengisian formulir
T8

#” Pembangunan gedung
pelaksana PT Jaya
Karya, perencana
Kkonstruksi Tuah 2akKy,
hilai kontrak

RP5.000.000.000

v

‘Pemotongah PPh Pasal ¢

ayat (2

v

Pemungutan PPN

v

Membuat bukti

pemotongan PPh Pasal ¢ (2)

v

‘Pengecekah keabsahan
faktur pajak dan pengisian
SSP

v

Menyetorkan PPh Pasal ¢
(22 / PPN Yang dipotong
dengah SSP

v

Melaporiah PPh Pasal #2)
yang dipotong dalam SPT
Masa PPh Pasal «2)

v

Melaporkan PPN yahg
dipungut dalam SPT Masa
PPN

Pembuatan SSP PPN

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

[1]

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP colode] [2dzla) Lslel7] Lel L[zlzl: oJolo

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajok yang dimiliki
NAMA WP

PT. Jaya Karya

ALAMAT WP JI. Pemuda No.35, Jambi

NOP =||||||||||||||||||||||||_]

Diisi sesuoi dengan Nomor Objek Pojok

ALAMAT OP
. . Uraian y :
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran PPN Jasa Konstruksi oleh Pemungut PPN Dalam Negeri
Lalaladolala] lololo]
Masa Pajak

Jan | Feb | Mar [ Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des Tahun Pajak

x [ [ 1 [ 1 1] Lalols]s]

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor 3 TR b4 BT A A B b

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Diisi Tahun terutangnya Pajok

Jumlah Pembayaran Rp150,000,000
Terbilang : seratus lima puluh juta rupiah

Diisi dengan rupiah penuh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor

Tanggal Jambi , Tanggal 21 Juni 2011
Cap dan tanda tangan

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : Nama Jelas :

Syam Nugroho

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran




DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

LEMBAR

[1]

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP

o lolsl [slzls] Lelel2] |eof [3lsl:] [eolofo]

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pojok yang dimiliki
NAMA WP Zaky

ALAMAT WP Graha Telanai Pura Blok M No.7, Jambi
NoP ||||||||||||||||||||||||_|
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajok
ALAMAT OP
Uraian P :
Kode Akun Pajak Kode Jenis Set .
e Akun Paja € Jenis Setoran PPN Jasa Konstruksi oleh Pemungut PPN Dalam Negeri
Lalalalolals] [olo]o]
Masa Pajak " ok
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei [ Jun Jul Ags | Sep | Okt | Nov | Des Tahun Paja
X [2lols]s]
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai deng untuk masa yang berk D:mruhunmulangnyai’agk
Nomor S IR A 4 B A B A . A
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran : Rp5,000,000 Diisi dengan rupiah penuh
Terbilang : lima juta rupiah
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal Jambi , Tanggal  Juni2011
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas: NamaJelas:  Syam Nugroho
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01

‘Pengisian fortmulir

T8

#” Pembangunan gedung
pelaksana PT JaYa
Karya, perencana
konstruksi Tuan Zaky,
hilai kontrak

"Rp5.000.000.000

v

‘Pemotongan PPh Pasal ¢

avat (2)

v

‘Pemungutan PPN

v

Membuat bukti

pemotongan PPh Pasal 4 (2)

v

‘Pengecekan keabsahan
faktur pajak dan pengisian
SSP

v

Menyetorkan PPh Pasal ¢
(2)2/ PPN yang dipotong
dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal 4(2)
Yyang dipotong dalam SPT
Masa PPh Pasal 4(2)

v

Melaporkan PPN yang
dipungut dalam SPT Masa
PPN

84




Pengisian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN Masa Pajak Juni

‘Pengisian formulir
#” Pembangunan gedung SURAT PEMBERITAHUAN MASA FORMULIR
pelaksana PT Jaya \ PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
/ BAGI PEMUNGUT PPN
IR R DEPAXTENEN KEUANGAN Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN 1107 PUT
Konstruksi Tuan Zaky, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Beri tanda X dalam yang sesuai
hilai kontrak X ) .
Nama Pemungut ~ : Bendahara Itwilprop Jambi Newp 0] FET] EEE] B -BEIT] PRI
[R2=ccoebiece [Alamat :JL Veteran No.2-4, Jambi Masa  : [O[9] sd. -2
* No. Telp : PembetulanKe: ... | (S )
‘Pemotongan PPh Pasal ¢ Usaha
ayat (2)
* A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH
1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp 155.000.000 (7]
‘Pemungutan PPN . . -
PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp
* Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM Rp 155.000.000
melalui KPPN
Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal ¢ (2) 2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp
* PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Rp

‘Pengecekan keabsahan Pengeluaran

faktur pajak dan pengisian |
{B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH

SSP PPN yang dipungut Rp @
* PPn BM yang dipungut Rp
Menyetorkan PPh Pasal ¢ Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut Rp

ctapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

22/pRiyaned ng Lampiran : D Surat Kuasa Khusus
@
dengan H
gan 6EP z ssp
¥ g
3 1 PPN sebanyak eveeennnn2 Lembar Rp 155.000.000
3
Metaporkan PPh Pasal 4(2) é 2 PPnBM sebanyak ............. Lembar L3
yang dipotong dalam SPT §a D
Masa PPh Pasal 4(2) H
reompsraan Jambi, 22 Juli 2011
Melaporkan PPN yang Dengan menyadar sepensbings ok sgla affatnys, sapa menyatafn b
apa yang telaf sapa bernahukan di atas beserta ampiran-lampirameya adalafi Kuasa Bendaharawan/Pengurus
dipungut dalam SPT Masa ensr, nghiop,jrlos o tidst Berparat -
Tanda tangan e S
PPN Nama Jelas Syam Nugroho
D Pemungut Jabatan Bendahara ltwilprop jambi
D Kuasa Cap Perusahaan

e —
F.1.2.32.02




LAMPIRAN
DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT

sd.

1

OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

FORMULIR

1107
PUT 1

JUMLAH - dipindahkan ke Formull

ir 1107 PUT

NAMA PEMUNGUT Bendahara ltwilprop Jambi
NPWP 00.987.654.3-331.000
FAKTUR PAJAK Kode dan Nomor Tanggal Bayar Tanggal Setor
No. Nama Rekanan NPWP Rekanan Seri FP Yang DPP (Rupiah) | PPN (Rupiah) [PPn BM (Rupiah}
Kode dan Nomor Seri Tanggal Diganti Tagihan PPN PPn BM

A. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN

U Zaky 08.756.432.2-111.000 020.000-11.00000002 01-06-2011 50,000,000 5,000,000 06-06-2011 06-06-2011

e PT.Jaya Karya 01.234.567.8-331.000 020.000-11.00000037 15/06/2011 1500.000.000 150.000.000 20/06/2011 20/06/2011

3

4

5

dst

155,000,000

B. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN

dst

JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT

C. JUMLAH (A+B)

D.12.32.03




Pengisian formulir
19

f Pembebasan tanah
atas nama Nasrun
800m x Rp400.000 dan
ibu Mega 1.200m x

Rp400.000

v

Pemotongan PPh Pasal 4
ayat (2)
Nasrun (800m x Rp400.000

x 5%)

v

Menyetorkan PPh Pasal 4

(2)2 dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal 4(2)
yang dipotong dalam SPT

Masa PPh Pasal 4(2)

6. Pengisian formulir untuk T9

Pembuatan SSP PPh Final Pasal 4 ayaft (2)

SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP)
Untuk Arsip Wajib Pajak
NPWP sl e] e s s] lz_2 3] o] |lz_2 1] [0 0o o]
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajok yang dimiliki
NAMA WP NASRUN
ALAMAT WP HULU SUNGAI TENGAH, BARABAI
NOP : e 3] |o 7] |o 4 of [0 0 5] |as 1] [0 0 1 o] |o]
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pojok
ALAMAT OP HULU SUNGAI TENGAH, BARABAI
Kode Akun Palek Kode Jends Setor Uraian Pembayaran : PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
e Akun Paja nissetoran ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
la 1.1 1 2 8] la o 2]
Masa Pajak N
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | sep | okt | Nov | Des Tahun Pajak
[ I~ T T T T T T T 7 |01
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pojok

Nomor Ketetapan S IR v B 2 B V2 T v
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp16.000.000,00 Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang: ENAM BELAS JUTA RUPIAH

Waijib Pajak / Penyetor
BARABAI , Tanggal

7w

Bendahara Dinas Perhubufigan Kab. Hulu Sungai Tengah
Nama Jelas : Wahyono

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal ...
Cap dan tanda tangon

Maret 2011

Nama Jelas :

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01
S




SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.l. LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP)
Untuk Arsip Wajib Pajak
NPWP colo 2] [6 1 a] [2.8 af |o] |7_2 1] |o o of
Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajok yang dimiliki
NAMA WP : MEGA
ALAMAT WP HULU SUNGAI TENGAH, BARABAI
NOP o6 3] [o 7] |o 4 of [0 0 5] [as 1] |oo s a] |of
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP HULU SUNGAI TENGAH, BARABAI
ode Ak Paiak Xode senis Seto Uraian Pembayaran:  PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
¢ Akun Paja nissetoran ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
la 1 1 1 2 8] la 0 2]
Masa Pajak .
Jan | Feb | Mar [ Apr | Mei [ Jun | Jul | Ags [ Sep [ okt [ Nov | Des Tahun Pajak
x [ [ [ [ [ T [ 1T 1 201 1]
Beri tanda silang (x) po bulan, sesuai de untuk masa Diisi Tahun terutangnya Pojok
Nomor Ketetapan o IR vl BT A B ] T A

Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp24.000.000,00 Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang:  DUA PULUH EMPAT JUTA RUPIAH

Wajib Pajak / Penyetor
BARABAI , Tanggal Maret 2011

?)W

Bendahara Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Tengah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal ...
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : Nama Jelas : Wahyono
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01

‘Pengisian formulir

# Pembebasan tanah
atas nama Nasrun

800m X RP%00.000 dan
ibu Mega 1.200m x

Rp400.000

v

‘Pemotongan PPh Pasal ¢
ayat (2)
Mega (1.200m X RP¥00.000

X 5%)

v

Menyetorkan PPh Pasal ¢

(212 dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal #(2)
yang dipotong dalam SPT
Masa PPh Pasal (2)

88




‘Pengisian formulir

# Pembebasan tanah
atas hama Nasrun
800M X RP#00.000

dan ibu Mega 1.200m

X Rp%00.000

v

‘Pemotongan PPh Pasal ¢
ayat (2)

v

Menyetorkan PPh Pasal ¢
(2)2 dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal
42)
Yyang dipotong dalam SPT
Masa PPh Pasal 4(2)

Pengisian SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)

DEPARTEMEN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA [X] sPT Normal
KEUANGAN R1. PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) []sPT Pembetulan Ke- ___
DIREKTORAT Formulir ini untuk Masa Pajak

JENDERAL PAJAK Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) r2JoJ1 1]

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1
2
3.

NPWP [0]0] [6lols 71514] [o] -[7]2 oJo]o
Nama sle[n]D o] 1 INJAlS plelrlH slulnfclaln] Ixlals] [ufulcful |
Alamat Hlult]u sJTulnTGTAT TIE[N AlH slalrlale[al [ T T T T 11

N

o s w

o

~

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro
a. Bunga Deposito/Tabungan

1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri 411128/404

2) Yang ditempatkan di Luar Negeri 411128/404

b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia 411128/404

c. JasaGiro 411128/404
Transaksi Penjualan Saham

a. Saham Pendin 411128/407

b. Bukan Saham Pendir 411128/407

Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara 411128/401

Hadiah Undian 411128/405
Tanah dan/atau

a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak 411128/403

b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh 411128/403

Jasa Konstruksi
a. Perencana Konstruksi

1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 411128/409

2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh 411128/409
b. Pelaksana Konstruksi

1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 411128/409

2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh 411128/409
c. Pengawas Konstruksi

1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 411128/409

2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh
Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas
Tanah/Bangunan

Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada
Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi

Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang
Diperdagangkan di Bursa

Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri

Penghasilan Tertentu Lainnya

411128/409

1. [X] surat Setoran Pajak 2 lembar.

2. [] Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2)
3. E Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) |:| lembar.

Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

perundang-undangan

Dengan menyadan sepenuhnya akan segala akibalnya lermasuk Sanksi-sanks! sesual dengan Ketentuan
yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta

|SPT Masa Diterima: 1

pi adalah benar, lengkap dan jelas. Langsung dari WP
[X] PEMOTONG PAJAKPIMPINAN [] xuasawauis PAIAK [ Melalui Pos
Nama BIEIND] P NIRRT PlERBLE] K oI Z;I:l_|_|_'im_|_‘
O ] - 5 |tanggal| butan tahun
Tanda Tangan & Cap Tanggal [2 Jo Jo Ja [2fo]1 |1 | Tanda Tangan
/.(a/ ) tanggal| buian Tahun

Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009




7. Pengisian formulir untuk T11

Pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 23

-— -
Lembar ke-1 untuk - Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk - Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA GORONTALO ™
| BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 |
| Nomor : 0002/23XYZ02/2011 _(2) |
NPWP [oT2] - [A1= - [Z1a13 - [1212] - [oJoTo @
Nama clv s[E AlP L T T T T T ITT1]
Alamat B[A[N]YTuloJoINTOl TGIolrIOINITTATL]O! [ T T T T TTT1
Jumiah Tarif Lebih Tarif PPh yang
No. Jenis Penghasilan Penghasilan Bruto |Tinggi 100% (Tdk| (%) Dipotong
(Rp) ber-NPWP) (Rp)
) @ ©)
1. |Dividen ) 1 15%
2. |Bunga " 1 15%
3. |Royatti 1 15%
4. |Hadiah dan penghargaan [:I 15%
5. |sewa dan Penghasilan lain sehubung
an dengan penggunaan harta ***) :I 2%
6. |Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa
Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK
244/PMK.03/2008:
a. Jasa Teknik 1 2%
b. Jasa Manajemen E 2%
c. Jasa Konsultan 1 2%
d. Jasa lain :
1) Jasa Catering 3,500,000 [ 2% 70,000
2) 1 2%
3 [ I
o o I
5) C 1 2%
6) .  — 2%
JUMLAH 3,500,000 70,000

Terbilang |Tujuh Puluh Ribu

Perhatian

1. Jumiah Pajak Penghasilan Pasal
23 yang dipotong di atas
merupakan angsuran atas Pajak
Penghasilan yang terutang untuk
tahun pajak yang bersangkutan.
Simpanlah bukti pemotongan ini
baik-baik untuk diperhitungkan
sebagai kredit pajak

Bukti Pemotongan ini dianggap
sah apabila diisi dengan lengkap
dan benar.

N

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi da!
yang

) Tidak

newe :[o]o]-[e][7]5] - [aTel2] - [0] - [e]212] - [eolo]
:IB EINIDI IP EIMIDIAI IGIOIR OINITIA LIOI

kepada anggota WP Orang Pribadi
Kecuali sewa tanah dan bangunan.
Apabila kurang harap diisi sendiri

F.1.1.33.06
—

Lampiran IV 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009

lam negeri
oleh koperasi

Gorontalo, 25 Februari 2011 (4)

Pemotong Pajak

(5)

Bagus (6)

‘Pengisian formulir

TI2

& Pembayaran jasa
catering
RP3.500.000 kepada

CV Sedap

v

‘Pemotongan PPh Pasal

23 (2% X RP3.500.000)

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal

23

v

Menyetorkan PPh Pasal
23 dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal
23
Yyang dipotong dalam
SPT Masa PPh Pasal
23/26




‘Pengisian formulir

# Pembayaran jasa
catering
TRP3.500.000 kepada

CV Sedap

v

‘Pemotongan PPh Pasal

23 (2% X Rp3.500.000)

v

Membuat buiti
pemotongan PPh Pasal
23

v

Menyetorkan PPh Pasal
23 dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal
23
Yyang dipotong dalam
SPT Masa PPh Pasal
23/26

Pembuatan SSP PPh Pasal 23

SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ( SS P )

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP c o o] |8 7 s] a6 o] [of [& 2 2] [0 0 o]
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP BENDAHARA PEMDA GORONTALO

ALAMAT WP BANYUDONO GORONTALO

NoP =[1|I|||11][|1||11|lllllu

Disi sesuai dengan Nomor Objek Pajok

ALAMAT OP
Uraian Pembayaran : SETORAN MASA PPh PASAL 23
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
la 11 1 2 4 |1 0 o]
Masa Pajak
Jan Feb Mar | Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Tahun Pajak

X | 2 01 1 | |
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Disi Tohun terutangnyo Pojak

Nomor NIRRT SN A BN V2 B P2 B VA

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atou SKPKBT

Jumlah Pembayaran Rp70,000.00
Terbilang:  TUJUH PULUH RIBU RUPIAH

Diisidengan rupiah penuh

Wajib Pajak / Penyetor
Gorontalo , Tanggal 07-Mar-11

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

LETIT:7-Z] [R—
Cap don tanda tangan

Bendahara Pemda Gorontalo

Nama Jelas : Nama Jelas : Bagus

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01




Pengisian SPT Masa PPh Pasal 23

DEPARTEMEN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA [XJ SPT Normal
KEUANGAN RI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 [ sPT Pembetulan Ke-
DIREKTORAT Fomulir ini untuk Wasa Pajak
JENDERAL PAJAK Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 [o12] Toli11]
_BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAKWAJIB PAJAK
1.NPwP : [0Jo] [8T7I5] [4Tel9] [o] -[8T212] [oJolo
2. Nama : E[N]DJATH]ATR]A P M[DJA] [Glo[r[OIN[TIAJLIO]l | | [ [ | [ |
3. Alamat ¢ AINTYTUTDJOINTOT TGTOIRIOINITTATL]O N I N O O |
BAGIAN B. OBJEK PAJAK
1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong
Jumlah PPhyang
Uraian KAP/KJS
Bruto (Rp) (Rp)
(G @
1. Dividen *) 411124101
2. Bunga ™) 4111241102
3. Royalti 4111241103
4. Hadiah dan penghargaan 411124/100
5. Sewadan lain dengan hata**)| 4111247100
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lan
sesuai dengan PMK-244/PMK 03/2008
a. Jasa Teknik 4111241104
b. Jasa Manajemen 4111241104
¢. Jasa Konsultan 411124/104
d. Jasalain :****)
1) Jasa Catering 3,500,000 70,000
2)
3)
7.
JUMLAH 3,500,000 70,000

Terbilang _ Tujuh Puluh Ribu Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong

U KAP/KJS Jumlah Penghasilan | Perkiraan Pengha TPPh yang Dipotong
Bruto (Rp) silan Neto (%) (Rp)
m @) €] @ ©
1. Dividen 4111277101
2. Bunga 411127/102
3. Royalti 411127/103
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan
penggunaan harta ng 9a 4111271100
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, peker jaan dan
Kegiatan 411127/104
6. Hadiah dan penghargaan 411127/100
7. Pensiun dan pembayaran berkala 411127100
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai 411127/102
9. Keuntungan karena pembebasan utang 411127/100
10. Penjualan harta di Indonesia 411127/100
11. Premi asuransi/reasuransi 411127/100
12. Penghasilan dari pengalihan saham 411127/100
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak 411127/105
JUMLAH

Terbilang

") Ticah tormasuk Ghacen Kepaca WP Orang PADAG Dalam Neger
~) Ticak termasuk bunga simpanan yang dbayarkan oleh koperasi kepada WP OP.

=) Kecual sowa tanah dan
“*) Apatula kurang harap dibuat lampiran tersendel.

BAGIAN C. LAMPIRAN
1 Surat Setoran Pajak 1] lembar
2. [X] Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26

3. [X] Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26

4. [[] surat Kuasa Khusus
5. [JLegalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisi yang masin|
lembar _ berlaku. dalam hal PPh Pasal 26 dihtung berdasarkan tari
Peanjian Penghindaran Pajak Berganda (P38)

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

jan_menyadar sepenunnya akan segala aKibalnya [eMMasuk Sanksi-sanksi sesual dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya asa diterima -
L d:

beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar. lengkap dan jelas ] lari WP
[X] PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN  [] KUASA WAJIB PAJAK [] Melalui Pos

Nama B]E[N[DJATH[ATR]A] [PIE[M[DJA] JG[O[R[OIN[T[AIL]O 3 [T T2Tol 11
NPWP 817151 [alel9] [0 - [(8T212] [0T0 8 (enooel - buden o
Tanda Tangan & Cap Tanggal [1]S5J0]3]2 1]1] Tanda tangan
tanggal  butan tahun
T1.1.3203 Tampiran V.1 Peraturan DireKtur Jenderal Pajok Nomor PER-SIPI2008

‘Pengisian formulir

#” Pembayaran jasa
catering
Rp3.500.000 kepada

CV Sedap

v

‘Pemotongan PPh Pasal

23 (2% X Rp3.500.000)

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal
23

v

Menyetorkan PPh Pasal
23 dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal
23
yang dipotong dalam
SPT Masa PPh Pasal

23/26

92




‘Pengisian formulir

#” Pembayaran jasa
Catering Rp3.500.000

kepada CV Sedap

v

‘Pemotongan PPh Pasal 23

(2% X RpP3.500.000)

v

Membuat bukti

pemotongan PPh Pasal 23

v

Menyetorkan PPh Pasal 23

dengah SSP

v

Melaporkan PPh Pasal 23
yang dipotong dalam SPT
Masa PPh Pasal 23/26

- -_—
DEPARTEMEN
KEUANGAN RI DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh Masa Pajak
DIREKTORAT PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 1[2ToT1]1]
JENDERAL PAJAK
Bukti Pemotongan Nilai Obyek Pajak |PPh yang Dipotong
No. NPWP Nama Nomor | Tanggal (Rp) (Rp)
[0 ()] G (&)
|A. PPh PASAL 23
1 | 02.425.743.2-822.000_|CV Sedap W01/25020272011 | 25/02/2011 3,500,000 70,000
2
3
4
5
s
7
8
9
10
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
dst.
JUMLAH 3,500,000 70,000
E. PPh PASAL 26
1
2
3
4
5
6
7
B
9
10
1
12
13
14
15
dst.
JUMLAH
PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN [ ] KUASA WAJIB PAJAK Tanggal [1]5]o[3T2]0[1]1]
Nama  [BIE[N[D] [P[E[M[D[A] [G[o[R[O[N[T[A[L[O] [ [ ] e e
NPWP [eT7T5] [aTele] [o] [eI2T12] [oToTo]

D.1.1.32.05

Lampiran IV.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009




8. Pengisian formulir untuk T12

Pembuatan SSP PPh Pasal 22

SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.l.

LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP)

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP Lo 2] a2 5] [3 4 7] 2] |s 27 0.0 0

Diisi sesuaf dengan Nomar Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PTGARMINDO

ALAMAT WP ;' MAJOSONGO BOYOLALI

NOP O T N AT [ RSN I NI I T TR I |

Diisi sesuaf dengan Nomar Objek Pajak

ALAMAT OP
Uraian Pembayaran : SETORAN PPh PASAL 22
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
MASA FEBRUARI
4 11 1 2 2] [1 0 o0
Masa Pajak .
Jan | Feb | Mar | Apr I Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des LLLEL

x [ [ 1T T T 1T T T T T ] [2014]

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor S IR vA B VA T P A )

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 150.000,00

Diisidengan rupiah penuh
Terbilang:  SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak / Penyetor
Tanggal ... Boyolali , Tamggal  23-Feb-11
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Bendahara Dinas Pendidikan Kab Boyolali
Nama Jelas : Nama Jelas : Handayani

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

‘Pengisian formulir

T2

#” Dinas Pendidikan
Boyolali membuat
kontrak pembuatan
baju seragam dengan
PT Garmindo,
spesifikasi ditentukan
dinas pendidikan.
& Biava pengerjaan
RP60.000.000, biaya
bahan tambahan

"Rp10.000.000

v

‘Pemotongan PPh Pasal 23
atas jasa makion (2% %

Rp60.000.000)

v

‘Pemungutan PPh Pasal 22
atas biaya bahan
tambahan (1.5% X

"Rp10.000.000)

v

Membuat bukti

pemotongan PPh Pasal 23

v

‘Pengecekan keabsahan

faktur pajak

v

Menyetorkan PPh Pasal

22/23/PPN dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal
22/23/PPN
Yyang dipotong/dipungut
dalam SPT Masa PPh
Pasal 22/23/PPN

94




“Pengisian formulir

# Dinas Pendidikan
Boyolali membuat
Kontrak pembuatan
baju seragam dengan
PT Garmindo,
spesifikasi
ditentukan dinas
pendidikan.
# Biaya pengerjaan
RpP60.000.000, biaya
bahan tambahan

Rp10.000.000

v

‘Pemotongah PPh Pasal
23 atas jasa maklon (2% %

TRp60.000.000)

v

‘Pemungutan PPh Pasal
22 atas biaya bahan
tambahan (1.5% X

Rp10.000.000)

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal
23

v

‘Pengecekan keabsahan

faktur pajak

v

Menyetorkan PPh Pasal

22/23(PPN dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal
22/23/PPN
yang dipotong/dipungut
dalam SPT Masa PPh
Pasal 22/23/PPN

Pengisian SPT Masa PPh Pasal 22

| |
T
e AR EIER SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA [X] spt normar
7 KEUANGAN R.l. PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 [1 seT pembetulan Ke-
DIREKTORAT Formulirini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Masa Pajak
<" JENDERAL PAJAK Pajak Penghasilan Pasal 22 1 [2To] 1] 1]

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAKIWAJIB PAJAK

1 newe - [0]o0 5] 715 olela] [o] -[E1217 0]o]o

2. Nama :[B]JEIN]D Dl |nNfA]S PIEIN[D BJo[YJoJ ATt T T T T 11
3 Alamat [MJOJJ[O[S|ON]G]O BJOJYJOJL]AJLLT T T T T IITTT]

o

7

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Badan Usaha Industri/Eksportir
Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah
Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan
Tertentu Yang Ditunjuk

Nilai Impor Bank Devisa/Ditien Bea dan Cukai®)
a. APl

b. NonAPI

Hasil Lelang (Ditjien Bea dan Cukai)

Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha
Selain Pertamina

a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)

b. Pihak lain (Tidak Final)

411122/100

411122/403

411122100

411122/100

10,000,000 150.000

411122100

411122/100

411122t401

411122100

JUMLAH

10,000,000

Terbilang seratus lima puluh ribu rupiah

150.000

) Coret yang tidak periu
BAGIAN C. LAMPIRAN

@ o &

8

Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).
Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh

Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan

importir atau Pembeli Barang sebanyak:

lembar

(Khusus untuk Badan Usaha Industn/Eksportir Tertentu. Ditjen Bea dan Cukai).

I:I Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industriflmportir Tertentu dan Ditien Bea dan Cukai).
D Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditien Bea dan Cukai).

I:I Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).

I:I Surat Kuasa Khusus.

7. [] risalan lelang (dalam hal pelaksanaan lelang)

lembar
(Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).
I:I 88P yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak ﬂ

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang beraku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya
beritahukan di atas beserta lampirandampirannya adalah benar. lengkap dan jelas.

SPT Masa Diterima
Langsung dan WP

PEMUNGUT PAJAKPINPINAN [ kuasawase Pasak [ metai Pos
Nama B[E[N]D] o[ i TnNTATS PIE[NTD] Blvy[L | § T T 1T Tzl T
NPWP EITs] el ] -Elzl- 0]o]o E|fanggaf| bulan | tahun |
Tanda Tangan & Cap - Tanggal [1]4Jofs]2Jo]1]1] Tanda Tangan
. fﬂ" itanggal} bulan § tahun

F.1.1.32.02

Lampiran lll.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009



DEPARTEMEN
KEUANGAN R
DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 22

Masa Pajak
1 nnnn

Surat Setoran Pajak

Nama

Nilai Obyek Pajak
(Rp)

PPhyang
Dipungut (Rp)

02.425.347.2-527.000 PT Garmindo

23 Februari 2011

10,000,000

150.000

b

JUMLAH

10.000.000

150,000

E PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN

KUASA WAJIB PAJAK

nama [B]€[NTo] Jof ]

[elelnlo] Te[MITTT]

Tanggal

1|4

ofs]2fof1]1

tanggal

bulan tahun

~|l«][]

wewe[ 0] o] [e]7]s] [e]e

[o] - (eT=217] [eleTol

Tanda Tangan & Cap

D.1.

1.32.04

Lampiran L2 Poraturan Direktur Jonderal Pajak Nomor PER- S3/PJ/2009

Pengisiah fortuliv

#” Dinas Pendidikan
Boyolali membuat
Kkontrak pembuatan
baju seragam dengan
PT Garmindo,
spesifikasi
ditentukan dinas
pendidikan.
& Biava pengerjaan
RP60.000.000, biaya
bahan tambahan

TRp10.000.000

v

‘Pemotongan PPh Pasal
23 atas jasa makKIon (2% X

Rp60.000.000)

v

‘Pemungutan PPh Pasal
22 atas biaya bahan
tambahan (1.5% X

"Rp10.000.000)

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal

23

v

‘Pengecekan Kkeabsahah

faktur pajak

v

Menyetorkah PPh Pasal
22/23/PPN dengah SSP

v

Melaporkan PPh Pasal
22/23/PPN
yang dipotong/dipungut
dalam SPT Masa PPh
Pasal 22/23/PPN




‘Pengisian formulir

#” Dinas Pendidikan
Boyolali membuat
kontrak pembuatan
baju seragam dengan
PT Garmindo,
spesifikasi ditentukan
dinas pendidikan.
# Biaya pengerjaan
TRP60.000.000; biaya
bahan tambahan

"Rp10.000.000

v

‘Pemotongan PPh Pasal 23
atas jasa maklon (2% X

RP60.000.000)

v

‘Pemungutan PPh Pasal 22
atas biaya bahan

tambahan

v

Membuat bukti

pemotongan PPh Pasal 23

v

‘Pengecekan keabsahan

faktur pajak

v

Menyetorkan PPh Pasal
22/23(PPN denganh SSP

v

Melaporkan PPh Pasal
22/23/PPN
Yyang dipotong/dipungut
dalam SPT Masa PPh
Pasal 22/23/PPN

Pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 23

Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi

kepada anggota WP Orang Pribadi
Kecuali sewa tanah dan bangunan.
Apabila kurang harap diisi sendiri

F.1.1.33.06

Handayani (6)

Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009

-
Lembar ke-1 untuk - Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk © Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BOYOLALI (&2
[ BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 |
Nomor : 0003/23XYZ02/2011
NPWP [012] - [a12T5] - 312171 - [2] - [51217] - [o]o]o @
Nama PIT[ [GIA[RIM[I[N]D[O [ T T T TTTT]
Alamat Moo Jol sToIN[G[o] elolvIo[LTA[L]T [TTTTTTT]
Jumlah Tarif Lebih Tarif PPh yang
No. Jenis Penghasilan Penghasilan Bruto [Tinggi 100% (Tak( 5/ Dipotong
(Rp) ber-NPWP) (Rp)
@ (€3] @
1. |Dividen *) 1 15%
2. |Bunga **) 1 15%
3. |Royalti 1 15%
4. |Hadiah dan penghargaan D 15%
5 Sewa dan Penghasilan lain sehubung
lan dengan penggunaan harta ***) I:' 2%
6. |Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa
Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK|
244/PMK.03/2008:
a. Jasa Teknik [: 2%
b. Jasa Manajemen : 2%
c. Jasa Konsultan :l 2%
d. Jasa lain :
1) Jasa Makion 60,000,000 [ 2% 1,200,000
2) 1 2%
B) 1 2%
B) 1 2%
5) i 1 2%
6) oo | — 2%
nesy
JUMLAH 1,200,000
Terbilang lsatu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Perhatian Boyolali, 23 Februari 2011 (4)
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal
23 yang dipotong di atas Pemotong Pajak (5)
merupakan angsuran atas Pajak
Penghasilan yang terutang untuk newe :[o]o]-[e[7]5] - [eTel4] - [0] - [5I217] - [eTolo]
tahun pajak yang bersangiutan Nama :[BIE[N]D] Jo[TINJATST TPTe[nIO[ TBINTL] ]
Simpanlah bukti pemotongan ini
baik-baik untuk diperhitungkan
sebagai kredit pajak )
2. Bukti Pemotongan ini dianggap ,{’Lv' .
sah apabila diisi dengan lengkap
dan benar () .




Pembuatan SSP PPh Pasal 23

SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP)
Untuk Arsip Wajib Pajak
NPWP c o of |8 7 s| le 6 a] o] [s 2 7] |o o o]
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajok dimiliki
NAMA WP BENDAHARA DINAS PENDIDIKAN KAB BOYOLALI
ALAMAT WP MAJOSONGO, BOYOLALI
NoP sl Lo e b b b L o 11
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
Kode Akun Pajak Kode Jenls Setoran Uraian Pembayaran : SETORAN MASA PPh PASAL 23
Ja 1.1 1 2 a] l1 0 o]
Masa Pajak
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des Tahun Pajak
[x [ [ T T T T T T T T 1 [2o0121
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuoi dengor untuk masa yang berk Diisi Tahun terutangnya Pajok

Nomor Ketetapan o T vl T A VA T A
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atou SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp1.200.000,00
Terbilang:  SATU JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH

Diisi dengan rupiah penuh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyetor
BOYOLALl , Tanggal Februari 2011

\J
Bendahara Dinas Pendidikan Kab Boyolali

Nama Jelas : Nama Jelas :

Handayani

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

- |F.203201

‘Pengisian formulir
T2

# Dinas Pendidikan
Boyolali membuat
kontrak pembuatan
baju seragam dengan
PT Garmindo,
spesifikasi ditentukan
dinas pendidikan.
# Biava pengerjaan
"RP60.000.000, biaya
bahan tambahan

TRp10.000.000

v

‘Pemotongan PPh Pasal 23
atas jasa makion (2% x

RP60.000.000)

v

‘Pemungutan PPh Pasal 22

atas biaya bahan tambahan

v

Membuat bukti

pemotongan PPh Pasal 23

v

‘Pengecekan keabsahah

faktur pajak

v

Menyetorkan PPh Pasal

22/23/PPN dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal
22/23/PPN
yang dipotong/dipungut
dalam SPT Masa PPh Pasal
22/23/PPN




‘Pengisian formulir

T2

# Dinas Pendidikan
Boyolali membuat
Kontrak pembuatan
baju seragam dengan
PT Garmindo,
spesifikasi ditentukan
dinas pendidikan.
# Biaya pengerjaan
RpP60.000.000, biaya
bahan tambahan

"RP10.000.000

v

‘Pemotonganh PPh Pasal 23
atas jasa maklon (2% X

RpP60.000.000)

v

‘Pemungutan PPh Pasal 22

atas biaya bahan tambahan

v

Membuat bukti

pemotongan PPh Pasal 23

v

‘Pengecekan keabsahan

faktur pajak

v

Menyetorkan PPh Pasal
22/23/PPN dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal
22/23/PPN
yang dipotong/dipungut
dalam SPT Masa PPh Pasal
22/23/PPN

Pengisian SPT Masa PPh Pasal 23

DEPARTEMEN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA SPT Normal
KEUANGAN RI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 [ sPT Pembetulan Ke- __
DIREKTORAT Formulir ini untuk Wasa Pajak
JENDERAL PAJAK Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 1 ZToTiI1]
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK
1.NPWP [ 8[7]5] [alele] [o]-[s1217 ofofo]
2. Nama N|ID DIIINJA|S PIEIN KIAI B OJLJAJL
3. Alamat : IMJO]J|O|S|OIN|G|O BI|OJYJOJL[AJL]T
BAGIAN B. OBJEK PAJAK
1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong —
Jumlah Penghasilan | PPh yang Dipotong
Uraian KAP/KJS B (Rp) (Rp)
i) @
1. Dividen *) 411124/101
2. Bunga ™) 411124/102
3. Royalti 411124/103
4. Hadiah dan penghargaan 411124/100
5. Sewadan lain dengan hata **)|  411124/100
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain
sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008
a. Jasa Teknik 411124/104
b. Jasa Manajemen 411124/104
c. JasaKonsultan 411124/104
d. Jasa lain ****)
;) Jasa Maklon 60,000,000 1,200,000
)
3)
7.
JUMLAH 60,000,000 1,200,000
Terbilang Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong
Jumlah Penghasilan | Perkiraan Pengha [PPh yang Dipotong|
Uraian KAP/KJS Bruto (Rp) silan Neto (%) (Rp)
@ @ (6] @ [CH
1. Dividen 411127101
2. Bunga 411127102
3. Royalti 411127103
4. Sewa dan Penghasian lain sehubungan 411127100
penggunaan harta
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, peker jaan dan | 4.0 0
kegiatan
6. Hadiah dan penghargaan 411127/100
7. Pensiun dan pembayaran berkala 411127/100
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai 4111271102
9. Keuntungan karena pembebasan utang 411127100
10. Penjualan harta di Indonesia 4111271100
11. Premi asuransi/reasuransi 411127/100
12. Penghasilan dari pengalihan saham 411127100
13._Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak 411127105
JUMLAH

Terbilang

") Tidak termasuk Ghiden kepada WP Orang Pribacs Dalam Negert

BAGIAN C. LAMPIRAN

*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dbayarkan oleh koperasi kepada WP OP.

=) Kecuall sewa tanah Gan bangunan,
=) Apabila kurang harap dibuat lamgiran tersendi.

Surat Setoran Pajak

3. [X] Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 danvatau Pasal

-

Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26

4. [] Surat Kuasa Khusus
5. [Juegaiisasi fotocopy Surat Keterangan Domisik yang masin
berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tari

26 lembar
—/ Penanian Penihincaran Poak Barganda (F3B)

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN
gan menyadar sepenuhnya akan segal

Tbatnya termasul
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya

beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar. lengkap dan jelas.

ARG S v 1 0100
asa ditenma -

[] Langsung dari WP

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN [] KUASA WAJIB PAJAK [] Melalui Pos
Nama [BTEINIDOT TOTTINTATST TPTE[NIOI TKTATBT TBIYILT ] |3 L I [ T2T0[ T |
NPWP [sT7T5] [oTeTa] [o] - (5T2071 2 oy e W
Tanda Tangan & Cap ) Tanggal [1]5Jof3]2JoJ1]1] Tanda tangan
f Tanggal _tulan tanon

F1.1.3203

Tampiran V.1 Peraturan Drrektur Jenderal Pajak Nomor PER-B3/PAI2006




DEPARTEMEN
KEUANGAN RI

DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh
PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

NPWP

Bukti Pemotongan

Nilai Obyek Pajak

PPh yang Dipotong
(Rp) (Rp)

)

Nama
@

Nomor | Tanggal
@ — o

@

(©)
Ph PASAL 23

02.425.347.2-527.000 |PT Garmindo

0001/23%v202/2011[21/02/2011

60,000,000 1,200,000

;’;,‘;,‘:Scoonqmuuuum-nF:

JUMLAH

60,000,000 1,200,000

|EX3

Ph PASAL 26

o|~|o|o|afwl )=

JUMLAH

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN

[ kuasa waJiB PAJAK

Tanggal [1[5[0[3]2]o]1]1]
Tongoel butan . tahun

Nama  [BIEINID] JD[T[NJAJS] [PIE[N[DO] JK[A[B] [BIV]L
NPWP [BI715] [eIel4] [0 [GIz17] [efelo] e
/
D.1.1.32.05 Lampiran IV.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
- L

‘Pengisian formulir

# Dinas Pendidikan
Boyolali membuat
Kkontrak pembuatan
baju seragam dengan
PT Garmindo,
spesifikasi ditentukan
dinas pendidikan.
#” Biaya pengerjaan
TRpP60.000.000, biaya
bahan tambahan

TRp10.000.000

v

‘Pemotongan PPh Pasal 23
atas jasa maklon (2% x

RP60.000.000)

v

‘Pemungutan PPh Pasal 22

atas biaya bahan tambahan

v

Membuat bukti

pemotongan PPh Pasal 23

v

‘Pengecekan keabsahah

faktur pajak

v

Menyetorkan PPh Pasal
22/23/PPN dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal
22/23/PPN
yang dipotong/dipungut
dalam SPT Masa PPh Pasal
22/23/PPN

100




‘Pengisian formulir

# Dinas Pendidikan
Boyolali membuat
kontrak pembuatan
baju seragam dengan
PT Garmindo,
spesifikasi ditentukan
dinas pendidikan.
# Biava pengerjaan
TRpP60.000.000, biaya
bahan tambahan

TRP10.000.000

v

‘Pemotongan PPh Pasal 23
atas jasa maklon (2% X

TRp60.000.000)

v

‘Pemungutan PPh Pasal 22

atas biaya bahan tambahan

v

Membuat bukti

pemotongah PPh Pasal 23

v

‘Pengecekah keabsahan

faktur pajak

v

Menyetorkan PPh Pasal
22/23/PPN dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal
22/23(PPN
Yyang dipotong/dipungut
dalam SPT Masa PPh Pasal
22/23/PPN

Faktur Pajak

Lembar ke-1

Untuk Pembei BKP/Penenma JKP
sebaga bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :  020.000-11.00000001

Pengusaha Kena Pajak

Nama PT Garmindo

Alamat Mojosongo Boyolali

NPWP 02425.347.2-527.000

Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak

Nama Bendahara Dinas Pendidikan Boyolali

Alamat Mojosongo Boyolali

NPWP 00.875.964.0-527.000

N Harga Jual/Penggantian/Uang

ot Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak MukafTermin

(Rp)
Jasa Maklon 70,000,000

Targa Jong Mokalermin sy 70,000,000
Dikurangi Potongan Harga .
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima -
Dasar Pengenaan Pajak 70,000,000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 7,000,000

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Tanif DPP PPn BM
% Rp. Rp.
% Rp. Rp.
% Rp. Rp.
% Rp Rp
Jumlah Rp.

Boyolali

. 21 Februan 2011

T /f

Budiman

*) Coret yang tidak perlu




Pengisian SSP PPN

SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SS P)
Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP o leda] Lelals] Lelalz]l L) Lslelzl Lelelo]
Diisi sesuoi dengon Nomor Pokok Wojib Pojok yong dimiiki
NAMA WP PT Garmindo
ALAMAT wWp Mojosongo Boyolali

NOP :||||||||||||||||||||||||_|

Disi sesuol dengan Nomor Objek Pojok

ALAMAT OP

Uraian Pembayaran :

K i
b PPN yang dipungut oleh Pemungut PPN dalam negeri

Lodolol

Kode Akun Pajak

Ledolalolals]

Masa Pajak )
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des Tahun Pajak

x| [ T [ [ [ [ T T ] Ldelsl]

Beritonda slong (x) pada kolom bulon, sesuoi dengon pembayoron untuk maso yong berkenaon Disi Tohun terutongnyo Pojok

Nomor S ENENET AN ) SR 2 B 2 B P

Dissi sesuol Nomor Ketetopon : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp7,000,000.00 Diisi dengon rupioh penuh
Terbilang : tujuh juta rupiah
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Waijib Pajak/Penyetor
Tanggal ... Boyolali , Tanggal Februari 2011
Cap dan tanda tangan
71D
Nama Jelas : NamaJelas:  Handayani
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01

‘Pengisiah formulir

T2

# Dinas Pendidikan
Bovyolali membuat
kontrak pembuatan baju
seragam dengan PT
Garmindo, spesifikasi
ditentukan dinas
pendidikan.

# Biava pengerjaan
TRp60.000.000, biaya
bahan tambahan

"Rp10.000.000

v

‘Pemotongan PPh Pasal 23
atas jasa maklon (2% X

RpP60.000.000)

v

‘Pemungutan PPh Pasal 22

atas biaya bahan tambahan

v

Membuat bukti pemotongan

PPh Pasal 23

v

‘Pengecekan keabsahan

faktur pajak

v

Menyetorkah PPh Pasal
22/23(PPN dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal
22/23/PPN
yang dipotong/dipungut
dalam SPT Masa PPh Pasal
22/23/PPN

102




‘Pengisian formulir Pengisian SPT Masa PPN

T2

P o SURAT PEMBERITAHUAN MASA FORMULIR
Dlpcsgepcicity PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
Boyolali membuat BAGIPEMUNGUT PPN
% . . DEPARTEMEN KEL Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN ] ] 07 PUT
ontrak pembuatan baju DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Beri tanda X dalam yang sesuai
seragam dengan PT
Garmindo, spesifikasi Nama Pemungut Bendahara Dinas Pendidikan Boyolali NPWP -[E] R - m R
ditentukan dinas Alamat Mojosongo Boyolali Masa
pendidikan. No. Telp 0276-3294809 Pembetulan Ke ( )
y Biaya pengerjaan Usaha Instansi Pemerintah

RP60.000.000, biaya

bahan tambahan A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

RP10.000.000 1 PPN yang dipungut olch Penerbit SPM melalui KPPN Rp7.000,000.00 G

v

‘Pemotongan PPh Pasal 23

PPn BM yang dipungut olch Penerbit SPM melalui KPPN Rp

Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melakii KPPN  Rp7,000,000.00

atas jasa makion (2% X

2 PPN yang dipungut olch Bendahara Pengeluaran Rp
"RP60.000.000) R N a
PPn BM yang dipungut olch Bendahara Pengel Rp
* Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut olch Bendahara R
Pengeluaran P

‘Pemungutan PPh Pasal 22 B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH

atas biava bahan tambahan PPN yang dipungut Rp @
* PPn BM yang dipungut Rp
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut Rp

Membuat bukti pemotongan

PPh Pasal 23

v

Lampiran : D Surat Kuasa Khusus

‘Pengecekan keabsahan 1 PPN scbanyak I Lembar Rp7.000,000.00
Fakeur pajak i 2 PPn BM schanyak ............. Lembar RP oo
v i O
g
Menyetorkan PPh Pasal 3
22/23(PPN dengan SSP
omtaon Boyolali, 31 Maret 2011
* [Degon —— - -
fpa yony etk iakgn & atas beserts bmprion-b L Kuasa Bendaharawan/Pengurus
enar Lenghop, s don tidek fersorst fal
Melaporkan PPh Pasal Tanda tangan I
22/23/PPN Nama Jelas Hanaayam
yang dipotong/dipungut Pemungut Jabatan Bendahara
dalam SPT Masa PPh Pasal [0 Kusa Cap Perusahaan

F.1232.02

22/23(PPN




LAMPIRAN |

DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

Masa Pajak

betulan Ke-:

Lr «o L0 - CL0

FORMULIR

1107
PUT 1

NAMA PEMUNGUT Bendahara Dinas Pendidikan Boyol
NPV P 00.875.964.0-527.000
FAKTUR PAJAK Kode dan Nomor Tanugal Bayar Tanggal Setor
No. Nama Rekanan NPWP Rekanan Seri FP Yang | DPP (Rupiah} | PPN (Rupiah) |PPnBM (Rupiah) Ammm@,:m:( PPN PPnBM

Kode dan Nomor Seri | Tanggal

Diganti

A. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN

1 PT Garmindo

dst

JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT

M| 70000

B. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN

dst

JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT

C. JUMLAH (A+B)

D123

<
o
—



‘Pengisian formulir

T3

e Bendaharan dihas tata
ruang Manado menyewa
rukan Rp50.000.000 dan

service charge
Rp12.000.000 kepada

PT Maju Hidayat.

‘Pemotongan PPh Pasal ¢

ayat (2) (10% X Rp62.000.000)

v

Membuat bukti pemotongan

PPh Pasal ¢ (2)

v

‘Pengecekah keabsahan

faktur pajak

v

Menyetorkan PPh Pasal ¢ (2)
/PPN dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal ¢ (2)
Yyang dipotong/dipungut
dalam SPT Masa PPh Pasal
4@ (PPN

9. Pengisian formulir untuk T13

Pembuatan bukti pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

i

Lembar ke-1 untuk - yang menyewakan

Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lombar ke-3 untuk : penyewa

REPUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Pratama Manado

NPWP - [0T2] - [eToT3] - [eT517] - [e] - [eT211] - [eToT0] -
Nama s [PIT] ImlafoJul TulaJofalv als] T T T T T T TTTTTTT]
Alamat s [DJe] JPlafnfiTalwlaln] INTol . TaJ2]7T T T T T T T T T T T
Lokasi Tanah dan s RIL [mlalm] Telolnlifelt [ T[] ImlalnJafdlel T T T [ ]=
atau Bangunan [T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TTITTITTIT]

6.200.000.-
Terbilang - Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ]

62.000.000.- 10%

Manado, § Januari 2011 s
Pemotong Pajak (©
NPWP [eT0] - [ZI=I=] - [IoT0] - [0] - [(e1211] - [elolo
Nama [elefnfcaJafn]afrTa] Jo]i[nfals] J7Jaft]a]
[(RIvlalnfel TT T T T T TTTTTTTT]

Perhatian

1. Jumiah Pajak Penghasilan atas
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
yang dipotong di atas bukan merupakan
kredit pajak dalam Surat Pembertahuan
(SPT) Tahunan PPh

Bukti Pemotongan ini dianggap sah
apabila disi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap

Qf—‘

PRABU WIJAYA

N

F.1.1.33.12 Lampiran L7 Peraturan Direktur Jonderal Pajak Nomor PER. 83/PJ/2009




Pengisian SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2)

SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SS P)
Untuk Arsip Wajib Pajak
NPWP s o o] |79 9] 1o of lof [8 2 1] [0 0 o]
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP BENDAHARA DINAS TATA RUANG
ALAMAT WP JL.IMAM BONJOL 1 MANADO
MANADO
NOP cle 9] 73] 1o of [8 2 1] |s 7 6] |ololo 2] |o]
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pojok
ALAMAT OP JL.IMAM BONJOL 1 MANADO
MANADO
ian P ¢ PPhFinal Pasal 4 2
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran inal Pasal 4 ayat (2)
Persewaan tanah dan/atau bangunan
lalala]1]2]s la o 3]
Masa Pajak "
Jan | Feb | Mar | Apr Mei | Jun Jul Ags Sep Okt Nov | Des Tahun Pajak
X | 2 0 1 1 l
Beri tanda silang (x) kolom bulan, sesuai deng untuk masa yang Diisi Tahun terutangnya Pajok
Nomor S TR RN A SR P N VA T v
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran : Rp6.200.000,- Diisi dengan rupiah penuh
Terbilang : Enam juta dua ratus ribu rupiah
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ... ... , Tanggal Januari 2011
Cap dan tanda tangan Cop dan tanda tangan
Nama Jelas : Namalelas:  Prabu Wijaya
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01

‘Pengisian formulir

#” Bendaharan dinas tata
ruang Manado
menyewa rukan

"RP50.000.000 dan
service charge
Rp12.000.000 Kepada

PT Maju Hidayat.

v

‘Pemotongan PPh Pasal ¢
ayat (2) (10% X

RP62.000.000)

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal ¢

@

v

‘Pengecekan keabsahan

faktur pajak

v

Menyetorkan PPh Pasal ¢
(2)/ PPN dengah SSP

v

Melaporkan PPh Pasal ¢
@
yang dipotong/dipungut
dalam SPT Masa PPh
Pasal ¢ @) / PPN
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‘Pengisian formulir

# Bendaharan dinas
tata ruang Manado
menyewa rukah
RP50.000.000 dan
service charge
RP12.000.000
kepada PT Maju
Hidayat.

v

‘Pemotongan PPh Pasal
4 ayat (2) (10% X Rp62

000.000)

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal
4@

v

‘Pengecekan keabsahan

faktur pajak

v

Menyetorkan PPh Pasal
4(2) / PPN dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal
4
yang
dipotong/dipungut
dalam SPT Masa PPh
Pasal ¢ (2) / PPN

Pengisian SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)

_—

DEPARTEMEN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA [x"] sPT Normal

KEUANGAN RI. PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) [] sPT Pembetulan Ke-

DIREKTORAT Formulic ini untuk Mans Pa)

JENDERAL PAJAK Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) 2o ]

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK
1. NPWP o To 7 Jo o] [JoTo] o O P [oJoJo]
2. Nama Bl InJo Ja Ih [a [ [a o In [a Is T [a It a] [RT.Jalo gl 1T 1
3. Alamat I D O 50 P 0 A N O o I 1 ™Mla In Ia Jo Io | 1 T 1 1

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro
a. Bunga Deposito/Tabungan
1) Yang ditempatkan di Dalam Neger
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
c. JasaGiro
2. Transaksi Penjualan Saham
a. Saham Pendiri
b. Bukan Saham Pendiri
Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara
Hadah Undian
5. Tanah dan/atau
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak
b. Orang PribadifBadan yang Menyetor Sendiri PPh
Jasa Konstruksi
a. Perencana Konstruksi
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh
b. Pelaksana Konstruksi
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh
c. Pengawas Konstruksi
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh
7. Wajb Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas
Tanah/Bangunan
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada
Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang
Diperdagangkan di Bursa
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri
11. Penghasilan Tertentu Lainnya

a0

o

411128/404
411128/404
411128/404
411128/404

411128/407
411128/407
411128/401
411128/405

411128/403 | 62.000.000 | 10 I 6.200.000 |
411128/403 | ﬁ
411128/409

411128/409

411128/409
411128/409

411128/409
411128/409

411128/402

4111281417

411128/418

411128/419

JUMLAH

|

Enam Juta dua ratus Rbu Rupiah

1 Surat Setoran Pajak 1 ] lembar.
2

3.

4 Surat Kuasa Khusus

Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2)
Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

—

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadar Sepenunnya akan segala akibalnya erMasuK sanksi-Sanks| SESUal dengan Ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta

[SPT Masa Diterima:

lampiran-lampirannya adalah benar. lengkap dan jelas Langsung dan WP
[_] PEMOTONG PAJAKPIMPINAN [ kuasawaus pasak [ Melatvi Pos
Nama BJe InJd Ja h [a | Ja o] InJa s Tla It [a R Ju Jang g 2]0
[olo] pJ]-ERT] 2 ""wﬂ|"“’~' tahun
Tanda Tangan & Cap QV‘: Tanggal [0 Js Jo T2 T2Tols T1 | [Tanda Tangan
tanggal| bulan tahun

Campiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- S3/PJ/2009




-
DEPARTEMEN
KEUANGAN R.\. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN Masa Pajak
DIREKTORAT PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) 1
JENDERAL PAJAK
o ewr s o e I Ml o
1 02.003.457.0-821.000 PT Maju Hidayat 02310172011 5 Januari 2011 62.000.000.- 6.200.000.-
2
3
4
s
8
7
8
)
10
1
12
13
14
15|
16
17
18
19|
20
21
22
23
24
25
26
2]
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
i}

F JUMLAH 62.000.000.- 6.200.000...
E PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN : KUASA WAJIB PAJAK ranggal [0 5[o]2]2[o] 1]
nama [B]e[n]a Jol i Taals] TrTalt[a] [rTu]a]n]e] T ] anggal| butan tahun
newe[ 0] o] [7]e]e] [+]e]o m’[5]2[‘| [o]ofo] Tanda Tangan & Cap Q

Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- §3/PJ2009

‘Pengisian formulir
T3

# Bendaharan dinas
tata ruang Manado
menyewa rukan
TRP50.000.000 dan
service charge
Rp12.000.000
kepada PT Maju

Hidayat.

v

‘Pemotongan PPh Pasal
4 ayat (2) (10% X

TRP62.000.000)

v

Membuat buiti
pemotongan PPh Pasal

4@

v

‘Pengecekan keabsahan

faktur pajak

v

Menyetorkan PPh Pasal

4(2) { PPN dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal
4@
yang
dipotong/dipungut
dalam SPT Masa PPh
Pasal ¢ (2 PPN
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‘Pengisian formulir

#” Bendaharan dinas tata
ruang Manado menyewa
rukah Rp50.000.000 dan

service charge
TRp12.000.000 kepada

PT Maju Hidayat.

v

‘Pemotongan PPh Pasal ¢

ayat (2) (10% X Rp62.000.000)

v

Membuat bukti pemotongan

PPh Pasal 4 2)

v

‘Pengecekan keabsahah

faktur pajak

v

Menyetorkah PPh Pasal ¢ (2)
/PPN dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal 4 (2)
Yyang dipotong/dipungut
dalam SPT Masa PPh Pasal
4 (PPN

Faktur Pajak

Lembar ke-1 Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP
sebagai bukti Pajak Masukan
FAKTUR PAJAK
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :  020.000.11.00000009
Pengusaha Kena Pajak
Nama PT MAJU HIDAYAT
Alamat :JL. PAHLAWAN NO.167 MANADO
NPWP 02.003.457.0-821.000
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak
Nama BENDAHARA DINAS TATA RUANG
Alamat JL. IMAM BONJOL 1 MANADO
NPWP 00.799.100.0-821.000
No. Harga Jual/Penggantian/Uang
U y Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak Muka/Termin
“ Rp)
1 Sewa Rukan di JI. Imam Bonjol 1 50.000.000,-
2 Service charge Januari - Desember 2011 12.000.000.-
Harga JualPenggantanUang Muka-Tema 62.000.000,-
Dikurangi Potongan Harga N
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima -
Dasar Pengenaan Pajak 62.000.000,-
PPN = 10% x Dasar F Pajak 6.200.000,-
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Tarif DPP PPn BM
% Rp. Rp. Manado , §Januari 2011
% Rp. ... Rp.
o Rp. ... Rp.
L% Rp Rp..
Jumlah Rp. .

Nama Budi Sudarsono

*) Coret yang tidak perlu




Pembuatan SSP PPN

SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP)
Untuk Arsip Wajib Pajak
NPWP c Lo 2] o o0 3] |a s 7] |o] |8 2 1] [0 0 o]
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wojib Pajok yong dimiliki
NAMA WP PT MAJU HIDAYAT
ALAMAT WP Jalan Pahlawan No. 167
Manado
NOP cles] 73] o of |8 2 1] s 7 6] |slolo 2] [o]
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP Jalan Imama Bonjol No. 1
Manado
R R Uraian Pembayaran :
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran PPN sewa rukan oleh Pemungut PPN Dalam Negeri
lalalafols]s ls o of

Masa Pajak

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun Jul Ags | Sep Okt | Nov

Des

Tahun Pajak

[2 0 1 1]

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pojok

Nomor S TR VA R VA T A

/L]

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Rp6.200.000,-
Terbilang : Enam juta dua ratus ribu rupiah

Diisi dengan rupioh penuh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : Nama Jelas :

Capdon

Wajib Pajak/Penyetor
, Tanggal
tanda tangon

Januari 2011

Prabu Wijaya

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

‘Pengisian formulir

T3

e Bendaharan dinas tata
ruang Manado
menyewa rukan

TRpP50.000.000 dan
service charge
TRp12.000.000 kepada
PT Maju Hidayat.

v

‘Pemotongan PPh Pasal ¢
ayat (2) (10% X

Rp62.000.000)

v

Membuat bukti

pemotongan PPh Pasal ¢ (2)

v

‘Pengecekan keabsahan

faktur pajak

v

Menyetorkan PPh Pasal ¢

(2) / PPN dengan SSP

v

Melaporian PPh Pasal ¢ (2)
Yyang dipotong/dipungut
dalam SPT Masa PPh Pasal
4@ (PPN
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‘Pengisian formulir

T3

# Bendaharan dinas
tata ruang Manado
menyewa rukan
TRP50.000.000 dan
service charge
Rp12.000.000 kepada

PT Maju Hidayat.

v

‘Pemotongan PPh Pasal ¢
ayat (2) (10% X

TRP62.000.000)

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal ¢
@

v

‘Pengecekah keabsahan

faktur pajak

v

Menyetorkah PPh Pasal ¢
(2) / PPN dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal ¢
@
yang dipotong/dipungut
dalam SPT Masa PPh
Pasal ¢ (2) PPN

Pengisian SPT Masa PPN

SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PEMUNGUT PPN

FORMULIR

DEPARTEMEN KEUANGAN RI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Peng

n SPT Masa PPN
ai

1107 PUT

- [0 - (0 - (0] - (0] - (200 - (O]

........ [ (YT |

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Beri tanda X dalam yang ses
Nama Pemungut BENDAHARA DINAS TATA RUANG NPWP
Alamat J1. Imam Bonjol 1 Manado Masa
No. Telp Pembetulan Ke :
Usaha

1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN
PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN

Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN

[

PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara
Pengeluaran

A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

Rp 6.200.000.- 'al
Rp 6.200.000.-

Rp

Rp.

Rp

Rp

|B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH

s yonyg edoh says benal fesens omprran L "

fenar, donghop, las dom tidsk femyarat

Tanda tangan
Nama Jelas

Pemungut Jabatan

D Kuasa

Cap Perusahaan

L)
Z
£
2
z
2
£
8
3
§
3 PPN yang dipungut Rp
=
E PPn BM yang dipungut Rp

. E Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut Rp

5
2 Lampiran : D Surat Kuasa Khusus
@
§' SSp
g 1 PPN sebanyak 1 Lembar Rp ...6.200.000,r.............
[}
i 2 PPnBM sebanyak ............. Lembar L1
H
i O
g

rermpatasn MANADO, 5 FEBRUARI 2011
™ sepeninya afan fon b,

PRABU WIJAYA :

Bendahara Pengeluaran

Kuasa Bendaharawan/Pengurus

F.1232.02




NAMA PEMUNGUT

LAMPIRAN 1

DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

FORMULIR

1107
PUT 1

NPWP

No. Nama Rekanan

Bendahara Dinas Tata Ruang Kota Manado

00.799.100.0-821.000

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomar

A. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENER

NPWP Rekanan

Kode dan Momor Seri

BIT SPM MELALUI KPPN

Tanggal

Seri FP Yang

Diganti

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

Tanggal Setor
PP BM (Rupiat| 1799 Bayar

Tagihan PPN FPnBM

1 PT Maju Hidayat

dst

JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT

02.003.457.0-821.000

020.000-11.00000009

62.000.000

6.200.000

05/01/2011

B. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN

D

6.200.000

dst

JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT

C. JUMLAH (A+B)

D12.3203




C. Hibah

‘Pengisian formulir
Ti¢

e Kementerian Pekerjaan
Umum melaksanakan
proyek pembahgunan

Jalan lintas Kalimantan
dengan dana hibah
RpP850.000.000.000.
# gisa anggaran tahun
2011 Rp340.000.000.000.
/ Kontraktor utama Pt

Andang Konstruksi

v

‘Pemotongan PPh Pasal ¢
ayat (2) (3% X

RP3%0.000.000.000)

v

Membuat bukti pemotongan

PPh Pasal 4 (2)

v

Menyetorkah PPh Pasal ¢ (2)
(PPN dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal ¢ (2)
yang dipotong dalam SPT
Masa PPh Pasal ¢ (2)

Pengisian formulir untuk T14

Pembuatan bukti pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Lembar ke-1 untuk : Wajio Pajakc
Lombar ke-2 untuk - Kantor Peiayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk - Pemoatong/Pemungut Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU

NPWP : [o]2] - [eTele] - [els14] - [2] - [oI12] - [e]oT0] @
Nama : [PI7] JaInTofa[n]o] Jk[o[n[sTT[RIulk[s[i] T T [T [T [T T
Alamat ¢ [W[LT.TPIRTO[KTLTAIMATST (] J2]o] [ TuTA[K[ATR[T]A] [ T T |

Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa
dengan kualifikasi usaha kecil

L lewl ]
L lewl ]
340.000.000.000 10.200.000.000

L el

2. |Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa
yang tidak memiliki kualifikasi usaha

3. |Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa
selain angka 1 dan angka 2 di atas

4. |Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi
oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha
5. |Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi

oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi

usaha

JUMLAH '340.000.000.000 10.200.000.000

Terbilang : Sepuluh miliar dua ratus juta rupiah

PAJAK PENGHASILAN

DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH -+ JAKARTA, ... 30 MEL 2011 9

Pemotong/Pemungut Pajak )

newe - [o]o] - [eT4Te] - [1To] ] - [o] - [oT1T2] - [oTolo]
Nama - [BTEIN]D] TKIEJMIEINT TPTETKIEIRTJTATA]IN]
[vmowl TTTTTTTTTTTTTTT]

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa
Konstruksi yang dipotong/dipungut di
atas bukan merupakan kredit pajak
dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh.

. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini
dianggap sah apabila diisi dengan
lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap

N

Syarif



Pc
Rectangle


Pengisian SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2)

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

3N, KEMENTERIAN KEUANGAN R.1. LEMBAR

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

[1]

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP ©lo o] 8 4 o] [1 o of o] [0 1 2] [0 0 o]
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP Bendahara Kementerian Pekerjaan Umum

ALAMAT WP JI. Pattimura, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

NOP O 1 T I YT T I A A IR E I A |

Dilsi sesuai dengan Nomor Objek Pojak

ALAMAT OP

Uraian Pembayaran :
Konstruksi

PPh Pasal Final 4 ayat (2) atas Jasa

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran

4 111 o s [a o 9]

Masa Pajak
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep I Okt | Nov | Des

P N N I

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

|z 0 1 1
Dilsi Tahun terutangnya Pajak

Nomor IR VA B VA B VA T v

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STR, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Rp10.200.000.000,00
Terbilang :  Sepuluh miliar dua ratus juta rupiah

Diisi dengan rupiah penuf

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal

Wajib Pajak/Penyetor
Jakarta , Tanggal
Cap dan tanda tangan

Mei 2011

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : Namalelas:  Syarif
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
PAJAK PENGHASILAN
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
F.2.0.32.01

‘Pengisian formulir
Ti¢

# Kementerian
Pekerjaan Umum
melaksanakan proyek
pembangunan jalan
lintas Kalimantan
dengan dana hibah
TRp850.000.000.000.
# gisa anggaran tahun
2012
TRP340.000.000.000.
Ve Kontraktor utama Pt

Andang Konstruksi

v

‘Pemotongan PPh Pasal ¢
ayat (2) (3% X

"RP3¢0.000.000.000)

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal ¢

@
v

Menyetorkan PPh Pasal ¢

(2) dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal ¢
(0]
yahg dipotong dalam SPT
Masa PPh Pasal ¢ (2)

114




‘Pengisian formulir

Ti¢

Pengisian SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)

DEPARTEMEN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA SPT Normal
e Kementerian Pekerjaan LETLIC PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) [] sPT Pembetulan Ke-
DIREKTORAT Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Masa Pajak
Unum hakah JENDERAL PAJAK Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) /240 J1 |1
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAKIWAJIB PAJAK
proyek pembangunan — —
1. NPWP [o o 8 Ja [o ] [ Jo Jo o 1-[o [1 [ 0 0
Jalan lintas Kalimantan 2. Nama ElEND] kJeEwlENITTERT JAINT TPTElc] JuwJuim] T T T T T 11
3. Alamat 0T PIalr It [ mJu R Ja U 1A 1< B L | I T T T T T 1]

dengan dana hibah
RP850.000.000.000.
# isa anggaran tahun
2011 RP340.000.000.000.
# Kontraktor utama Pt

Andang Konstruksi

v

‘Pemotongan PPh Pasal ¢
ayat (2) (3% %

TRP340.000.000.000)

v

Membuat bukti pemotongan
PPh Pasal 4 ()

v

Menyetorkah PPh Pasal ¢ (2)
dengan SSP

v

Melaporkan PPh Pasal ¢ (2)
Yyang dipotong dalam SPT
Masa PPh Pasal ¢ (2)

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro
a. Bunga Deposito/Tabungan
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri

2. Transaksi Penjualan Saham

4. Hadiah Undian
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh
6. Jasa Konstruksi
a. Perencana Konstruksi
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh
b. Pelaksana Konstruksi
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh
c. Pengawas Konstruksi
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh
7. Waijib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas
Tanah/Bangunan
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada
Anggota Waijib Pajak Orang Pribadi
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang
Diperdagangkan di Bursa
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Waijib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri
11. Penghasilan Tertentu Lainnya
a .. .
b.

411128/404

2) Yang ditempatkan di Luar Negeri 411128/404
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia 411128/404
c. JasaGiro 411128/404

a. Saham Pendiri 411128/407
b. Bukan Saham Pendiri 411128/407
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara 411128/401

411128/405

411128/403

411128/403

411128/409

411128/409

411128/409
411128/409

411128/409
411128/409

411128/402

411128/417

411128/418

411128/419

340.000.000.000

Terbilang : Sepuluh miliar dua ratus juta rupiah.

: caugsesses B —— | I I
c. i
JUMLAH 340.000.000.000 10.200.000.000

BAGIAN C. LAMPIRAN

lembar.
Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ay

[_] surat Setoran Pajak )

Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

ESESIENIES

Surat Kuasa Khusus.

at (2).

o tembar

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

perundang-undangan yang beriaku, saya menyatakan bahwa apa yan
lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya fermasuk sanksi-sanksi sesual dengan ketentuan [ Disiolehpetugas ]

g telah saya beritahukan di atas beserta

[SPT Masa Diterima:
Langsung dari WP

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN

[1 kuasawauis PAsAK

[ Metatui Pos

Nama B e [N [D KJEWM]E INTTEIRT Ja N P _|u T T T1 _‘é T T T2ToT T 1]
NPWP e 12 o] [ oo bl - I o o [o 5 langgal] butan | tahun |
Tanda Tangan & Cap Tanggal [0 [6 Jo |6 [2]0J1 1] Tanda Tangan

w tanggal| bulan @hun |

Tampiran 1.1 Peraturan Direktur Jend

al Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009




DEPARTEMEN
KEUANGANR.I.

DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNG UTAN
PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)

Masa Pajak

LE]/E]

No.| NPWP

Nama

Bukii Pemotongan/Pemungutan

Nilsi Obyek | PPhyang Dipotong

Nomor Tanggal

Pajak (Rp) IDipungut (Rp)

1) 2

B 4

6 U]

02.663.854 2-012.000

PT ANDANG KONSTRUKS|

003/HBNV/2011

30 Mei 2011

340.000.000.000 10.200.000.000

NIEES

JUMLAH

340.000.000.000

10.200.000.000

PEMOTONG PAJAKPIMPINAN

KUASA WAJIB PAJAK

Nama |B_|E [N D KEMlE

PRITITITITIT]

vavp s o o ] [ Dol ]

rangeal [0 [ Jo o J2[o]t [

tanggel] bulan | tahun

2

bl blil] bbbl

randz Tangan & Cap

S

D.1.1.32.06

Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009

‘Pengisian formulir
T4

e Kementerian
Pekerjaan Umum
melaksanakan
proyek
pembahgunan jalan
lintas Kalimantan
dengan dana hibah
TRpP850.000.000.000-
/ Sisa anggarah tahun
2011
RP340.000.000.000.
# Kontraktor tama
Pt Andang

Konstruksi

v

‘Pemotongan PPh Pasal
4 ayat (2) (3% X

RP340.000.000.000)

v

Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal
4@

v

Menyetorkah PPh Pasal

4 (2) dengah SSP

v

Melaporkan PPh Pasal ¢
@)

yang dipotong dalam
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Faktur Pajak

‘Pengisiah formulir
Frl‘f Lembarke-1:  Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP
sebagai bukti Pajak Masukan
& Kementerian
Pekerjaan Umum FAKTUR PAJAK
hakan -
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :  020.000.11.00000057
proyek Pengusaha Kena Pajak
pembangunan jalan Nama : PT ANDANG KONSTRUKSI
X J i No.
Jintas Kalimantan Alamat JI. Proklamasi No. 20 Jakarta
NPWP 02.668.854.2-012.000
dengan dana hibah
g Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak
"Rp850.000.000.000- Nama . Bendahara Kementerian Pekerjaan Umum
# isa anggaran tahun Alamat Ji. Pattimura, Kebayoran Jakarta Selatan
NPWP 00.849.100.0-012.000
2011
No. Harga Jual/Penggantian/Uang
RP3¢0.000.000.000. Uru.t Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak Muka/Termin
R|
/ Kontraktor utama o)
Pt Andang 1 Pekerjaan Jalan Tol Bogo i Tahap Il Rp340.000.000.000,-
Konstruksi
‘Pemotongan PPh Pasal
PPN TIDAK DIPUNGUT
4ayat (2) 3% %
"RP3¢40.000.000.000)
Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal
4@
* Harga JualRenggantianidang MukaTemmn sy Rp340.000.000.000,-
Validasi faktur pajak Dikurangi Potongan Harga N
(PPN tidak Dipungut) Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Rp340.000.000.000,-
Dasar Pengenaan Pajak Rp340.000.000.000,-
* PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak -
Menyetorkan PPh Pasal
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
4 (2) dengan SSP
Tarif DPP PPn BM
........ % Rp. ... Rp. ... Jakarta , 4Mei2011
Q % Rp. ... Rp. ...
Melaporkan PPh Pasal ¢ cE | e e
ul
e D R Y R | - % | Rp. ... Rp. ..
) Jumiah Rp. .....

yang dipotong dalam
SPT Masa PPh Pasal ¢
@

Nama Djono

*) Coret yang tidak periu




DAFTAR PERATURAN TERKAIT

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tfentang Pajak
Penghasilan sebagaimana  telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

4. Peraturan Pemerinfah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif
Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas
Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

5. Peraturan Pemerinfah  Nomor 48 Tohun 1994 tentang
Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan  dari
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah  Nomor 29 Tahun 1996 tentang
Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan  dari
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerinfah Nomor 40 Tahun 2009
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa
Konstruksi;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang
Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat
Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau
Pensiunan;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan
sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang
Pribadi;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang
Tata Cara Pemotongan Pajok Penghasilan Pasal 21 bagi
Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polr, dan
Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

11. Perafturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan
Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang
Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang
Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
huruf ¢ angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang
Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan
Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha
Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang
Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009 tentang
Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai;

16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang
Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor,
dan Melaporkan PPN dan PPnBM beserta Tata Cara
Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya;

17. Keputusan  Menteri Keuangan 635/KMK.04/1994 tentang
Pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Pengalihan Haok atas Tanah dan/atau
Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008;

18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang
Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana felah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002;

19. Peraturan Direktur Jenderal Pajok Nomor PER-31/PJ/2009
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran
dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak
Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan
Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009;




20. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2009
tfentang Bentuk Formulir Surat Pemberitaohuan Masa Pajok
Penghasilan  Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan  Bukti
Pemotongan/Pemungutan  Pajak  Penghasilan  Pasal 21
dan/atau Pasal 26;

21. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajok
Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26
serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya;

22. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010
tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas
Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau
Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
15/PJ/2011;

23. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26
serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya;

24. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitohuan Masa Pajok
Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26
serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya;

25. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2010 tentang
Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Suraf
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN);

26. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002
tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta
Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau
Bangunan;

27. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ/2003
tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian.
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J1. Jenderal Gatot Subtoto No. 40-42, Jakarta 12190
Telepon (021) 5250208, 5251609, 5262880 extention 51141
Call center 500200

Website : http: / /www.pajak.go.id




